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PRAKTIK PELAKSANAAN EKSEKUSY JAMINAN FIDUSIA
DI KOTA PONTIANAK

Deni Suprihatin
ABSTRAKSI

Tesis ini berjudul : Praktik Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota
Pontianak. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengatahui dan memahami
bagaimana praktik pelaksanaan eksekusi serta kendala-kendalanya. Penelitian ini
bersifat deskniptif analisis, yaitu menggambarkan secara faktuil keadaan di lapangan.
Tekmik penentuan sampel yang digunakan penulis adalah purposive sampling.
Sedangkan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder
di lapangan serta didukung data keputzkaan. Jaminan fidusia timbul karena
kebutuhan praktek wmtuk menyimpangi syarat mutlak dari ketentuan gadai dimana
penguaszan barang tetap berada pada debitor (Pemberi Fidusia) sedangkan haknya
beralith nada penerima fidusia /kreditor atau pihak ketiga dengan persetujuan
penerima gadai merupaken hak pribadi/persoonlijke recht yang bersumber pada
perjanjian, dan tentunya eksekusi berbeda dengan cksekusi jaminan fidusia yang
bersifat kebendaan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan
lembaga jaminan fidusia merupakan hak perorangan dan apabila debitor pemberi
fidusia cidera janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibanya, maka upaya hukum
yang dilaicukan kreditor vantuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan penjualan
gugatan perdata terhadap debitor pemberi fidusia dengan mohon sita jaminan
terhadap barang vang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dan ketua
pengadilan (Pasal 180 HIR). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 sebagaimana diatur Pasal 29 dapat dilakukan dengan cara : mohon eksckusi
sertifikatl fidusia yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
FEsa, menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalaui pelelangan
umum serta mengambil pelunasannya, serta menjual objek fidusia dibawah tangan
yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dalam
praktek pelaksanaan eksekusi tidak semudah apa yang diamanatkan oleh undang-
undang. Kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi masih saja ditemukan pihak
pemegang hak jaminan fidusia (kreditor/bank) seperti tidak dadpat diletakkan sita
eksekusi objek jaminan fidusia sebagai akibat objek fidusia tidak berada di tempat,
ada juga objek _}amlnan fidusia telah dialihkan oleh debitor kepada pihak ketiga.
Kasus seperti ini tentunya sangat merugikan pihak bank. Ada juga kendala seperti
tinggi biaya lelang di KP2LN (biaya iklan pada media massa) menjadikan alasan
pihak bank tidak menyerahkan piutang macet mereka pada KP2LN, yang meskipun
undang-undang menegaskan demikian. Kendala-kendala semacam inilah yang
mendapat perhatiat. khusus kenapa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kurang
berjalan efektif. Demikian abstraksi tesis ini disajikan.




THE RALIZATION OF THE EXECUTION OF THE FIDUSIA
WARRANTY OBJECT

IN PONTIANAK
By
Deni Suprihatin

Fidusia warranty exists; cause of practical need, for isolating the absolute
requirement related to pawn stipulation, which regulates the warranty object, must
be brought in creditor authority. Fidusia must bring warranty only the right of
object in creditor authority, the physically object is stifl in debitor authority.

Before the Act no. 42 of 1999 enacted, if ihe debitor breached the contract, the
creditor must sue the debitor and requests to the judge for warranty confiscation of
the Fidusia warranty object, also the creditor have to requests tu the judge for
immediately decision (putusan serta merta) in order to cover finaxcial loss.

Based on Atrticie 29 no. 42 of 1599 the crediior is possibie the execute the Fidusia
warranty object without judge decision because the fidusia warranty certificate
has a title “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

The research purpose was; wanted to know and to comprehend the realization of
the execution of Fidusia warranty object and those The research done by using
tegal empirical approach. The data collected were primary and secondary data.
The technique for collecting the primary data was interview; documentary study 1s
done for collecting the secondary data.

In practice the warranty execution is not easy, tocause sometimes the warranty
object already shifted to third person. The high cost of execution by KP2LN as a
reason why bank reuctantly to bring the pon performing loan case to KP2LN, so
that is norma! if the execution of fidusia warranty object is not effective.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan pembangunan ekonomi nﬁerupakan bagian dari
pembangunan nasional dan merupakan salah satu upaya untuk
mencapai suatu masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat
yang digariskan vaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
untuk kelanjutan pembarngunan secara terus-menerus dan
berkesinambungan, pemerintah, pelaku usaha, pihak-pihak yang
terkait maupun masyarakat, baik secara perorangran maupun kelompok
(badan hukum / korporasi) ikut berperan dan ambil bagian - dalam
proses tersebut. Namun dalam hal ini, suksesnya pembangunan
diperiukan biaya atau modal vang cukup besar. Peningkatan
pembangunan yang berarti peningkatan kebutuhan akan ketersediaan
dana, yang mau tidak mau memang harus dipenuhi melalui kegiatan
pembiayaan dan salah satunya adalah kegiatan pinjam meminjam
yang memanfaatkan jésa dunia perbankan.

Bank adaiéh sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
fnasyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk: lainnya
dalam rangk; meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi ini lajim
disebut dalam dunia perbankan “financial intermediary” dengan usaha

utama menghimpun dan menyaiurkan dana masyarakat serta

(P T-PUSTAK-UNIID}:




memberikan jasajasa lainnya dalam lalu lintas pembanyaran. Dua
fungsi ini tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan
selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya
dalam kegiatan usaha yang dijélankannya. Sebaliknya sebagai
lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pckok untuk menjaga
kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan
kesempatan kerja'.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997,
termasuk di dalamnya adalah krisis kepercayaan ternadap dunia usana
telah menyadarkan kepada kita tentang pentingnya membangun
struktur dunia usaha yang tangguh. Krisis korporasi, terutama
kelompok usaha besar yang selama ini menopang perekonomian telah
jatuh berguguran demikian pula dengan dunia perbankan. Kelompok
usaha besar telah dibebani jaminan yang ternyata tidak sebanding dan
bahkan sekarang menjadi macet, sehingga harus dilakukan
restrukturisasi. Munculnya krisis ekonomi, khususnyé krisis korporasi,
merupakan krisis atas tida¥ transparannya dunia usaha memberikan
laporan-laporan perkembangan dan kesehatan usahanya atau dikenal
dengan “corporate transparancy” yang sering meiibatkan - hubungan
antara pemerintah dan dunia usaha, antara pengutang (houders of
debtf) dan pehberi utang vang sering melibatkan praktek kronisme.

Kondisi ini diperparah lagi dengan ketidak jelasan hukum, sehingga

U gutamo, 2003, Aspek-Aspek hukum Perkreditan Pads Bank, Bandung : CV.
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kebijakan hukum yang ada terkesan saling tumpang tindih (overiaping)
dan pada akhimya menimbulkan keraguan dari para penanam modal
(investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia®.

Kebutuhan 'yang sangat besar dan terus menerus meningkat
bagi dunia usaha atas tersedianya dana dalam jumiah besar dirasa
periu diimbangi dengan keberadaan ketentuan hukum yang jeias dan
lengkap, yang salah satunya adaiah pembinaan nukum pada bidang
Lembaga Jaminan. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan
adaian sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan
tanggung jawab pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-
kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan,
pengangkutan dan kegiaten-kegiatan dalam proyek pembangunan.
Kegiatan-kegiatan dimaksud sudah tidak asing legi dilakukan oleh
masyarakat pada umumnya, dan mengingat sudah menjadi kebutuhan
rakyat__yang pada akhirnya memeriukan fasilitas pembiayaan dalam
bentuk kredit untuk kelangsungan usahanya. Bagi pihak pemberi
modal (bank) mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit
demi keamanan modal dan kepastian hukuranya.

Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral,
karena tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan
spiritual dan-budaya bangsa. Sehingga térhadap bidang hukum yang

demikian tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera. Karena

2 hessel Nogi S, Tangkilisan, 2003, Mengelola Kredit Berbasis Good Co.-pareté

Governance, Yogyakarta : Balairung & Co, hal. 22




jika dilihat, peraturan—pératuran hukum yang bertalian dengan lembaga
jaminan'tersebut, di Indonesia pada umumnya sudah usang aiau tidak
sesuai dengan perkembangan jaman. Sedikit sekalt peraturan yang
mengalami perubahan sejak pembentukkannya sebagaimana dikenal
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan
khusus lainnya, misalnya hypotik dan crediet verband. Apabiia ada
perubahan hanya segi formainya saja berhubung dengan berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria, sedangkan segi materiinya masih
tatap diberlakukan peraturan lama. Namun sekarang dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199€ tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-Benda Lain yang Berkaitan
dengan Tanah (UUHT), maka crediet verband dan hypotik sepanjang
mengenai tanah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh hak
tanggungan.

Terbitnya UU No. 4 Tahun 1996 itu sendiri merupakan tindak
lanjut dari Pasal 51 UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (yang lebih dikenai dengan UUPA) dan sekaligus
sebagai pengganti dari Jembaga hipotik dan crediet verband. Dalam
perkembangannya kini, muncul penjaminan baru yang bersifat untuk
memenuhi kebutuhan dan perkembangan praktek perbankan yaitu
Jaminan Fidusia. |

Jaminan Fidusia sesungguhnya teléh digunakan di Indonesia

sejak jaman penjajakan Belanda sebagai sebuah bentuk jaminan yang




lahir dari Yurisprudensi. Bentuk jaminan ini akhimya digunakan secara
melﬁas | dalam transaksi pinjam meminjam kaiena proses
pembebanannya yang dianggap sederhana, mudah dan cepat. Melalui
Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dapat menguasai benda yang
dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari
pinjaman yang menggunakan jaminan tersebut.

Sifat UU No. 42 Tahun 1999 yang lintas sektoral ditunjukkan
melalui keterkaitan UU No. 42 Tahun 1999 dengan perundang-
undangan yang lainnya seperti dengan UU No. 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (selanjutnya disingkat menjadi UU No.4
Tahun 1992), terutama ketentuan pasal 15 UU. No. 4 Tahun 1992
yang menetukan bahwa ‘rumah yang di bangun di atas fanah yang
dirniliki oleh pihak lain dapat di bebani dengan Jaminan Fidusia”.
Selain itu, Jaminan Fidusia juga digunakan dalam pengaturan hak
kepemilikan atas Satuan Rumah Susun sebagaimana di atur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(selanjutnya disingkat menjadi UU. No.16 Tahun 1985). Dalam UU
No.16 Tahun 1985 di atur bahwa hak atas tanah yang dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani fidusia adalah Tanah Hak Pakai atas
Tanah Negara.

Jaminan fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk
tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas

dasar kepercayaan. Agar jaminan kepastian hukum bagi pihak




Penerima Fidusia lebih teralisasi, dan juga Jaminan Fidusia maka periu
didaftarkan. Pendaftaran ini di lakukan mengingat adanya
kemungkinan bagi Pemberi Fidusia untuk menjaminkan benda yang
dibebani dengan Fidusia itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
dari pihak Penerima Fidusia. Melalui pendaftaran Jaminan Fidusia,
Penerima Fidusia pertama akan memperoleh hak yang didahulukan
(preferen) terhadap kreditur-kreditur yang lainnya.?

Keberadaan UU No 42 tahun 1999 membawa arti penting bagi
bank (Bank Umum maupun BPR) yang dalam hal ini fungsi utamanya
adalah menghimpun dana dari masyarakat dan untuk kemudian
disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkannya dalam bentuk
kredit. UL No.42 tahun 1999 merupakan pedoman bagi bank unfuk
memberikan fasilitas kredit dengan adanya pembebanan Jaminan
Fidusia.

Meskipun UUJF telah diberlakukan sejak tanggal 30 September
1999 dan kini telah dilengkapi dengan peraturan pelaksananya seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia yang
berlaku sejak tanggal 30 September 2000, Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap lbu Kota Propinsi di wiiayah

Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 September 2000,

3 purwahid Patrik dan Kashadi, 2002, Hukurn Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT,

Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal. 33




Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berlaku
sejak tanggal 13 Juni 2002, serta Keputusan Menteri Keuangan
Republik indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni Juni
2002 tentang Balai Lelang yang berlaku sejak 13 Juni 2002, hal ini
tidak menutup kemungkinan terjadinya permiasalahan hukum dalam
penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank.

Permasalahan hukum yang timbul akibat penyaluran kredit pada
bank umum maupunn bank perkreditan dapat disebabkén oleh
beberapa faktor, baik yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan
dari debiwur, seperti objek Jaminan Fidusia yang diagunkan debitur

kadangkala tidak sesuai dan bahkan mungkin menyalahi ketentuan

“yang digariskan oleh UUJF, sehingga pada akhimya menimbuikan

kerugian pada pihak bank. Meskipun cbjek Jaminan Fidusia yang di
agurkan sudah memenuhi kriteria yang disvaratkan dalam perjanjian
kredit telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun kermjngkinan
debitur melakukan wanprestasi (ingkar janji) masih tetap terbuka.
Untuk merealisasi hak kreditor terhadap kredi macet dari debitor
adalah melakukan penyitaan dan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi
atas objek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42
Tanun 1999 menyebutkan, “ apabila debitor cidera janji penerima

fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek




jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri”* Apabila diperhatikan bunyi
pasal térsebut, kiranya memberikan angina segar kepada kreditor
Pemegang Fidusia yang intinya memberikan kekuasaan untuk menjual
objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Kekuasaan menjual
sendiri dalam praktek dapat dilakukan dengan meminta banivan
KPZiN setempat atau tidak stas bantuan KP2LN. Akan tetapi undang-
undang mensyaratkan bahwa setiap piutang Negara yang telah pasti
jumiahnya dapat dimintakan penyelesaian piutangannya dengan cara
pelelangan melaiui KP2LAN.

Pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang digariskan pada UU

Nomor 42 Tahun 1999 merupakan jaminan yang bersifat kebendaan

‘dan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 42 tahun 1999.°

Apabila dibaca sepintas bunyi Pasal 29 Undang-Undang NOmor
42 Tahun 1999, kiranya benar-benar memberikan angina segar bagi
pemegang fidusia berdasarkan UU No 42 Tahun 1999. Selanjutnya
jika dibaca bl.inyi penjelasan Pasal 15 ayat {(2) yang berbunyi ...dalam
ketentuan ini yang dimaksud dengan ketentuan eksekutorial adalah
iangsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan dan bersifat
serta merta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan
tersebut. Tetapi jika dilihat secara nyata di lapangan tentu lain dari

yang dirumuskan dalam teori fain pula di lapangan.

* Baca penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJF
* Baca Pasal 29 UU. No 42/1999




Banyak faktor pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami
kendala.l Kendala ini dapat disebabkan pihak lain diluar perjanjian
(bihak ketiga) yang membeli objek jaminan dengan itikad baik.
Sehingga pada waktu akan ditarik untuk diletakkan sita oleh petugas
bank / juru sita (KP2LN / pengadilan) tidak mustahil akan mengalami
kendala dengan pihak yang menguasai objek jaminan tersebut.
Sebagai contoh petugas yang akan melakukan sita sering mengalami
kendala dengan pihak ketiga yang menguasai benda / objek tersebut
dengan alas an objek tersebut telah di jual kepada pembeli yang baru.
Dari contoh kasus tersebut membpukiikan prakiek eksekusi di lapangan
sering mengalami kendala, meskipun undang-undang menegaskan
bahwa pemegang hak fidusia mempunyai hak untuk menyita objek
tersebut dalam hal debitor ingkar janji.

Kendala lain yang sering ditemukan adalah objek jaminan telah
hilang dengan alas an telah dicuri crang yang tfidak dikenal. Tindakan
menghilangkan objek jaminan yang dilakuka oleh debitor dapat
dikategorik=~ sebagai tindak pidana penggeiapan.®

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian yang
telah dipaparkan tersebut, maka penuiis merasa tertarik untuk
mengangkat dan mengadakan penelitian yang akan dituangkan ke

dalam tulisan ilmiah sebagai syarat untuk pemenuhan tugas akhir

¢ Baca bunyi Pasal 372 KUH Pidana
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dalam bentuk tesis dengan judul “Prakiek Pelaksanaan Eksekusi

Jaminan Fidusia di Kota Pontianak”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah

dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat merumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut :

1.

Bagaimana upaya pihak bank dalam rangka penyelamatan dan
penyelesaian kredit macet yang diikat dengan Jaminan Fidusia
di Kota Pontianak?

Bagaimana praktek pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia
berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dan apakah pelaksanaannya sudah
berjalan efektif?

Kendala-kendala apa sajakah yang sering dihadapi dalam

praktek pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasaichan yang diuraikan tersebut di atas,

maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1.

Untuk mengetahui bagaimana upaya daru pihak bank dalam
rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit yang diikat

dengan Jaminan Fidusia di Kuta Pontianak.
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2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktek

pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan pada
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia serta untuk mengetahui apakah praktek
pelaksanaan eksekusi berjalan efektif?

Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala apa yang
dihadapi dalam praktek pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 19997

D. Manfaat Penelitian

1.

Secara Teoritis, merupakan sumbangan pemikiran baik berupa
perbendaharaan dalam bertuk konsep-konsep pemikiran,
metcds atau teori dalam khasanah ilmu hukum pada umumnya
dan hukum perdata (bisnis) pada khususnya, terutama sekali
yang menyangkut pada aspek-aspek hukum yang timbul dari
hukum jaminan Fidusia, s_ehingga bisa dapat dipertimbangkan
sebagai bahan masukan dan kajian informasi yang bersifat
iimiah guna penyémpumaan perangkat peraturan  Hukum
Jaminan Fidusia untuk dimasa yang akan datang.

Secara Prakiis, sebagai bahan masukan bagi pembuat
kebijakan gunz penyempumaan pengaturan dalam bidang
hukumw iaminan - Fidusia, sedangkan bagi praktisi hukum,
Notaris, Hakim, Pengacara/Lawyer serta masyarakat yang

berkecimpung dalam dunia usaha dan bisnis, diharapakan bisa
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mengambil manfaat dan menjadi masukkan guna menghindari
dan mengantisipasi serta mencar solusi penyelesaian yang

menyangkut eksekusi jaminan Fidusia.

E. Sistematikz Penu!isan

BAB |, merupakan bab pendahuluan yang menjeiaskan ientang latar
belakang penelitian yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB I, merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan
Praktek Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Pontianak Perjanjian Kredit
Dengan Jaminan Fidusia dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hal
Terjadi Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Momor 42 Tahun
1999. Bab kedua ini terdiri atas 3 (tiga) sub bab, terdiri atas : Sub. A.
tentang Tinjauan Umum Perjanjian, Sub B tentang Tinjauan Umum
Perjanjian Kredit, Sub C tentang Tinjauan Umum Jaminan, Sub D
Tinjauan Umum Jaminan Fidusia, yang meliputi latar belakang
timbulnya jaminan fidusia, arti penting jamianan fidusia, pengertian dan
sifat jaminan fidusia, fungsi jaminan pada umumnya, jenis-jenis
jaminan dan jaminan kebendaan. Sub D. Tinjauan tentang jaminan
fidusia, yang meliputi : sejarah fidusia, ruang fingkup. jaminan fidusia,
pengaturan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor
42 Tahun 1999, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan

fidusia, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia. Sub E. Tinjauan
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tentang eksekusi jaminan fidusia, yang meliputi, pengertian eksekusi,
dasar hﬁkum eksekusi, asas-asas eksekusi, macam-macam eksekusi,
eksekusi jaminan fidusia, cara-cara eksekusi jaminan fidusia,
ketentuan pidana jaminan fidusia dan kendala-kendala yané timbul
dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

BAB lil, berisikan metodelogi penelitian yang penulis gunakan
dalam rangka pengumpulan data di lapangan dan data kepustakaan.
Adapun susunannya adalah sebagai berikut : metode pendekatan,
spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel (populast
dan teknik sampling), jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data
dan instrument penelitian, dan pengolahan dan analisa data yang
terdiri dari pengolahan data dan analisa data.

BAB IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdin
dari, A. Penyelamatan dan penyelesaian kredit oleh bank
penyelamatan kredit oleh bank dan penyelesaian kredit oleh bank, B.
Praktek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia : pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia berdasarkan fitek eksekutorial, penjualan atas
kekuasaan penerima fidusia atas casar parate eksekusi, penjualan
objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, ketentuan pidana. C.
Kendala-kendala eksekusi objek jaminan fidusia : objek jaminan fidusia
tidak dapat diletakkan sita eksekﬁsi, objek fidusia tetah dibeli oleh

pihak ketiga dengan itikad baik, objek jaminan fidusia hilang atau
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dikuasai oleh orang lain, fidusia ulang, dan biaya lelang tinggi dalam
pelaksanaan eksekusi di KP2LN.
BAB V, berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran dari penulis

yang berhubungan dengan penelitian ini.




BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA -

A. Tinjauan Umum Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Banyak pendapat yang belum bisa menjelaskan defenisi yang tepat
dan memuaskan, setiap orang pasti mempunyai defenisi yang beragam
dan berbeda. Demikian pula hal dengan defenisi perjaniian, para sarjana
umumnya memberikan defenisi perjanjian yang berbeda-beda yang
meskipun tujuannya satu. Sebagaimana beherapa defenisi berikut ini
1. K.R.M.T. Tirtodiningrat, mendefenisikan perjanjian adaiah “suatu
perbualtan‘hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang
atau lebih uniuk menimbulkan akibat-akibat hukumn yang
ciperkenankan oleh Undang-Undarng”.”
2. Subekti berpendapat, “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana
seseoiang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal* 2
3. Wirjono Prodjodikoro berpendapat, “perjanjian adalah suatu
hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua

pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

! K R.M.T. Tittodiningrat, 1966, Ikhtisar Hukum Perdai‘a dan Hukum Dagang, Jakarta :
PT. Pembangunan, hal. 83
2R subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. intermasa, hal. 1

15
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melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sautu hal, sedang

pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka secara umum dapat
disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak
di dalamnya dan sekurang-kurangnya terdapat satu kewajiban dan satu
hak.

lLebih lanjut Purwahit Patrik memberikan pengertian perjanjian
seperti yang terdapat pada rumusan Pasal 1315 KUH Perdata. Disamping
itu juga digunakan rumusan dari Ruttem ynig imanyebutkan :

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai formalitas-
formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari
persaesuaian persyaratan kehendak dua atau lebih orang-orang yang
ditujukan untuk timbulnya akbat hukum dem: kepentingan saiah satu
pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban
masing-masing pihak secara timbal balik.* :

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa
defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak
lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap disini karena yang
dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Sedangkan
defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di

dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan

perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur

® wirjono Prodjodikoro, 1981, Pokok-Pokok Hukum Perdata tentang Persefujuan-

Persetyjuan Tertentu, Bandung : Sumur Bandung, hal, 11

4 ‘Purwahit Patrik, Hukum Perdata 1(Perikatan yang Lahir dari Pefjanjian). Semarang :

Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996, hal. 49
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dalam KUH Perdata Buku lil tentang Perjanjian yang diatur dalam KUH
Perdata Buku Hi kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain
dinilai dengan uang.’

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk
tertentu, dapat dibuat secara lisan andaikata dibuat secara tertulis maka
ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perianjian tertentu Undang-Undang menentukan
suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka
serjenjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tersebut tidaklah
hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan
syarat untuk adanya (bestaanwaarde) perjanjian itu. Seperfi perjanjian

mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaries (Pasal 38

" KUHD).®

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat pokok yang harus diketahui agar perjanjian itu mempunyai
kekuatan mengikat adalah syarat sahnya perjanjian. Purwahit Patrik
mengemukakan bahwa syarat sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal
1320 KUH Perdata’, yang menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan-
persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

e Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya.

5 Mariam Darus Badulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra

Aditya Bakti, hal. 65

S Mariam Darus Badruizaman, Ibid ., hal. 65
7 purwahit Patrik, Op.Cit., hal. 52
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Dengan hanya menyebutkan “sepakat’ saja, tanpa adanya
dituntut adanya bentuk (formalitas) tertentu, dapatiah ditarik
kesimpulan bahwa dengan ;telah tercapainya kesepakatan diantara
kedua belah pihak tentang hal-ha! pokok yang dimaksudkan dalam
perjanjian yang bersangkutan, maka lahirlah perjanjian itu atau
mengikatiah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya. Mcrigenal
pada saat-saat kapan terjadinya kesepakaian dalam suaiu
perjanjian, terdapat beberapa teori, vaitu :

a. Teori Kenendak (wisitheorie)
Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat
dinyatakan kehendak untuk mengadakan suatu perjanjian oleh
pihak penerima (acceptant).

b. Teori pengiriman (verzendtheorie)
Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat
dikirimkannya pern'yataan kehendak oleh penerima

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie)
Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat
pihak yang menawarkan (offerte) seharusnya tetah mengetahui

bahwa tawarannya diterima.
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d. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie)

Teori ini mangajarkan bahwa kesepakatan telah terjiadi pada saat
pernyataan kehendak penerima dianggap layak diterima oleh
pihak yang menawarkan. |

e. Teori penerimaan (ontvangstheori)

Teori ini mngajarkan bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat
sampainya pernvataan kehendak penerima pada saat pihak yang
menawarkan dan ia teiah mengatahuinya.?
2. Kecakapan uintuk membuat suatu perikatan
Siapa-siapa sajakah yang meinurut hukum dinyatakan tidak
cakap, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1330 KUH Perdata, yang
menentukan bahwa tak cakap untuk berbuat persetyjuan-
persetujuan adalah :

a. orang-orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang difetapkan oleh
Undann-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa
Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-
persetujuan tertentu.

. 3. Suatu hal tertentu

® Mgs. Edy Putra The’Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakaria :
Liberty, 1989, hal. 21
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Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan
ketiga ini adalah obyek daripada perjanjian. Obyek perjanjian
tersebut  haruslah merupakan barang-barang yang dapat
diperdagangkan. Barang-barang yang dipergunakan  untuk
kepnﬁngan.umum, seperti jalan umum, .pelabuhan umum dan fain

sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.

. Suatu sebab yang dibolehkan

Pengertian sebab dalam persyaratan keempat ini adalah
alasan perjanjian tersebut dibuat dengan tidak melainggar norma-
norma yang berlaku serta fidak mengganggu kctartiban dan

ketentraman dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenat Perjanjian Kredit

1. Pengertian dan dasar hukum pemberian kredit

1.4. Pengertian Kredit

Sebelum kita menguraikan tentang ‘pengertian dan apa itu

kredit, maka teriebih dahulu axan dibahas menganai latar belakang
sejarah perkembangan kredit dari masa-masa yang falu. Sebagaimana
diketahui bahwa perekonomian tukar menukar (barer) pada

prakteknya juga mempunyai kelemahan-kelemahan, misainya dalam

" hal tukar-menukar barang-barang berharga dimana jika barang-

barang tersebut dibawa kesana-kemari akan sangat berpengaruh dan

beresiko tinggi, untuk mengatasinya maka diperlukan adanya
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perlindungan yang kuat agar barang-barang tersebut dapat sampali

| dengan selamat ditempat tujuan. Dalam suasana demikian , maka

kredit dalam bentuknya yang sangat terbatas mulai dikenal, yaitu
sebagai pengurangan resiko-resiko  yang timbul apabila harus
membawa uang secara fisik dan dalam jumiah besar.

Beberapa abad sebelum Masehi, orang-orang dari Babylonia
dan Assyria telah menggunakan kredit dalam hubungan dengan
pinjaman-pinjaman yang diberikan berdasarkan hipotek, persekot atas
deposito dan semacam trust.”

Dengan bertambah pesatnya hubungan dunia perdagangan di
Timur Tengah, maka iahirlah berbagai bentuk lembaga pembiayaan
saperti sea loan dan fafr fetter.® Sea loan adalah dimana seorang
kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta datam
menghadapi resiko. Apabila perjalanannya berhasil, maka kapitalis
tersebut mendapatkan kembali uangnya ditambzh suatu benus
terientu antara 20%-30%, fetapi jika perjalanannya tidak berhasil maka
ia akan kehilangan seluruh modainya.

Sedangkan fair letter adalah semacam promissory note yang

berkembang di tempat-tempat tertentu pada abad pertengahan. Fair

_ fetter tadi akan segera dilunasi pada akhir pesta fair yang akan datang,

tergantung pada perjanjiannya. Jadi dengan demikian memungkinkan

® Mariam Darus Badruizaman, Perjanjian Kredit bank, Bandung: Alumni, 1883, hal. 19
' jbid., hat 20
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para . pedagang yang kekurangan uang kontan ({cash) uniuk

| memperoleh barang-barang yang diperiukan secara kredit. Pedagang

yang bersangkutan diberi wakiu untuk menjual barang-barang tersebut
di dalam fair atau di tempat lain, hasil dari penjﬁalan tersebut yang
kemudian akan digunakan uniuk membayar pinjamannya.

Sejalan dengan perkembangan perniagaan yang diiringi dengan
perkembangan dunia perbankan, maka lambat laun diantara
pedagany ada yang mulai mengkhususkan diri dalam pemberian kredit
untuk mclayani keperluan modal. Sehingga lahilah merchants
pankers."!

Setelah melihat latar beiakang lahirnya Ierﬁbaga kredit, maka
akan dibahas mengenai pengertian kredit. Kredit yang dikenal oleh
masyarakat adalah dalam arti “memberi kredit’” sedangkan memberi
kredi¢ adalah sinonim dengan membuka kredit, yang maksudnya
adalah perianjian pinjam uang.

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu
scredere” dan di-indonesiakan menjadi  kredit, dengan arti
kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh
kepercayaan. Dengan demikian landasan kredit adalah kepercayaan."

Kredit dilihat dari sudut ekonomi diartikan sebagai penundaan

pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang

1 pariam Darus Badulzaman, Ibid. hal. 22
12 Mgs. Edy Futra The' Aman, Op.Cit,, hal 1
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Economic.’® Kriteria ini penting bagi kreditor untuk memberikan
kepastian baginya agar kredit tersebut dapat dikembalikan sasuai
dengan perjanjian yang telah dibuat serta untuk menghindarkan
sengketa atas kredit yang dikeluarkannya dengan jaminan apapun,
karena mengandung tiga unsur pokok :
1. Faktor subjektif {inoral)
2. Fakior objekiif yang berkenaan dengan organisasi, adminisfrasi,
modat aan keadaan ekonomi.
3. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur dari badan
usaha penerima kredit.

Dalam hal terjadi juga sengketa mengenai kredit yang disertai
dengan jaminan, bagi kreditor yang dipersoalkan adalah
kedudukannya apakah sebagai kreditor preferen atau sebagai kreditor
konkuren. Dengan kedudukan sebagai kreditor preferen berarti ia
punya hak preferensi, yaitu hak seorang kredifor untuk didahulukan
dari para kreditor lainnya guna memperoleh pembayaran hutang dari
hasil penjualan barang-barang tersebut. Dan jika ia berkedudukan
sebagai kreditor konkuren berarti ia hanya berkedudukan sederajat
dengan kreditor-kreditor lainnya dalam hal pelunasan piutangnya.

Dengan demikian jalas bahwa jaminan merupakan salah satu

syarat pemberian kredit. Jadi, apabila asas 5 C terpenuhi, maka akan

16 Mgs. Edy Putra The' Aman, Op.Cit., hal. 12
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diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor, dan kepada debitor
- yang bersangkutan dapat diberi_kaﬁ kredit. .-

Daiam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memang tidak
terdapat secara khusus yang mengatur mengenai kredit. Namun
bukan berarti Kitab Undang-Undang Hukuin Perdata tidak mengatur
mengenai hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan masalah kredit.

Untuk memperoleh kejelasan tentang kredit sebagaimana yang
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita lihat
pengertian yang dikutip dari pendapat Susckti, “Dalam bentuk apapun
kredit diadakan namun pada semua itu hakekatnya yaig terjadi adalah
suatu  persetujuan  pinjam-meminjam, sebagaimana teidapat
pengaturannya di dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata”."”

Dari defenisi yang dikemukan oleh Levy maupun di datam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, maka penulis
sependapat dengan pengertian kredit yang diartikan sebagai
perjanjian pinjam uang. Nengan demikian penulis berkesimpulan,
bahwa pengertian kreditadalah sautu perjanjian pinjam uang dari pihak
debitor pada kreditor (bank) atau lembaga keuangan lainnya dimana

debitor berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai

7 R. Subekti, Op.Cit., hal 3
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dengan perjanjian atau kesepakatan yang felah dibuat bersama
(kedua belah pihak).
1.2. Dasar Hukum Pemberian Kredit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan
ketentuan khusus yang mengatur masalah perjanjian kredit. Adapun
yang ada hanya mengenai perjanjian pinjam-meminjarm yang diatur
dalam Bab X!ii Buku ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
lebih mendekati pengertian perjanjian kredit. |

Lebih lanjutl Subakti mengatakan :
Dalam hentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan
dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu
perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 — 1769." '
Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumiah
tertentu barang-barang yang habis karena pemakzaian , dengan
syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama
pula.’®
Pendapat Subekti mempunyai kesamaan dengan Marnainis
Abdul Hay yang mengatakan bahwa perjanjian kredit identik dengan
perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang terdapat dalam Bab
Xill Buku 1If Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam beberapa literatur terdapat beberapa pendirian

mengenai sifat perjanjian kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian dengan syarat tangguh.

8 Subekti, Ibid., hal 3
® |bid., hat 13




28

2. Perjanjian yang bersifat konsensual dan obligatoir.
3. Perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.

Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian perjanjian
kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dan penyerahan uang.
Penyerahan pendahuan merupakan hasilpermufakatan antara pemberi
dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara
keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir, dan

penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil.

Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit
2.1. Sifat Perjanjian Kredit
Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai
denaan Bab XVill Buku ll! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Pengertian
perjanjian kredit dapat ditemukan dari beberapa pendapat sarjana
sebagai berikut :
1. Marhainis Abdut Hay
Menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam,

mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit
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bank.? Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menentukan bahwa :

Perjanjian pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana
pihak yai,g satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah
tertentt barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan
syarat bahwa pihak vang belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Wirjono Predjodikoro
Memberikan penafsiran pada Pasal 1754 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sebagai persetujuan yang bersifat “riii".
Dasarnya adal;ah karena Pasal 1754 tidak inenysbutkan bahwa
pihak kc-1 “ mengikat diri untuk memberikan * suatu jumlah
tertentu barang-barang yang habis, melainkan bahwa pihak ke-1
“memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis
karena pemakaian.?’
3. Mariam Darus Badrulzaman
Mendefenisikan perjanjian kredit bank adalah “perjanjian
“pendahuluan” (voorovereenkbmst) dari penyerahan uang.
Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara
pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum
antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir, yang

dikuasai olen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

2 pMarhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita,
1979, hal. 147 }
21 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal. 137
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indonesia Nomor 7 Tah.un 1992 tentang Perbankan dan Bagian
Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata®

Dari uraian diatas jelas bahwa perjanjian pinjam meminjam
dimulai dari kesepakatan antara kedua belah pihak yakni kreditor
dan debitor atas sejumiah uang dengan memberikan satu jaminan
atas benda tertentu dengan mexsud agar pinjaman uang
dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan
disepakati bersania. Bentuk jaminan disesuaikan dengan pilihan
debitor, bisa benda bergerak maupun benda tidak bergerak,
dengan nominalnya disesuaikan dengan jumiah pinjaman.
Perjanjian yang menyangkut jaminan merupakan perjanjian
tambahan dari perjanjian pokok yang dapat ditakukan secara
tertulis baik dalam pentuk akta notars maupun akta di bawah

tangan tertulis maupun tidak tertulis (lisan).

2.2. Bentuk perjanjian kredit

Undang-Undang Perbankan  yang diubah  tidak
menentukan bentuk perjanjian kredit bank, ini berarti pemberian
kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam
prakiek perbankan, guna mengamankan pemberién kredit atau

pémbiayaan, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk

22 \ariam Darus Badrulzaman, Loc.Cit.
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tertulis dan dalam perjanjian baku (standart contract). Perjanjian
kredit bank bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial.

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada
ketentuan sebagai berikut:

1. Instruksi Presidium Nomor 15/1N/10/66 tentang Pedoman
Kebijakan Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto
Surat Edaran Bank N.égara indonesia Unit | Nomor
2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank
Negara Indonesia Unit | Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20
Okiober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor
10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruar 1967, yang menyatakan
bahwa bank dilarang melakukan pemberian__kredit dalam
berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas
antara bank dan nasabah atau Bank Sentra! dan bank-bank
lainnya. Dan disini jelas bahwa dalam memberikan kredit dalam
berbagai bentuk waijib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya;

2 Surat Keputusan  Direksi bank Indonesia  Nomor
27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang
Kewajiban  Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa
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. setiap kredit yang telah disetujui dan disepakatt pemohon kredit
dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredif) secara tertulis.
Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan
dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah
tangan maupun dengan akta notarial. Perjanjian kredit di sini
berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaar,
pelaksanaan, pengorgénisasian dan pengawasan pemberian kredit
yang dilakukan oleh bank, sehingga bank fidak dirugkan dan
kepentingan nasabah yang inempercayakan dananya kepada bank
terjamin  dengan sebéik-baiknya.oieh karena itu, sebelum
pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa
seluruh aspek vuridis yang berkaitan dengan kredit telah
diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai
bagi bank.
Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul “

Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank”, bahwa perjanjian

kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Perjanjian kredit- berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang meneniukan batal
atau tidak batalnya perjanjian fain yang mengikutinya, lmisalnya
perjanjian pengikatan jaminan;

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti menganai batasan-
batasan hak dan kewajiban di antara debitor dan kreditor;

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan
monitoring kredit.**

23 puhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Idonrsia, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 1993, hal. 228
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Dalam prakte“ perbankan, pada umumnya setiap bank
telah menyediakan formulir/blanko perjanjian kredit, di mana isi dari
perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (tetah
dibakukan). Formulir tersebut disodorkan kepada setiap pemohon
kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca
oleh pemoiion, pihak bank hanya meminta pendapat pemohon
kredit, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum
dalam formulir itu atau tidak. Sedangkan hat-hal yang kosong
dalam formulir, séperti jumiah pinjaman, besamya bunga, tujuan
pemberian kredit, dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak
ungkin diisi sebelum ada perSetujuan dari kedua beilah pihak.

Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu
dalam suatu bentuk tertentu dan telah dibakukan, menunjukkan
bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu
perjanjian standart (standart confract). Dan oieh Pitlo-Bolweg,
perjanjian standart disebut juga dengan perjanjian adhesi.*

Jika diperhatikan mekanisme dalam pemakaian perjanjian
standart (perjanjian adhesi) ini, maka perjanjian tersebut oleh
pihak kesatu di sodorkan kepada pihak kedua untuk dipakai tanpa
‘memiliki hak mengoreksi, sehingga pihak kedua hanya bersandar

pada ketidaktahuan kecuali mau menerima ketentuan dari contract

24 pariam Darus Badrulzaman. Loc.Cit
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partner-nya yang telah dituangkan dalam fonﬁulir perjanjian
standart tersebut. Akibatnya kesepakatan sebagai syarat suatu
perikatan dalam'Pasal 1320 Kitab Uﬁdang-Undang Hukum Perdata
telah tiada dalam perjanjian standart ini.

Lebih lanjut Pitlo-Bolweg inenekankanbahwa perjanjian
standart ini adalah suatu “Dwangconfract’, karena Kcbebasan
pihak-pihak vang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata telah dilanggar.”® Pihak debitor terpaksa
dengan meninggalkan sepakat harus menerima tanpa boieh‘
mengoreksi ketentuan perjanjian standart tersebut.

Beberapa pakar hukum menolak kéhadiran perjanjian baku
ini, karena dinilai: |
a. Keaudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama sepert

pembentuk Undang-Undang swasta (legio pariiculiere
wetgever), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (dwangcontract);
c. Negara-negara common law system menerapkan doktrin
unconscion ability. Doktrin unconscionabilify — memberikan
wewenang kepada perjanjian‘ demi menghindari Iilal-hai yang

dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian

% |gnasius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Pefjanjian Kredit. Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, nal. 8
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baku dianggap meniadaakan Kkeadilan (Mariam Darus
Badrulzaman, Sutan Remi Syahdeini, Munir Fuadﬂ.zs‘
Sebaliknya beberapa pakar hukum menerima kehadiran
perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena:

a. Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi
adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en
vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para
pihak mengikatkan diri pada perjanjién itu;

b. Setiap orang yang menandatangani perjanjian berfanggung
jawab pada isi dan apa yang ditanganinya. Jika ada orang

yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian

baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa

yang bertanda tangain mengetahui dan menghendaki isi
formulir yang ditandatangani tersebut Tidak mungkin
seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya;

c. Pefjanjian  baku  mempunyai kekuatan mengikat,

berdasarkan kebiasaan (gebruk) yang berlaku di lingkungan

masyarakat-dan lalu lintas perd;agangam.27
Dengan demikian keabsahan perjanjian baku terletak pada
penerimaan masyarakat dan lalu fintas bisnis untuk memperiancar

arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan dan

% Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Coorporate
Govermance, Yogyakarta : Balairung & Co, 2003, hal. 62
27 yaariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukurn Bisnis, 1994, Bandung : Alumni, hal.63
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bisnis membutuhkan kehadiran perjanjian baku guna menunjang
dan merﬁamin kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis.
Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak
setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. isi,
aturan atau keteniuan dan syarat-syarat klausula terlebih dahuiu
dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh yang membuat
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lainnya.
Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan menuangkan
sejumiah klausula yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak
lain dibebani dengan sejunitah kewajiban. Perjanfian Baku yang
tidak setara ini perlu diwaspadai.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa berbeda
dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perfanjian
kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakiii dirinya
sebagai perusahaan bank semata saja tetapi juga mengemban
kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan
selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam
menentukan apakah suatu. klausula itu memberatkan, baik dalam
bentuk klausula eksemsi atau dalam bentuk yang lain,
perimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan
menentukan klausula-klausula dalam perjanjian-perjanjian baku,

pada umumnya para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan
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biasa. Atas dasar pertimbangan ini, maka tidak dapat dianggap
bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di
dalam perjanjian kredit dimuat klausula yang dimaksudkan justru
untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau
bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang
moneter.*®
Sisi lain timbulnya perjanjian (standart) kredit tidak dilatar
belakangi oleh kaum ekonomi yang wuat, tetapi dilatar belakangi
oleh kemauan pemerintah untuk  membantu/merangsang
pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit.
Sedangkan di sisi yang lain, pemberian kredit tanpa disertai
dengan adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan
terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha. bank dan
akhimya akan meiumpuhkan tujuan yang terkandung dalam
pemberian Kredit.
" Jika hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, keberadaan
standar kontrak sekaligus untuk melindungi kedua belah pihak agar
tidak ada yang dirugikan terutama untuk kepentingan konsumen.

Konsumen sebagai pengguna jasa dengan keterbatasan tingkat

% gutan Remy Sjahdeini, Sudah Memadaikah Perindungan yang Diberikan olef
Hukum Kepada Nasabah Peryimpan Dana, 1994, Orasi limiah dalam rangka memperingati
Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airangga, Surabaya, hal. 182-183
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pendidikan apabila tidak mengetahui kejelasan isi kontrak dapat
dirugikan dengan menandatangani kontrak fersebut.

Oleh sébab itu, untuk menghindari fterjadinya
penyimpangan guna mewujudkan tujuan utama yaitu merangsang
pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit,
maka diperiukan adanya penjelasan dan bila perlu diberikan

pendamping pada saat perjanjian itu ditutup.

2.3. Perlindungan setara subyek perjanjian kredit bank

Dalam mésyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan
antara bank dengan nasabah debitor, bank selalu berada di posisi
yang lebih kuat. Pada waktu kredit akan diverikan , pada umumnya
memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan
calon nasabah debitor. Hal tersebut karena pada saat perianjian
itu, calon nasabah debitor sangat membutuhkan bantuan kredit itu
dari bank. Umumnya calon nasabah debitor tidak akan banyak
menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan
dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar-menawar
bank menjadi sangai kuat. Tetapi setelah kredit diberikan
berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank sangat
lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak
berganﬁmg kepada integritas nasabah debitor. Bilamana nasabah

debitor memang mempunyai integritas yang baik untuk
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menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia
membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, maka
memang bank p'erlu mencari penyelesaian melalui bantuan huklum.
Tetapi yang banyak terjadi bahwa dalam keadaan kredit lmenjadi
macet, baik oleh karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah
debitor maupun karena usaha debitor mengalami kemaceian,
ternyata bank tidak dapat mengandalkan sarana-sarana contract
enforcement yang disediakan oleh hukum itu, séhingga sangat
tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank.
dalam rangka pengemtalian kredit itu. Begitu tidak memadainya
sarana-sarana contract enforcement yang disediakan oleh hukum
untuk dapat melindungi kepantingan bank, sehingga seringkali
membuat bank tidak berdaya sarna sekali.*

Dengan demikian dalaim perjanjian kredit timbul semacam
kesan, bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitor bukan
merupakan‘ hubungan kemitraan yang saling memeriukan, namun
terlihat subyek hukum perjanjian kredit bank dengan saling
memaksakan kehendaknya. Bagi golongan pengusaha ekonomi
lemah dan menengah dalam metakukan perjanjian yang demikian
tidak terlalu banyak menuntut, sebaliknya pada saat berhadapan

dengan golongan pengusaha ekonomi kuat, pihak bank seringkali

2 gy tan Remy Sjahdeioni, ibid. hal. 187-188
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mengalah demi keuntungan yang amat sangat besar yang akan
didapatnya. Padahal dalam hukum perjanjian kita menganut suatu
perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik dalam

rangka hubungan kemitraan dan demikian halnya dalam membuat

dan melaksanakan perjanjian kredit bank. Bank dan nasabah

debitor sama-sama memerlukan dan membutuhkan dalam upaya
untuk mengembangkan usaha masing-masing, walaupun dalam
kedudukan yang berbeda. Karena dalam hukum perdata, perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik itu
tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat, teapi juga telah mulai
bekerja sewakiu-waktu pihak-pihak akan memasuki atau
menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan, maka
pembuatan pcrjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas
kemitraan mengharuskan adanya sikap darn para pihak bahwa
yang berhadapan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian
itu adalah dua mitra janji dan bukun dua lawan janji. Lebih-lebih
lagi dalam pembuatan perjanjian kredit bank, asas kemitraan it
sangat diperiukan. Landasan kemitraan pada pembuatan perjanjian
kredit bukan saja bekerjanya asas itikad baik, tetapi juga bagi bank,
nasabah debitor adalah sesungguhnya sebagai mitra usaha.
Nasaba_h fidak dapat berkembang usahanya tanpa bank,

sebaliknya. bank juga tidak dapat berkembang usahanya tanpa
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nasabah. Oleh karena itu bank dan nasabah debitor harus saling
menjadi mitra, maka dalam perjanjian di antara mereka tidak boleh
ada yang lebih kuat kedudukan-kedudukannya.

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang
dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula-klausula
yang memberatkan nasabah debitor, sebaliknya pihak bank
terluindungi oleh karena pihak nasabah debitor dibebani dengan
sejumlah kewajiban dan merupakan hak-hak bank yang mesti
dipenuhinya. Dengan kelemahan kedudukan nasabah debitor itulah
pihak bankl memanfaatkannya dengan lebih banyak membuat
klausula—klausu_la yang tidak wajar dan tidak adil.

Sutan Remi Sjahdeini menyatakan kiausula-klausula yang
tidak wajar sangat memberikan pihak lainnya adaiah juga kiausula-
klausula ekses ini, yang dalam Nieuw Nederfand Burgeiijk Wetboek
disebut “onredelzjk bezwarend’ atau ‘unreasonably onerous”
(terjemahan bahasa Inggtis), “oner ous clauses” (Bernitz). Dalam
hukum perjanjian Amerika Serikat digunakan istilah-istilah
outrageously unfair term, oppressive provision atau shockhingly
unfair provision. The Uniform Comercial Code 2-302 menamakan
ketentuan yang demikian sebagai unconsionble clouse. Klausula
yang demikian juga klausula-klausula eksemsi, yaitu klausula yang

bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab




42

salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang

bersangkutan fidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan

kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.*

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini memberikan beberapa

contoh dan klausula-klausula yang secara tidak wgjar sangat

memberatkan nasabah debitor, yaitu:

Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apa pun
dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak
menghentikan izin tarik kredit;

Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga
jual dan barang agunan dalam ha! ditskukan penjuafan barang
agunan karena kredit nasabah debitor macet;

Kewenangan bank untuk secara sepiliak sewaktu-waktu
mengubah tingkat suku bunga kredit;

Kewajiban nasabah debitor untuk tunduk- segala peiunjuk dan
peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan
kemudian oleh bank;

Keharusan nasabah debitor untuk tunduk kepada syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuanumum hubungan rekening Koran dan
bank yang bersangkutan, namun tanpa sebelumnya nasabah

debitor diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami

¥ gutan Remy Sjahdeini, |bid., hal.10-1 1).
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syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan
rékening Koran tersebut;

e« Kuasa nasabah debitor yang tidak dapat dicabut kembali
kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang
dipandang periu oleh bank;

o« Kuasa nasabah debitor kepada bank untuk mewakili dan
melaksanakan hak-hak nasabah debitor dalam setiap Rapat
Umum Pemegang Saham;

o Pembukiian keialaian nasabah detifor secara sepihak oleh
pihak bank semata;

« Pencantuman klausula-klausula eksemsi yang membcbaskan
bank dan tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitor atas
terjadinya _kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat
tindakan bank.

Adanya klausula-klausula yang demikian adalah upaya
bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential
banking) dalam pemberian kredit. Bank tidak ingin mengalami
kerugian yang disebabkan nasabah debitor tidak sanggup dan
mampu lagi untuk mefunasi hutangnya. Perjanjian kredit bank yang
memuat klausula-klausula yang demikian kurang menguntungkan
perkembangan dunia perbankan itu sendiri, karena keadaan

tersebut dapat saia dimanfaatkan oleh nasabah debitor yang nakal
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dengan cara mengajukan gugatan penyalahgunaan keadaan
kepada pengadilan, sehingga dengan dasar penyalahgunaan
keadaan ekonomis tersebut pengadilan dengan sendirinya akan
memutuskan membatalkan perjanjian kredit bank tersebut.

Lebih ianjut Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan karena
demikian tragisnya keadaan yang dialami atau dihadapi oleh bank,
tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh klausula-klausula di dalam perjanjian kredit, ternyata
oleh pengadilan atas dasar gugatan nasabah debitor dinyatakan
~ sebagai perbuatan melawan hukum atau klausula it sendiri oleh
pengadilan dinyatakan illegal karena adanya “penyalahgunaan
keadaan”(misbruik van omstandigheden) dan pihak bank, atau
klausula itu dinyatakan bertentangan dengan kepatutan atau
keadilan. Dengan demikian perjanjian klausula-klausula dalam
perjanjian kredit pada mulanya oleh bank diharapkan dapat
menjadi andalan untuk melakukan tindakan memenuhi kewajiban-
kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian . kredit, yaitu
dalam hal debitor menyalahgunakan kredit atau fidak dapat
membayar hutang dan bunga hingga lunas, ternyata hanya
merupakan ilusi belaka bagi bank.

‘Dengan demikian uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

perjanjian-perjanjian kredit bank banyak mengandung klausula-
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klausula yang memberatkan nasabah debitor, yakni memuat
klausula-klausula yang tidak- wajar dan fidak adil, dengan
menyalahgunakan keadaan nasabah debitor. Hal demikian ini
terjadi karena secara ekonomis dan psikologis kedudukan bank
sangat kuat dan tidak seimbang dengan nasabah debitor pada saat
penandatangan pemberian kredit.. oleh karena itu memberikan
perlindungan terhadap nasabah debitor, maka perlu diadakan
peraturan tentang perkreditan perbankan yang mengatur hal-hal
yang berkenaan dengan pemberian kradit bank, sehingga bank
mempunyai panduan dalam melaksanakan pemberian kredit bank.
Pada sisi lainnya, pengadilan hendaknya menilik itikad baik yang
dijalanklan oleh bank dalam melaksanakanfungsi dan usahanya
dan sewajarnyanyalah bila bank yang demikian terjanim stabilitas
usahanya.
2.4. Hapusnya perjanjian kredit bank

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menetapkan semua perianjian baik yang mempunyai nama kKhusus
maupun yang fidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk
pada peraturan-peraturan umum. ini berarti perjanjian kredit yang
merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam Kitab Undang-

Undang ‘hukum Perdata, juga harus tunduk pada ketentuan-
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ketentuan umum yang termuat di dalam Buku KKK Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Karena Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula
pada perjanjian kredit bank. Dan sepuluh cara yang disebutkan
pada Pasal 1381, penulis hanya memasukkan yang berkaiian
fangsung dengan hapusnya perjanjian kredit bank adapun keempat
point tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi
dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun
biaya-bioaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor.
Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau
karena diharuskannya debitor melunasi kreditnya secara seketika
dan sekaligus (openbaaheid clause).”’

2. Subrogasi (subrogatie} bagian dari pembayaran

Pasal 1382 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) hutang
dilakukan oleh pihak Kketiga kepadé pihak yang berpiutang
(kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-nak

kreditor lama oleh kreditor baru dengan mengadakan pembayaran.

31 Hessel Nogi S Tangkilisan, Op.Cit. hal. 75
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Dengan adanya subrogasi, maka segala kedudukan afau hak—hak
yang dipunyai oleh kreditor lama beralih kepada pihak ketiga. - |

Berdasarkan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, terjadinya subrogasi bisa karena perjanjian atau demi
Undang-Uncdang. Subrogasi berdasarkan perjanjian dan subrogasi
demi Undang-Undang diatur lebih lanjut dalam pasat 1401 dan
pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pembaruan hutang {ﬁovasi)

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang
lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor karu, dan
kreditor lama dengan kreditor bary. Dalam hai ini, bila utang lama
diganti dengan utang baru terjadilah penggantian objek perjanjian
yang disebut “novasi objektif’. Disini utang fama lenyap. Daiam hal
terjadi penggantian orangnya (subjeknya). Maka jika diganti
debitornya, pembaruan ini disebut “novasi subjektif pasif'. Jika
yang diganii itu kreditomya, pembaruan ini di;sebut “novasi subjekdif
aktif”. Dalam hal utang lama lenyap.*

Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam
aunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaharui
perjanjian kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang diganti adalah

perjanjian kredit banknya dengan perjanjian kredit bank yang baru.

%2 andulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung . PT.
Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 2. 19




48

Dengan terjadinya penggantian atau pembaruan perjanjian kredit,
otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak
berlaku lagi.

Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan 3 (tiga) cara untuk melakukan novasi, yaitu:

1. Dengan membuat suatu perikatan utang baru yang
menggantikan perikatan utang lama yang dihapuskan
karenanya;

2. Dengan cara exproinissie, yakni mengganti debitor lama
dengan debitor baru;

3. Mengganti debitor lama dengan ‘debitor baru sebagai akibat
suatu perjanjian baru yang diadakan.

4. Perjumpaan hutang (kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa
benda-benda yang ditentukan menurut jenis (generieke ziken),
yang dipunyai oleh dua orang atau pihak lain secara timbal balik,
dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditor
maupun debitor terhadap orang lain, sampai jumiah terkecil yang
ada di antara kedua utang tersebut.

Dasar konpensasi ini disebutkan dalam Pasal 1425 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dikatakan jika dua orang saling

berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka
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suatu perjumpaan ufang-piufang, dengan mana hulang-hutang
antara kedua orang tersebut dihapuskan.

Kondisi demikian ini dijalankan oleh bank dengan cara
mengkonpensasikan barang jaminan debitor dengan utangnya
kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih

tersebut.®

2.5.Penyelamatan dan Fenvelesaian Kredit Bank

2.5.1. Penyelamatan kredit oleh bank

Bank dalam memberikan kredit tidak menginginkan kredit
yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk
keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif
yang mengkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidek
bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga
bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekadar tidak
lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah
itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya
represif yang mula-mula akan dilakukan adalah melakukan upaya
penyelamatan kredit. Setélah upaya yang dilakukan tersebut
ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit tersebut, maka

bank akan menempuh upaya penagihan.

33 tiessel Nogi S. Tangkilisan, Op.Cit., hal 77
3 gutan Remi Sjahdeini, Op.Cit, hal. 2
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Untuk memperbaiki atau memperlancar kredit semula yang
tergolong diragukan atau macef, bank melékukan tindakan
penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan
atau macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan kredit oleh
bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyeiamatan
kredit. Bentuk penyelamatan kredit tersebut dapat berupa :

a. Penjadwalan kembali {rescheduling), yaitu perubahan‘syarat
kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan /
atau jangka waktunya;

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan
sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbates
pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan /
atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut
perubahan maksimum saldo kredit-kredit;

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-
syarat kredit yang menyangkut :

e Penambahan dana bank dan at~y,

« Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga
menjadi pokok krdit baru, dan/atau,

e Konversi baru atau sebagian dari kredit menjadi

penyertaan dalam nerusahaan, yang dapat disertai

——

UFT-PUSTAK-UNDIP
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dengan penjadwalan kembali dan / atau persyaratan

kembali.*®

2.5.2. Penyelesaian kredit oleh bank

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang
bermasalah tidak mungkin diselamatkan dan menjadi lancar
kembali melalui upayz-upaya penyeiamatan sehingga akhirnya
kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan
tindakan-tindakan penvelesaian atau penagihan kredit bermasalah
atau macet tersebtit. Penyelesian aiau penagihan kredit
bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali
pembayaran baik dari nasabah debitor dan / atau penjamin atas
kredit bank yang tetah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi
agunannya.*®

Walaupun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit
bermasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan
perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama
dalam menangani kredit bermasalah tersebut. Karena itu untuk
menyelesaikan kredit bermasalah perlu menggunakan pendekétan
sebagai berikut :

a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi

adanya kredit bermasalah; -

* Hessel Nogi S. Tangkitisan, Op.Cit, hal. 89
** Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal. 6
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Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit
bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah,
Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan 'menjadi
bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera
mungkin,;

Bank tidak mciakukan penyelesaian kredit bermasalah
dengan cara menambah piatfond kredit baru atau
tunggakan-tunggakan bunga dan  mengkapitalisasi
tunggakan buinga tersebut atau yang lazim dikenal dengan
praktek platfondering kredit;

Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam
penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit
bermasalah kepzda pihak-pihak yang terkait dengan bank
dan debitor-debitor besar tertentu.”

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau

macet menempuh cara-cara sebagai berikut :

1.

2.

penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN/KP2LN
proses gugat perdata
penyelesaian melalui badan arbitrase

penagihan oleh Penagih Utang {debf collectur) swasta.

37 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Op.Cit, hal. 90
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C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

C. 1. Latar belakang timbulnya jaminan

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang
berkesinambungan, para pelaku pembangunan mauopun badan hukum,
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian
besar dana yang diperiukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
diperoleh melalui kegiatan pinjarm meminjam,*®

Bank sebagai salah sétu penyedia dana untuk kegiawan ekonomi
yang dilakukan dengan memberikan fasilitas kredit, di dalam menyalurkan
pemberian kredii kepada debitor (nasabah), bank memperhatikan
beberapa faktor sebagai penilaian kelayakan , salah satu berupa penifaian
tentang adanya jaminan. Jaminan bagi pemberi kredit {kreditor)
merupakan hal vital demi keamanan pengembalian dana yang telan
diberikan kepada debitor dan untuk kepastian hukumnya. Kegiatan-
kegiatan tersebut di atas yang akhimya memeriukan fasilitas kredit dalam
usahanya dengan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit
guna keamanan moda! dan kepastian hukum bagi pemberi modal.*®

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan

jaminan dari semua harta kekayaan seseorang terhadap semua

*¥ Gunawan Wdjgja dan Ahmad Yani, 2000, Ser Hukum Bisnis Jaminan Fidusia,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hal. 73

% Ny. &ri Soedewi Masjchun Sofwan, 1997, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga
Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di indonesia, Jatarta :
Fakultas Hukum Gajahmada, hal. 7
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perikatannya, tetapi jaminan fersebut tidak'cukup kuat, mengingat uang
hasil penjualan harta seseorang akan dibagi seimbang pada semua
kreditor dari orang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1132
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana tersebut di bawah
ini:
Pasal 1131 KUH Perdata :
“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang
tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segaia perlkatannya
selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan :
“Kebendaan tersébut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua
orang vyang yanrg menguntungkan kepadanya, pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,
yaitu menurut besar kecilnya piutang, kecuali apabila diantara Para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah urniuk didanulukan™
Apabila diperhatikan kedua pasal tersebut di atas, maka asas yang
terdapat didalamnya menurut Pasal 1131 KUH Perdata, setiap kreditor
berhak atas sctiap bagian dari kekayaan si debitornya untuk
dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya, sedangkan Pasal
1132 KUH Perdata menetapkan bahwa semua kreditor mempunyai hak
vang sama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dahulu memberikan
kredit kepada debitor yang bersangkutan. |

Jika hasil penjualan barang-barang tersebut cukup besar, maka

masing-masing kreditor akan dapat menerima pembayaran atas seluruh

‘0 subekti, R, dan Tjitrosudibio, R., 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdala,

Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 243

4 Ibid, hal. 243
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piutangnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apabila kekayaan si
debitor itu tidak cukup unfuk melunasi seluruh hutangnya, terutama
apabila ada kreditor yang mempunyai hak mendahului karena utang
piutang yang diistimewakan, dalam hal ini piutang-piutang diistimewakan
dari kreditor tidak dapat dilunaéi secara keseluruhan. Hal ini berarti tidak
ada kesepakatan hukum bagi kreditor bahwa semua piutangnya akan
dapat diterimanya kembali.*?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada ind_ikasi kebutuhan untuk
menghindari kerugian yang mungkin timbul untuk memberikan rasa aman
bagi kreditor terhadap piutangnya, maka diciptakan!ah lembaga jaminan,
sebagaimana dijumpai di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang

Hukurn Perdata.

C.2. Arti penting lembaga jaminan

Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, maka yang periu
mendapat perhatian serius adalah bidang hukum. Bidang hukum periu
juga mendapat perhatian khusus terutama sekali tembaga hukum
jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti
oleh perkembangan kebutuhan akan kredit yang diberikan dalam bentuk
fasilitas kredit yang pada akhirnya memerlukan jaminan demi keamanan

~ pemberian kredit tersebut.®

42 paariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, hal. 33

3 g1 Soedewi Masjchun Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di indonesia Pokok-Pokok

Hukurn Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta : Liberti, hal. 1
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Hukum jaminan merupakan bidang hukum yang sangat penting
dalam pembangunan ekonomi, sehingga pembinaan ferhadap bidang
hukum jaminan merupakan konsekuensi logis sekaligus sebagai wujud
tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya
kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Kegiatan-kegiatan
tersebut sering dilakukan oleh masyarakat pada umuminya, karena sudah
menjadi kebutuhan rakyat, yang pada gilirannya memeriukan fasilitas
jaminan kredit dalam menjalankan usahanya.*

Hukum jaminan tergolong ke dalam bidang hukum yang akhir-akhir
ini secara secara populer disebut the economic law (hukum ekonomi),
Wrestschaft recht atau Droit de Economique yang mempunyai fungsi
menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan paca
umumnya sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam
Undang-Undang perlu diprioritaskan.®

Bank dan lembaga pembiayaan lain sebagai lembaga pemberi
kredit mensyaratkan adanya agunan sebagai wujud menjaga keamanan
modal dan kepastian hukum bagi pemberi kredit untuk dikemudian hari
jika kredit yang diberikan tersebut sewaktu-wakiu macet. Disinlah arti

pentingan lembaga jaminan.“'5 Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan

4“4 purwahit Patrik & Kashadi, 2002, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT,

Semarang : Fakultas-Hukum Universitas Diponegore, hal. 1

45 Djojo Muljadi, 1972, Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan Hukum

Persekutuan Perseroan Dagang (Vennotschapsrecht) Dewasa fni, Majalah Hukum dan
Keadilan No. 5/6

% o rwahit Patrik & Kashadi, Op.Cit, hal. 3
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mengurangi kemungkinan resiko yang terjadi, apabila pihak debitor
wanprestasi atau tidak mau membayar hutangnya pada waktu yang telah
ditentukan.

Dikarenakan lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan
sebagai fungsi pengamanan dalam proses pemberian kredit, maka
jaminan yang ideal sebagaimana dikatakan Sieh Prof. R. Subekti, SH
adalan sebagai berikut:

a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak
yang memeriukarn; |

b. Yang dapat melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk
melakukan (meneruskan usahanyay);

c. Yang memberikan kepastian kepada pemberi redit dalam arti
bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk diseksekusi,
yaitu bila periu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya

si penerima (pengambif) kredit.*’

C.3. Pengertian dan sifat jaminan

“Jaminan” secara umum dapat diartikan sebagai penyerahan
kekayaan/pernyataan kesanggupan | seseorang uniuk menanggung
pembayaran kembali suatu utang. Dengan demikian jaminan
mengandung adanya kekayaan (materiel) maupun pernyataan

kesanggupari"(immateriaf) yang dapat dijadikan sumber pelunasan utang.

47 o gubekti, 1986, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredif Menurut Hukum
Indonseia, Bandung : Alumni, hal. 29




58

Kata “jaminan” mengandung pengertian  sebagai fransaksi, suatu
penyerahan atau kesanggupan untuk menyerahkan barangnya sebagai
pelunasan hutangnya.

Lebih lanjut Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian,
Jaminan adalah Kekayaan yang dapét dilkat sebagai jaminan guna
kepastian pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tfidak
melunasi hutangnya.“®

Sedangkan Harfono Hadisaputro memberi pengertian jaminan
adalah sesuatu yang diberikan kredit untuk menimbulkair kcyakinan
bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan
uang yang timbul dari perikatan antara kreditor dan debitor.*®

Dengan adanya jaminan maka akan menimbulkan rasa aman bagi
kreditor bahwa piutangnya akan dilunasi, apabila debitor wanprestasi,
pailit yaitu dengan cara mengambil pelunasan dari penjualan benda
jaminan atau dengan meminta pelunasan kepada penjamin. Jaminan
yang diharapkan oleh debitor adalah jaminan yang bisa hemberi daya
guna dan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemberi kredit
yang menyalurkan dana tersebut.*®
Pada umumnya perjanjian jaminan mempunyai sifat accessoir

(tambahan), dan dikenal juga dengan Additional Contract atau Bijkomde

48 pmariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal 70

* ladono Hadisaputo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan,
Yogyakarta : Liberty, hal. 50 _

%0 Kartono, 1977, Hak-Haik Jaminan Kredit, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 12
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Verbintenis, artinya suatu perjanjian selalu dikaitkan dengan perjanjian
quoknya, dengan perkataan lain bahwa eksistensi suatu perjanjian
jaminan tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok.>' Sedangkan
perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian yang sifatnya “mengabdi®
kepada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan
yang diterbitkan oleh perjanjian pokok tersebut®® Secara praktek
perbankan yang beriaku di Indonesia, perjanjian pokok berupa perjanjian
pemberian kredit (pinjam uang) dengan kesanggupan untuk memberikan
jaminan, dimana pefjanjian pokok tersebut dikui dengan perjanjian
tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Sebagaimana halnya dengan pertjanjian yang bersifat accessorr,
maka dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum seperti
perjanjian accessoir lainnya, yaitu:

1. adanya tergantung pada perjanjian pokok;

2. hapusnya perjanjian tersebut tergantung pada hapusnya perjanjian

~ pokok;

3. jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan pun ikut
batal;

4. akan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;

1 Ibid., hat 34
52 R. Subekti, Op.Cit, hal. 33
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5. jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogatie maka
perjén_jian tambahan juga beralih tanpa adanya penyerahan
khusus.

C.4. Fungsi jaminan pada umumnya

Hukum jaminan sangat berperan khususnya dalam rangka
penyaluran dana melalui kredit perbankan. Jaminan merupakan upaya
hukum untuk mengambil alih piutang dan sebagai findakan preventif
dalam penyelesaian kredit yang mengalami kemacetan, secara yuridis
jaminan merupakan sarana untuk pelunasan piutang kreditor.

Pemberian jaminan yang memeriukan penyerahan kekuasan fisik
atas barang jaminan sudah mulai dirasakan belum dapat mengakomodir
semua kepentingan dan merintangi ekonomi dewasa ini, terutama
apabnila yang diserahkan itu adalah barang-oarang modal yang periu
dipakai dalam menjalankan usaha-usaha si pemberi jaminan. Karena
kebutuhan masyarakat itu maka timbul apa yang disebut dengan jarﬁinan.
yang dikenal dengan nama “fiducia”, dimana barang jaminan tidak perltu
diserahkan dalam keadaan fisik si pemberi hutanglkredit,' akan tetapi
cukup hanya menyerahkan haknya secara kepercayaan (ﬁduciare).“

Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat Iini masih
menekankan arti pentingnya jaminan (cofiateral) sebagai salah satu

sumber pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah

% R, Subekti, Ibid. hal. 33
% R Subeki, 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak

Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, hai. 21
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yang ferkumpul olehnya, serta sekaligus sebagai penggerak roda
perekonomian. Salah safu bentuk coffateral yang sangat dipertimbangkan
adalah colfateral dalam bentuk jaminan khusus diluar jaminan yang
berfaku umum menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Urndang Hukum

Perdata.>®

C.5. Jenis-jenis jaminan
Jaminan dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi
berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya,

kebendaan yang dijadikah objek jaminan, dan lain sebagainya.

C.5.1. Menurut Cara Terjadinya Jaminan

€.5.1.1 Jaminan yang lahir karena Undang-Undang

Jaminan karena Undang-Undang adalah jaminan yang
dilahirkan atau diadakan karena undang-undang, seperti jaminan
umum, hak prevelege dan hak retensi (Pasal 1131, 1132, 1134 ayat
(1) KUH Perdata), tanpa adanya perjanjian antara kreditor dengan
debitor,® seperti Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua
harta benda debito'r baik benda bergerak maupun benda tidak
bergerak , baik benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan
ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya.

Dengan demikian berarti seluruh benda debitor menjadi jaminan badgi

: Gunawan Widjaja & Ahmad Yari, Op.Cit, hal 74.
Ibid.
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semua kreditor. Demikian pula apabila debitor tidak dapat memenuhi

7 kewajiban atas utangnya, maka kebendaan milik debitor tersebut akan

dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara
kreditor, seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing

(Pasal 1132 KUH Perdata).”’

C.5.1.2. Jaminan yang iahii karena perjanjian

Selain jaminan sebagimana yang ditunjuk oleh Undang-
Undang, sebagi asas dari perjanjian yaitu konsesualitas dalam hukum
perjanjian, Undang-Undang memungkinkan bagi para pihak unfuk
melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin
pelunasan dan pelaksanaan kewajiban debitér kepada kregitor.
Pefjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian accessoir yang
melekat pada perjanjian pokok yang menerbitkan utang-piutang
diantara debitor-kreditor, seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Gadali,
Perjanjian penanggungan (borghtocht), perianjian garansi, perutangan

tanggung-menanggung.®

C.5.2. Jaminan menurut Objeknya

C.5.2.1. Jaminan objek benda bergerak dan benda tidak bergerak
Jaminan atau penjaminan menurut objeknya dapat dibedakan

kedalam ja,[ninan'yang berobjek benda bergerak dan benda yang tidak

57 gri Sudewi Masjchun Sofwan, Op.Cit., hal. 43

% Gunawan Wijdjaja dan Achmad Yani, Op.Cit, hal. 49
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bergerak. Meskipun itu sudah tidak relevan, namun secara hukum
| pembedaan antara objek benda bergerak dan tidak bergerak adalah
penting, mengingat bahwa berbeda menurut jenis kebendaanya,
jaminan kebendaaan yang dapat diberikan berbeda-beda jenis dan
macamnya, termasuk didalamnya pembedaan kedalam jenis

kebendaan dan bukan tanah.

C.5.3. Menurut sifat jaminan

C.5.3.1. Jaminan yang bersifat umum dan jaminan khusus

Pada prinsipn\_}a, menurui hukum segala harta kekayaan debifor
akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 menyatakan bahwa
segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan uniuk cegala perikatannya
perseorangan. Pasal ini menunjukkan bahwa seluruh harta kekayaan
milik debitor akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitor
kepada semua kreditor. Kekayaan debitor dimaksud meliputi
kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada
saat perjanjian utang-piutang diadakan maupun yang baru akan ada
di kemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian
utang-piuténg diadakan , dengan demikian, tanpa kecuali seluruh

harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan umum atas leunasan
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perutangannya, bak yang telah diperjanjikan maupun tidak
diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum dilahirkan karena Undangl—
Undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

Dalam jaminan yang bersifat umum, semua kreditor mempunyai
kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain, tidak ada
kreditor yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditor-kreditor fain.
Pelunasan utangnya dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar
kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditor dibandingkan dengan
jumiah keseluruhan utang debitor. Sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1132 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa kebendaan
tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkannya padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya jumlah
tagihan masing-masing kreditor, keculai apabila di antara para
berpiutang itua da al2san-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi
Pasal 1132 KUH Perdata tersebut juga memberikan kemungkinan
pengecualian adanya kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain, yaitu pemegang hak prevelege, gadai
(pand) dan hipotik. Dengan demikian kedudukan para kreditor
ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.

Jaminan umum dalam praktek perkredita’h tidak memuaskan

kreditor, kurang menimbutkan rasa aman dan terjamin' bagi kredit yang
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diberikan.. Dengan jaminan umum Kkreditor tidak fidak mengetahui
~ secara pasti berapa jumiah harta kekayaan debitor yang ada sekarang
dan yang ada di kemuidan hari, serta kepada siapa saja debitor itu
berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitor
nantinya tidak mencukupi untuk meiunasi utang-utangnya. Untuk itu
kreditor memerlukan adan benda-benda tertentu yang di tunjuk secara
khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi
kreditor tersebut. Dengantain perkaiaan memerlukan adanya jaminan
yang dikhususkan baginya baik yang sersifat kebendaan maupun
perorangan. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang
khusus diadakan antara kreditor dan debitor.>
Karena iaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditor,
inaka: diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat
secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitor, sehingga
kreditor yang bersangkutan mempunyai kedududukan yang
diutamakan atau diistimewakan atau didahulukan dari kreditor-kreditor
lain dalam pelunasan utangnya.
Timbulnya jaminan khusus ini adanya karena adanya perjanjian
yang khusus diadakan antara debitor dan kreditor yang dapat berupa :
& jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang

dijadika_n jaminan (zakelijk). limu hukum tidak membaiasi

% Gatot Supramono, 1995, Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis,
Jakarta : Djambatan, hat. 58
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kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan
yang dijaminkah tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang
memberikan jaminan kebendaan tersebut;

» jaminan perorangan (personalijk), yaitu adanya orang tertentu yang
sanggub membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cidera
janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum

perjanjian yang diatur dalam Buku I KUH Perdata.®®

C.5.3.2. Jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijk zekerheid)

Jaminan yang bersifat kebendaan diltembagakan dalam bentuk
Hipofik, Hak Tanggungan, Fidusia dan Gadai. Jaminan kebendaan
merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar jura in re aliena,
dan oleh karena wajib memenuhi asas pencatatan dan publikasi agar
dapat melahirkan hak mutlak atas kebandaan yang dijarminkan
tersebut. Ciri-ciri tersebut adalah :

berhubungan langsung dengan kebendaan tersebut;

- dapat dipertahankan terhadap siapan juga;

- selalu mengikuti bendanya (droit de suite);

- dapat dialihkan; dan

- memberikan hak untuk didahulukan (droit de preference) kepada

kreditor perhegang hak jaminan kebendaan yang dijamin secara

& Gunawan Widjaja & Achmad Yani, Op.Cit., hal.75
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hak kebendaan tersebut dalam hal debitor cidera janji atas
kewajibannya terhadap kreditor.®’

Kreditor pemegang jaminan hak kebendaan ini mendapat
pemenuhan piutang terhadap pembagian hasit eksekusi benda
tertentu milik debitor yang dijaminkan dengan hak kebendaan jura in re
aliena. Selain ity juga, kreditor pemegang hak kebendaan berhak atas
pemenuhan benda-benda lainnya dari debitor, bersama-sama dengan
kreditor lainnya selaku kreditor bersama (konkuren). Hal ini dapat
teriadi jika pemenuhan piutang kreditor dari hasil penjualan/eksekusi
terhadap benda tertentu itu belum mencukupi pelunasan piutangnya.
Dalam jaminan ini berlaku asas pencatatan, publisitas dan priritas,
dimana dikatakan bahwa kreditor yang memiliki hak jaminan
kebendaan yang lebih dahulu, harus dibuktikan dengan pencatatan
dan publisitas yany dilakukan memiliki hak mendahuiu atas kreditor
dengan jarﬁinan keben-daan yang sama tetapi memiliki “peringkat’

pencatatan dan publisitas setelahnya.*

C.5.3.3. Jaminan yang bersifat perorangan (persconlijke
zekerheid)

Penjaminan yang bersifat perorangan, tuntutah guna dapat

" dipenuhinya pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan

secara pribadi oleh kreditor sebagai pemilik piutang dengan

81 Gunawan Widjaja & Achmad Yani, Ibid, hal. 76
%2 gri Soedewi Masjciun Sofwan, Op.Cit, hal 47
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penjaminan (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak

‘ dan kewajiban dari kedua pihak ' tersebuf, dan tidak dapat

dipergunakan untuk rrierugikan pihak lainnya dengan alasan apapun
juga. Terhadap diri orang perorangan atau pihak fain yang
memberikan jaminan perorangan tersebut akan beriaku kembali
ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, selain aturan dasar mengenai
perjanjian yang disepakti dan disetujui oleh kreditor dan peniamin.
Sedangkan pada penjaminan yang bersifat kebendaan, penjaminan
difetakkan atas suatu benda tertentu, dan jika debitcr ingkar janji,
maka dengan melalui prosedur hukum yang berlaku, maka dapat
dipergunakan sebagai “sarana pembayaran” guna melunasi hutang
debitor. Berbeda dengan jaminan menurut kebendaan, dimana
kebendaan yang dijaminkan dengan hak kebendaan tersebut, maka ia

diletakkan dalam “kekuasaan mutiak”, dan kreditor yang memegang

. jaminan dengan hak untuk menjual guna mengambil pelunasan dari

utang debitor yang wanprestasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan
dari jura in re aliena.®®

Jaminan perorangan ini memiliki ciri dan akibat hukuri yang
menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorangan atau
pihak fertentu yang memberikan penjaminan, dan hanya dapat

dipertahankan terhadap pihak penjamin terientu tersebut.  ini

& Gunawan Widjaja & Achmad Yani, Op.Cit, hal 77
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pertama . atau lengkapnya fiducia cum creditore contracta yang berarti
janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor
akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai
jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa kredifor akan mengalihkan
kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya telah
dibayar lunas.®®

Timbulnya fiducia creditore ini disebabkan kebutuhan masyarakat
akan hukuni jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan
tafitany hukum jaminan yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan
fiducia cum creditore il maka kewenangan yang cimiliki kreditore akan
lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai
jaminan. Disini  debitor percaya‘ bahwa kreditor tidak akan
menvalahgunakan wewenéng yang diberikan tersebut. Kalau dilihat
secara hukum, maka yang tampak adalah kekuatan kepercayaan dan
mora! saja dan jauk dari aspek kekuatan hukumnya. Debitor disini tidak
akan dapat berbuat apa-apa jika kreditor tidak mau mengembalikan hak
milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut. Disinilah
kelemahan yang terdapat dalam lembaga jaminan fidusia paca awalnya
jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal

sekarang.®®

8 §. Satrio, 199%, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, hal. 166
% R. Subekii, Op.Cit, hal. 72
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Kelemahan itu yang menyebabkan fidusia menjadi terdesak dan
akhirnya hilang sama sekali sehingga menyebabkan hipotik dan gadai
berkembang dengan pesat pada masa hukum Romawi tersebut.®” Fidusia
timbul pada saat itu karena adanya kebutuhan praktek masyarakat akan
hukum jaminan tersebut dan Xemudian hilang karena tidak dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Tidak dipakainya fidusia oleh masyarakat Romawi pada waktu itu
disebabkan oleh gadai dan hipotik lebih sesuai dan juga adanya aturan
tertulis sehingga lebih memberi kepastian hukum.

Selain jaminan fidusia, masyarakat Romawi juga mengenal pranata
lain {pranata titipan}, yaitu fiducia cum amico contracta yang artinya janji
xepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini lebih dikenal dengan
lembaga “rust” sebagaimiana yang dikenal pada negara yang menganut
sistemn hukurn “common law”. Lembaga ini sering dimanfaatkan apabila
seorang pemilik benda akan mengadakan perjalanan keluar kota dan
sehubungan dengan itu menifipkan kepemilikan benda tersebut kepada
temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan

kepemilikannya sesudah kembali dari perjalanan. Pada fiducia cum amico

87 psser-Beekhuis, 1957, Handleiding fot de beoefen van het Nederiands Burgerijk
Recht, tweede deel zakenrecht, 9 edruk, Zwolle : Tjeenk Willink, hal. 351
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contracta, kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi
kepantingan tetap ada pada pihak per.nberi.68

Seiring dengan perkembangan selanjutnya yaitu ketika hukum
Belanda mewarisi hukum Romawi, dimana Fidusia pada waktu itu sudab
lenyap, fidusia juga tidak diwarisi. ltulah sebabnya mengapa Burgelijk‘
Wetboek (BW) Belanda tidak ditemukan pengaturan tentang Fidusia.
Sehingga seterusnya dimana sistem hukum Belanda menganut asas
konkordansi, maka dalam KUH Perdata yang memberiakukan BW juga

tidak ditemukan pengaturan tentang ridusia.

D.1.2. Pengakuan fidusia sebagai lembaga jaminan di Negeri Belanda
Di sini yaig dimaksudkan adalah, pengakuan Pengadilan di Negeri
Belanda, bahwa lembaga jaminan Fidusia merupakan suatu lembaga
jaminan yang lain daripada Gadai dan berdiri sendiri. Konsekuensi
logisnya adalah, bahwa lembaga fidusia tidak bisa diukur dengan
memakai ketentuan-ketentuan tentang Gadai.
Sebagaimana yang teradapat dalam Burgelik Wetboek (BW) —
Kitab Undang—Undang Hukum Perdata Belanda, bahwa pranata jaminan
yang diatur dalarm Gadai untuk barang bergerak dan Hipotek untuk
* barang tetap. Pada awalnya kedua pengaturan tersebut dirasakan cukup
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Tetapi

karena terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada

8 Kashadi, 2000, Hukum Jaminan, Diktat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.
163
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pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada
perusahaan-perﬁsahaan pertanian untuk memperoleh kredit.*® Dimana
pada waktu tanah sebagai jaminan kredit kurang dikenal oleh masyarakat,
dan di satu sisi kreditor menghendaki jaminan Gadai sebagai jaminan
tambahan disamping tanah tadi. Kondisi seperti ini tentunya sangat
menyulitkan kelangsungan perusahaan-perusahaan pciianian, dimana ia
harus menyerahkan alat-alat pertanian sepbagai jaminan. Karena dengan
menyerahkan alat-alat pertanian sebagai jaminan Gadai dalam menjamin
pengembalian kiedit sama juga dengan membunuh pencaharian pokok
pengusaha vyait' alat pertanian sebagai Kkelangsungan usaha
pertaniannya dan ini merupakan bunh diri. Konplik inilah yang menjadi
perbedaan kepentingan antara kreditor dan debitor. Karena jika dilakukan
Gadai tanpa adanya penguasaan oleh kreditor, maka ini bertentang
dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) BW yang melarangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah terobosan-terobosan
dengén mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak
membeli kembali dengan melakukan sedikit penyimpangan bentuk ini
digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan.
Dimana pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada
pembeli (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu

tertentu penjual akan membeli kembali bérang-barang itu dan yang

€ M R. Stutterheim, 1978, Latar Belakang Peralihan Hak Milik Secara Fidusiyer,
dalam Compedium Hukum Belanda, s- Gravenhage . Yayasan Kefjasama limu Hukum
Indonesia-Belanda, hal. 58
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peniing barang-barang tersebut tetap akan berada dalama kekuasaan
pganjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Untuk semehtéra
waktu ini memang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam
praktek. Akan tetapi karena ini bukan bentuk jaminan yang sebenarnya,
tentunya akan timsul kekurangan-kekurangan dalam prakteknya.”™
Parmasalahan tersebut berlangsung hingga dikeluarkannya
keputusan oleh Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 29 Januari 1929 |
NJ.1929, 616 yang terkenal dengan nama Bierbrouwerij Arrest. Dimana
perkara tersebut sebenarnya merupakan perkara antara kurator kepailitan
dari Pieter Bos — yang sebagai debitor dari kilang bir, kemudian jatuh pailit
— dengan kilang bir sebagai kreditor, dan kita hanya akan meninjau
bagian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas,
yaitu antzra debitor — yang kemudian jatuii pailit — dengan pihak kilang bir
sebagai kreditor. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :
“Kilang Bir Heineken’s memberikan pinjaman kepada Picter
Bos sebesar f 6.000, dengan jaminan hipotik keempat bangunan yang
dipakai sebagai usaha Bos dan sekaligus ditutup perjanjian. "alam mana
secara ringkasnya diperjanjiankan, bahwa unﬁuk lebih memberikan
jaminan atas hutang-hutangnya, Bos menjual beberapa benda bergerak

peralatan café miliknya kepada kilang bir, dengan janji bahwa benda-

70 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hat. 116
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benda itu akan dipinjamkan kepada Bos, dan pinjam pakai mana oleh
pihak kilang bir akan diakhiri, antara lain kalau Bos jatuh patlit.
Ketika Boss benar-benar jatuh pailit dan hartanya diurus oleh kurator
kepailitan (Mr. AW. de Haan), maka kilang bir menyatakan bahwa
perjanjian pinjam-pakai dengan Bos berakhir, dan selanjutnya meletakkan
kedalam revindicatie besfag serta menuntut penyerahan benda-benda
yang semula dipinjam-pakaikan itu dari kurator kepailitan, yang ditolak
kurator kepailitan.
Ketika perkara itu digelar di Pengadilan Leeuwarden (Rechtbank
Leeuwarden), maka pengadilan dalam keputizannya tertanggal 4
November 1926 menolak tuntutan dari kilang bir dan dalam rekonvensi
fnenyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah batal atas dasar, bahwa
para pihak hanyalah berpura-pura menutup perjanjian jual-beli dengan
hak membeli kembali, yang sebenarnya mereka ielah menutup perjanjian
gadai, dan keran perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan Pasal
1198 ayat (2) B.W. (Pasal 1152 ayat {2) KUH Perdata Indonesia) dan
harus dianggap tidak mungkin ada.”’

Adapun pertimbangan Hoge Raad dalam mengadili kasus ini
adalah sebagai berikut:
- Bahwa Hof, dengan memperhatikan pelbagai ketentuan-ketentuan

dalam perjanjian yang ditutp oleh para pihak, dengan memandang

71 J. Satrio, 2002, Hukum Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : PT. Citra Aditya

7T TUSTAK-INDIR

Bakti, hal. 38
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kesemuanya dalam kaitannya dan dengan menghubungkan antara
- yang satu dengan yang lain , telah mempertimbangkan , “bahwa para
pihak dengan itu bermaksud untuk -- di samping jaminan hipotik yang
ke-4 yang telah diberikan -- memberikan dan mendapatkan jaminan
yang lebih besar untuk hutang uang sebesar f 6.000, dengan itu
dilakukan dengan cara, bahwa “yang dipakai sebagai jaminan, sebagai
waarborg, adalah mebiler (mebel-mebel), “inventaris kedai kopi”;
Bahwa karenzanya twjuan perjanjian itu, yang hendak dicapai oleh para
pihak dengan menutupnya adalah, bahwa inventaris milik Bos akan
dipakai sebagai jaminan atas hutang yang dibuat olehnya dan dengan
begitu telah ditetapkan kausa dari perjanjian itu;
Bahwa kausa ini ternyata fidak terlarang;
Bahwa bukaniah ia tidak langsung bertentangar dengan, baik dengarn
ketentuan Undang-Undang mengenai hak gadai maupun dengan asas
persamaan kedudukan para kreditor, dan juga tidak bertentangan
dengan ketentuan hak gadai, dan tidak juga bertentangan dengan
persamaan kedudukan krditor, karena ketentuan-ketentuan itu hanya
berlaku terhadap barang-barang bergerak milik debitor saja dan disini
tidak menyangkut barang-barang dari debitor

catatan : ketentuan gadai hanya tertuju kepada barang-barang

milik pemberi jaminan, sedangkan disini, sesudah ada

penyerahan kepada kreditor, barang-barang yang tetap ada
pada pemberi - jaminan adalah barang-barang milik kreditor),
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Bahwa dalam hal tidak dapat diterima adanya penyelundupan

| Undang-Undang yang terlarang;

Bahwa bukankah disini tidak dapat dikatakan , dengén cara yang fidak
patut, telah disimpangi apa yang menjadi fujuan dari Undang-Undang,
atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang
telah dikeluarkan dari daya kerjanya (jankauan, penj.peny);

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang hak gadai, sama sekali tidak
bisa disimputkan kehendak dari pembuat Undang-Undang bahwa
secara umum para kreditor lain dari seorang debitor, harus dilindungi
terhdap penaripilan luar yang menyesatkan, bahwa yang bisa menjadi
jaminan untuk hutang hanyalah barang-barang bergerak, yang tidak
ada pada si debitor saja;

Bahwa sepanjang mengenai ketentuan tentang persamaan hak
kreditor, ketentuan ini juga bermaksud uniuk menghalang-halangi,
bahwa juga di luar alasan yang sah dari preferensi, kreditor-kreditor
tertentu menikmati kelebihan/preferensi nyata di atas yang lain, asal
tidak ada tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang seperti Pasal 1377 B.W (Pasal 1341 KUH Perdata)

dan Pasal 42 dan selanjutnya Fw (Pasal 41 K);
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- Bahwa selanjutnya disini tidak ada pelanggaran terhadap kesusilaan.
Karena undang-ndang memberi kebebasan sepanjang hal tersebut
masih dianggap wajar dan patut.”?

Dari uraian tersebut di atas telah melahirkan pranata jaminan
dengan jaminan kepercayaan hak milik secara kepercayaan yang dikenal
dengan Fidusia. Putusan Hoge Raad ini kemudian banyak menimbulkaii
pro dan kontra di kalangan pendapat ahli hukum di Negeri Belanda.
Terutama sekali yang menyangkut salah satu pertimoangan Hcge Raad
dalam putusannya yang menyatakan hahwa “pefjanjian penyerahan hak
milik itu tidak bertentangan dengan ketntuan Gadai. Sebagian para ahli
hukum menyetujui pertimbangan tersebut, tetapi sebagian menyatakan
bahwa  dengan demikian Hoge Read mangakui adanya suatu

penyelundupan hukum.

D.1.2. Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Afas dasar adanya hubungan yang erat antara hukum di Negeri

Belanda dengan hukum di Indonesia -- paling tidak untuk sebagian dari

undanag-undang yang berlaku - kita nanti akan meiihét, bahwa

keputusan-keputusan pengadilan &an pendapat para sarjana Belanda,

memberikan pengaruh yang besar sekali terhadap keputusan-keputusan

pengadilan dan pendapat para sarjana di indonesia.

72 ;. Satrio, Ibid, hal.51
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Mengingat Indonésia adalah bekas jajahan Belanda, sudah barang
tentu sedikit banyak mengadépsi sistem hukum yang berlaku pada negara
jaiahannya. Demikian pula halnya dengan hukum jaminan tak luput
terpengaruh imbasnya. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan tentang
ikatan panen atau QOogsverband (staatsblad 1886 Nomor 57). Pengaturan
ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan
hasil panen yang akan diperoleh yang diperoleh dari suatu perkebunan.”
Dengan adanya pengaturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan
jaminan atas barang-barcng bergerak, awau setidak-tidaknya kemudian
menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu berada dalam
kekuasaan debitor.”

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, dasar hukum yang digunakan untuk iembaga
jaminan fidusia diatur oleh yurisprudensi yaitu :

1) Aresst Hoogerechtshop tanggal 18 Agustus 1932 T. 136 No. 311;

2) Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951
Nomor 158/150 PDT;

3) Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No.
Reg. 372k/SIP/1970;

4) Dalam perkembangannya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5

'Tahun_ 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang

3 R. Subekti, Op.Cit, hal. 83
™ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, 119
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menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah
yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani Jaminan Fidusia;

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun,
mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang
dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan fidusia
jika tanah hak pakai atas tanah negara;

6) Undang-lIndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini ketentuan yang
mengatur fidusia sebagaimana di atur dalam undang-undang
butir 4 dan 5 di atas tctap berlaku asa! tidak bertentangan dangan
undang-undang jaminan fidusia ini”.

Untuk melihat cikal bakal keberadaan Fidusia di Indonesia
sebagaimana diakui oleh Yurisprudensi berdasarkan keputusan
Hooggerechtsh of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, yang terkenai dengan
sebutan arrest B.P.M. — CLYGNETT.”®

Adapun duduk perkaranya adaiah sebagai berikut :

Pedro Clygnett - selanjutnya disebut: Clygnett — meminjam uang

dari Bataafse Petrofium Maatshappy -- selanjutnya disebut: B.P.M. -
| - dan sebagai jaminan ia telah menyerahkan hak miliknya atas
sebuah mobil: mobil tersebut fetap ada dalam penguasaan Clygnett,

tetapi selanjunya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam

S Sutamo, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung : CV.
Alfabeta, hal. 205 .
78 panuis tidak mempunyai arrest ini (dikutip dari buku J. Satrio, Op.Cit. hal.111)
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pakai. Jadi ada penyerahan secara constitutum possessorium.
Dalam perjanjian disepakati, bahwa pinjam pakai itu akan diakhiri
antara lain, kalau Clygnett wanprestasi dan dalam hal demikian
Clygnett wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada B.P.M.
Ketika Clygnett benar-benar wanprestasi, makan pihak B.P.iM.
mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut di atas dan menuntut
penyerahan mobil jaminan, dan ditolak Clygnett dengan memberikan
alasan, bahwa mobil tersebut bukan milik B.P.M. dén perjanjian yang
ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai. Karena mobil jaminan
tetap dibiarkan dalam penguasaan dirinva, maka perjanjian itu
adalah batal.

Ketika perkara itu sampai pada Hoogerchischof Batavia, maka HgH
menolak dengan alasan Clygnett dan mengatakan , bahwa
“Perjanjian Penjaminan itu adalah suatu penyerahan hak milik secara
kepercayaan atau fidusia yang sah.”

Karena pada waktu ifu sudah terbiasa dengan hukum adat,
penyerahan secara constitutum possessorium sulit dihayangkan apalagi
dimengerti dan dipahami cleh orang lndo_nesia. Dalam prakieknya, di
dalam perjanjian Jaminan Fidusia dibeti penjelasan bahwa barang itu
diterima pihak penerima Fidusia pada tempat barang-barang itu terletak

dan pada saat itu juga kreditor menyei’ahkan barang-barang itu kepada

7" Dikutip dari Mariam Darus Badruizaman, Bab-Bab fentang Credistverband, Gadai
dan Fiducia, hal. 90
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pemberi Fidusia yang atas kekuasaan penerima Fidu.sia telah
m‘enerimanyal dengan baik untuk dan atas nama penerima Fidusia
sebagai penyimpan. Walaupun demikian, sebenarnya konsep constitutum
possessorium ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Namun jika
diteliti dan dicermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal
konstruksi demikian. Misalnya tentang Gadai tanah menurut hukum adat.
Penerima Gadai biasanya bukan petani penggarap, dan untuk itu ia
mengadakan perjanjian bagi hasil dengan gadai tetap menguasai tanah
yang digadaikan itu tetspi bukan sebagai pemilik tetapi sebagai
penggarap.”®

Sejak keputusan tersebut, Fidusia mendapat pengakuannya secara
jelas datam yurisprudensi di Indonesia. Kita juga melihat adanya
‘pengakuan akan penyerahan hak milk secara constitutum
possessorium.”®

Rentang wakiu perjalanan Fidusia telah banyak mengalami
perkembangan yang éukup berarti. Perkembangan yang tampak adalah
menyangkut kedudukan para pihak. Jika padé jaman romawi, kedudukan

penerima Fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan.

78 mariam Darus Badrulzaman, 1979, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan
Fiducia, Bandung : Alumni, hal. 91 -92

78 Sebenamya tidak ada ketentuan yang secara tegas mengakui lembaga tersebut —
yang menyimpang dari prinsip Pasa! 612 KUH Perdata -- namun doktrin melihat ada dasar
seperti dalam Pasal 540 KUH Perdata (dari kata “gengan perantaraan orang lain”) dan Pasal
1697 KUH Perdata (dari kata “penyerahan secara dipersangkakan”; vide Pitio, hal. 94 - 95
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akan tetapi sekarangsudah berbeda dimana pemegang Fidusia hanya
| berkedudukah sebagai pemagang hak jaminan saja.®

Perkembangan selanjuinya yang tampak adalah menyangkut
kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai
objek yang dapat difidusiakan. Objek fidusia, baik Hoge Raad Belanda
maupun Mahkamah Agung di Indoniesia secara konsekuen berpendapat
“Fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak”. Namun
dalam Praktek sekarang orang sudah menggunakan Fidusia untuk
barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dimana perbedaan antara

barang bergerak dan fidak bergerak menjadi kabur karena Undang-

Undang tersebut menggunakan pembedaain berdasarkan tanah dan
| bukan tanah.®’

Seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, objek jaminan Fidusia meliputi jugavhenda bergerak baik
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khsusnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak
Tanggungan sebagaimana -dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.®*

8 ey Hoey Tiong, 1983, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta :
PT. Ghalia Indonesia, hal. 47.

% ibid, hat. 47

8 prwahid Patrik & Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT,Dikdat |
Semarang : Fakuitas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 33




Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia
tersebut maka memberikan kepastian hukum hengenai pemberian kredit
dengan jaminan benda bergerak yang masih dalam penguasaan debitor
atau pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut
diharapkan bagi masyarakat perbankan dengan tujuan :

1. Memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai
fembaga jaminan fidusia sehingga dapat membantu dunia usaha
untuk mendapatkan dana dari perbankan dengan jaminan benda
hergerak yang masih dikuasai debitor.

2. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perfindungan ukum
bagi pihak-pihakl yang berkepentingan (Kreditor dan Debitor)
dalam menvediakan pendanaan dengan jaminan fidusia.

3. untuk menanipung kebutuhan masyarakat mengenai pengatﬁran

Jaminan Fidusia®®

D.2. Ruang lingkup jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999
D.2.1. Hakikat jaminan fidusia
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia memuat defenisi atau batasan pengertian Fidusia dan Jaminan

Fidusia. Jaminan fidusia adatah:

% sutamo, Op.Cit, hal. 208
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Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang
tidak herwujud dan benda fidak bergerak Khsususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1896 tentang

Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima

Fidusia terhadap kreditor lainnya.®*

Dari defenisi Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang
Jaminan Fidusia maka dapat dikatakan bahwa dalam Jaminan Fidusia
terjadi pengalihan hak kepemilikan, pengalinan mana terjadi didasarkan
atas kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tetap dalam penguasaari pemilik benda dengan status pinjam pakai.

Pengalihan hak kepemilikan tersebut diakukan dengan cara
consiitutum possesscrium (verklaring van houderschap). Yang berarti
pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan maksud untuk
melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk
kepentingan Penerima Fidusia.®®

Melihat kata pengalihan seperti diuraikan diatas, timbul pertanyaan,
apakah pengalihan tersebut sama dengan pengalihan sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 584 jo Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata, untuk lebih
jelasnya maka dapat dilihat perbedaan antara constitutum possessorium
tersebut dihawah ini:-

Pasal 584 KUH Perdata :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan
cara lain, melfainkan dengan pendakuan {pemilikan), karena

8 ibid, ha!. 36
8 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 129
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perlekatan, karena daluawarsa, karena pewarisan-pewarisan, baik

menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan

karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan atas suatu

peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh

seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Selanjutnya bunyi Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata:

“penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh,

ditakukan dengan penyerahan yang nyate akan kebendaan itu oleh

atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari

bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”

Dari pengertian sebagaimana diuraikan pada Pasal 584 dan 612
KUH Perdata terdapat pembedaan anfara penyerahan secara constitutum
possessorium. Dalam Jaminan Fidusia, pengalihan iiak kepemilikan
dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan
untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia. Ini merupakan unsur
utama sebagaimana‘yang terdapat pada Pasal 1 butir 1, dan jika dikaitkan
dengan bunyi Pasa! 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia “setiap janji
yang memberikan kewenangan kepada Penarima Fidusia untuk memiliki
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji,
akan batal demi hukum.®

Lebih lanjut Prof. Dr. Sri Sudewi Masjchcen Sofwan, SH,
memberikan syarat sahnya penyerahan dapat diberlakukan juga terhadap
penyerahan Fidusia. Adapun syarat-syarat sahnya adalah sebagai

berikut:

a. Adanya perjanjian yang zakeljjk;

% Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, ibid, hal, 130
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b. Adanya titel untuk peralihan hak;

c. Kewenangan untuk menguasai bendanya dari orang vyang

menyerahkan;
d. Adanya cara tertentu untuk melakukan penyerahan, vaitu secara
constitutum possessorium bagi benda bergerak berwujud dan

cessie untuk piutang.”’

D.2.2. Fungsi Jaminan Fidusla

Jika diperhatikan secara teliti, Fidusia mempunyai ciri tersendiri,
yaitu mempunyai sétu tubuh tetapi mempunyal dua bathin, yatiu
sebagai pengalihan hak milik dan sebagai perjanjian Gadai {pand
contract).

Lebih lanjut Eggens mengatakan, dalam praktek Fidusia adalah
banci, mukanya adalah eigendom tetapi isinya adalah pand (Gadai),
atau dalam bahasa jawa “mancala putra-mancala putri” yang dapat
beralin-alih dari laki-laki menjadi perempuan, yaitu dari eigendom
menjadi pand. Antara kedua unsur ini akan berlangsung suatu
ketegangan (spanning), tapi kedua unsur ini akan saling mengisi
kekurangan teruiama seakli dalam mengatasi kebutuhan praktek, dan
itupun tergantung dari maksud kedua pihak atau dari jenis objek atau

situasi hukum.®®

® Sri Sudewi Masjchoen, 1980, Op.Cit, hal. 27
8 A Hamzah dan Senjun Manullang, 1987, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di

Indonesia, Jakarta : Indhill. Co, hal. 49
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Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dilakukan
‘ dengan cara constitutum possessorium (verklaring van houderschap).
Yang berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan
melanjutkan kembali penguasaan atas benda tersebut untuk
kepentingan dari penerima fidusia. Dalam jaminan fidusia pengalihan
hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan uniuk
pelunasan utang, bukan selanjutnya untuk dimiliki oleh penerima
fidusia.

Jaminan fidusia mengambil bentuk dari "penyerah‘an hak
kepeinifikan secara kepercayaan” atau disebut juga fiduciare
eigendoms overdracht. Secara kepercayaan dimaksudkan adalah
bukan untuk dimiliki. Penyerahan secara kepercayaan dalam kontek ini
banyak menimbulkan silih pendapat antara para sarjana. Disatu pihak

ada yang berpendapat kreditor pemegang jaminan fidusia dengan

penyerahan atau pengalihan tersebut benar-benar telah menjadi’

pemilik benda jaminan dengan hak-hak sebagai yang dipunyai
seorang pémiiik, sedankan di flain pihak berpendapat, krditor
pemegang jaminan atau fiduciairus tarhadap pihak ketiga
berkedudukan sebagai pemegang Gadai yang tak memegang jaminan
(bezitioss pandrecht), karena para pihak memang tidak benar-benar
bermaksud untuk mengafihkan hak milik atas benda jaminan dan

dalam prakteknya para pihak mengadakan kesepakatan yang
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membatasi hak-hak kreditor sampai sejauh hak seorang pemegang

jaminan saja.®

D.2.3. Kedudukan Para Pihak

Kedudukan para pihak dalam jaminan fidusia terus mengalami
perubahan sesuai dengan keadaan dan perkembangannya. Jika pada
zaman Romawi kedudukan kreditor sebagai penerima fidusia adalah
sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sejak
berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, penerima fidusia hanya
berkedudukan 'sebagai pemagang jamainan hak jaminan saja. Ini
menunjukkan bahwa penyerahan hak milik (fiducia cum creidtore)
pada zaman Romawi derlaku secara sempurna, sehingga kedudukan
pererima fidusia sebagai pemiik yang sempurna. Konsekuensi
logisnya adalah, kreditor sebagai pemilik bebas berbuat sekehendak
hati atas barang tersebut. Namun berdasarkan fides penerima fidusia
berkewajiban mengembalikan hak milik tersebut apabila pemberi
fidusia telah melunasi hutangnya.®

Lebih lanjut Dr. A. Veenhoven menyatakan hak milik itu sifatnya
.sempurna yang terbatas karena tergantung syarat tertentu. Untuk
fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (ontbindende

* voorwaarde). Hak milik yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia

8 . Satrio, Op.Cit, hal. 176
% Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal 131
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tidak memenuhi kewajibannya (inkar janji).”' Jika perhatikan pendapat

| tersebut, tampakh_yé belum memberikan kejelasan terutama sekali
yang menyangkut kejelasan kedudukan penerima fidusia selama
syarat putus tersebut belum terjadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilihat dalam
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 Tanggal 2
Februari 1980 yang mengadili perkara Bank Negara indonesia
melawan Fa. Megaria yaig menetapkan bahwa keududukan kreditor
pemegang fidusia bukan sebagai pemilik seperti halnya dalam jual
beli. Penyerahan hak milik kepada wreditor dalam perjanjian fidusia
bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam arti sempurna atau
sesungguhnya, kewenangan kreditor di sini hanyalah setaraf dengan
kewenangan yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang

jaminan.®?

D.2.4. Benda objek dan subjek jaminan fidusia
Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang
dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu
" berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar,
bergerak maupun tidak bergerak yang fidak dapat dibebani dengan

Hak Tanggungan dan Hipotek.*®

9 Oey Hoey Tiong, Op.Cit, hal. 47
2 |nid, hal. 48
% purwahid Patrik & Kashadi, Op.Cit, hal. 38




91

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas

~ ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu

berlakunya terhadap sefiap perjanjian yang bertujuan untuk

membebani benda dengan jaminan fidusia. Selanjutnya Pasal 3

Undang-Undang jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan Undang-
Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap:

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,
sepanjang neraturan perUndang-Undangan yang berlaku
menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
Namun demiukian bangunan di atas milik orang lain yang tidak
dapat dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan
objek Jaminan Fidusia.

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20
(duapuiuh) M3 atau lebih;

c. Hipotek atas pesawat terbaﬁg; dan

d. Gadai.*

Dengan mengacu pada Pasal 1 bufir 2 dan 4 serta Pasal 3

Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dapat dijadikah

objek Jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan

dialihkan hak kepémilikénnya. Benda itu dapat berupa benda

9 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, 132
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berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar,
bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwas benda
tersebut tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 314 KUHD jis Pasal 1162 ... KUH Perdata.
Pengertian benda yang dapat dijadikan objek Jaminan
Fidusia termasuk juga di dalamnya piutang yang dijaminkan
dengan Fidusia guna pelunasan utang yang teidiri:
a. Utang yang telah ada;
. b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah
diperianjikan dalam jumiah tertentu;
Utang yang akan timbul dikemuadian hari yang dikenal
dengan istilah “kontjen”, misalnya utang yang timbui dari
pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan
debifor dalam garansi bank.
c. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan
jumiahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang vang dimaksud

dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman




pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan

kemudian.*

Utang yang dijaminkan dengan Fidusia dapat diberikan
kepada lebih dari satu orang penerima Fidusia atau kepada kuasa
atau wakil dari penerima kuasa. Ketentuan dimaksudkan sebagai
pemberian Fidusia kepada lebih dari satu orang penerima Fidusia
dalam rangka pembiayaan sindikasi atau konsorsium.

Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia, undang-undzng mengatur bahwa Jaminan
Fidusia meliputi hasil tersebvt dan jga klaim asuransi kecuali
diperjaniikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta Jaminan Fidusia
baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukii
kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-
ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya atau
kualitasnya. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau
lebitr satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah
ada pada saat jaminan diberikan  maupun yang diperoleh

kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang

% pyrwahid Patrik & Kashadi, Op.Cit, hal. 39
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diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjlan
tersendiri.”®

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Jaminan - Fidusia
disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi

objek Jamiran Fidusia.

Yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia” adalah segala sesuatu yang
diperoleh dafi benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

b. Jaminan Fidusia melipufi klaim asuransi, dalam hal benda

yang menjadi objek Fidusia diasuransikan.”

Subjek dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adaiah
Pemberi Fidusia dan Pznerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang
perseorangan atau koporasi pemilik benda yang menjadi obijek
Jaminan Fidusia, sedangkar Penerima Fidusia adaiah orang
perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”

Pemberi Fidusia dapat dilakukan oleh debitor sendiri dan dapat
juga dilakukan ofeh pihak ketiga. Oleh karena pendaftaranl Jaminan
Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan

Notaris yaajg membuat akta Jaminan Fidusia harus Notaris Indonesia,

% \bid, hal. 38
 |bid, hat. 38
%8 |bid, hal. 39
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maka Pemberi Fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing
7 atau bukan badan hukum asing kecuali’ Penerima Fidusia, karena

hanya berkedudukan sebagai kreditor,%

D.3. Sifat jaminan fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan
fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan
(zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang
didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena
kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia {Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Jaminan Fidusia}.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa
"Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suaiu perjanjian
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untux memenuhi
suatu prestasi” yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,
atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian yang bersifat accessoir mempunyai ciri-ciri:
lahirnya/adanya , berpindahnya dan hapusnya/perakhirnya mengikuti
perjanjian pokok tertentu. Mengingat Fidusia merupakan sarana
pemberian jaminan, yang diamksudkan untuk menjamin suatu hutang

-~ suatu kev’vajiban‘ hukum -- maka perjanjian pokok adalah perjaniian

a9 .
ibid
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yang menimbulkan hutang/kewajiban-kewajiban hukum yang bersifat
(obligatoir), yang dijamin dengan Fidusia yang bersangkutan dan
perjanjian Fidusianya accessoir pada perjanjian pokok tersebut.’®
Sebagai perjanjian accessoir, perjanjian Jaminan Fidusia
mempunyai sifat;
a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
b. Keabsahannya semata-mata diteniukan oleh sah tidaknya
perjanjian pokok;
¢. Sebagai perjaniian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan
jika ketentian yang disyaraikan dalam perjanjian pokok telah

atau tidak dipenuhi.’®!

D.3.1. Ciri-ciri lembaga fidusia
Seperti halnya Hak Tanggungan, lembaga Jaminan Fidusia
yang kuat juga mempunyai ciri-Cifi:
a. Hak Mendahului dalam Jaminan Fidusia (Droit de Preference)
{Pasal 27 UUJF}
Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap
kreditor lainnya. Hak yang didahulukan ‘dihitung sejak tanggal
pendaftaran Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada

kantor Pendaftaran Fidusia.

0§ Satrio, Op.Cit, hal. 197
0! Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 125
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Hak yang didahulukan adalah hak Penerima Fidusia untuk
mengambﬂ pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari
Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dén atau
likuidasi Pemberi Fidusia. Ketentuan dalam hal ini berhubungan
dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan
atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan
dalam Undéng-Uudang tentang Kepailitan menentukan bahwa
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusis berada di luar harta
kepailitan dan atau likuidasi.

Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan

Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak

yang didahulukan ini diberikan kepada pihak yang lebih dahulu

mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tanganL siapapun
objek itu berada (droit de suite) {Pasal 20 UUJF}

Jaminan Fidusia selalu mengikuti benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,
kecuali pengalinan atas benda persediaan yang menjadi objek
Jaminan Fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip
“droit de suite” yang telah merupakan bagian dari peraturan

perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak
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mutlak atas kebendaan (in rem).'"* Pengecualian terhadap prinsip
ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
adalah benda persediaan (inventory). Sebagaimana Pasal 21
Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat
mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dafam
dunia usaha pérdagangan. Pengaiihan ini dimaksudkan antara lain
termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan
usaha.'®®

Datam hal debitor dan atau Pemberi Fidiusia pihak ketiga
yang menjaminkan objek Jaminan Fidusia cidera janji, maka
ketentuan mengenai pengalihan atas stock persediaan (inventcry)
tidak berlaku. Cidera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhi
prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok , perianjian
Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan iainnyg. Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia yang'telah dialih.kan yangd bérupa
benda persediaan tersebut wajib di ganti oleh Pemberi Fidusia
dengan objek yang setara. Pengertian setara di sini tidak hanya
nilainya tetapi juga setara jenisnya. Hal ini dimaksudkan adalah

untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia. ">

102 4p_ pangabean, 2000, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Lembaga Fidusia”,
Jakarta : Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum IKADIN, hal. 2

103 sunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 127

"% Ibid, hal, 127
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Pembeli Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa
benda persediaan hebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut
telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai
dengan harga pasar. Harga paéar di sini dimaksudkan adalah
harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualén
Benda tersebut, sehingga tidak ada kesan penipuan dari pihak
Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia
mengatur secara khsusus, yaitu apabila Penerima Fidusia setﬁju
bahw Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan,
mencampur, atau mengalinkan Benda atau hasil dari Benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan

pengalihan atau nielakukan kompromi atas piutang, maka hal atau

persefujuan  tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia
melepaskan Jaminan Fidusia atas Benda yang dijaminkan tersabut.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas, tampaknya ada
batasan apa yang dimaksud denfan “menggabungkan” dan
“mencampur’. “Menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian
dari benda tersebut, sedangkan “mencampur” adalah penyatuan
benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia. Pengaturan semacam ini adalah perlu, mengingat pada

umumnya yang rnenjadi'onjek Jaminan Fidusia adalah barang
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bergerak yang beraneka ragam jenisnya. Lebih lanjut Pasal 23 ayat
(2) Undang-Undang Jaminana Fidusia melarang Pemberi Fidusia
untuk mengalihkan , menggadaikan, atau menyewakan kepada
pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Benda vyang tidak
merupakan persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi,
atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.'®
Pelanggaran terhadap 'arangan tersebut diancam dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda.’®
Selanjutnya Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia
menyebutkan:
Penerima-Fidusia tidak menanggung kewajiban atas
akibat tindakan atau kelalaiant: Pemberi-Fidusia baik
yang timbui dari hubaungan kontraxtual atau timbul dari
perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan

penggunaan dan pengalfihan benda yang menjadi objek
jaminan fidusia

Di sini hendak ditegaskan perindungan undang-undang
kepad peneroma-fidusia terhadap tindakan-tindakan pemberi-
fidusia yang berhubungan dengan benda jaminan fidusia.

Perlu disadari, bahwa benda jaminan fidusia tetap berada

dalam kekuasaan pemberi-fidusia dan dari iuar tidak tampak,

bahwa benda tei'sebut tetah menjadi milik orang lain.

%% |bid, hal. 128
% Baca Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia




101

Kreditor sebagai pemifik tidak bertanggung jawab atas akibat
yang muncul dari perbuatan dan kelalaian pemberi-fidusia dalam
hubungan kontraktualnya dengan pihak ketiga, kiranya sudah
dengan sendirinya, mengingat bahwa berdasarkan Pasal 1315 dan
Pasal 1340 KUH Perdata “perjanjian tidak bisa membawa rugi
kepada pihak yany ketiga”, yaitu mereka yang bukan menjadi pihak
dalam perjanjian yang bersangkutan. Ini yang bersifat
kontraktual."”’ |

Kemudian bagaimana kedudukan seorang pemilik benda
kalau ada perbuatan mefanggar hukum sehubungan dengan
penggunaan benda fidusia, dan bagaimana ksdudukan pemilik
benda terhedap kerugian yang ditimbulkan oleh benda yang
bersangkutan?

Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, kerugian yang
ditimbulkan oleh suatu benda, menjadi tanggungan dari orang
yang menguasainya.

Dalam pasal tersebut digunakan kata-kata “barang-barang
yang berada di bawah pengawasannya” karena benda jaminan
fidusia ada dalam pengawasan pemberi fidusia, maka tanggung

jawab seperti itu ada pada pemberi fidusia.

€7 §. Satrio, Op.Cit, hal. 299
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C. Memenuh_i Asas Spesialitas dan Publisitas sehingga mengikat
pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum
kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal
11 UUJF)

Pencantuman data yang relatif lengkap sudah diharuskan
sejak penuangan fidusia dalam akta Notaris, yang harus memuat
data-data yang serba lengkap scsbagaimana diisyaratkan oleh
Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia. Prinsip tersebut masih
diterapkan terus dengan mewajibkan pendaftaran fidusia pada
Kantor Pendaftaran Fidusia, data tersebut wajib meimuat data-data
yang serba lengkap sebagai vang disyaratkan oleh Pasai 13
Undang-Undang Jaminan Fidusia.'®® Demikian ijuga perubahan-
perubahan yang terjadi selama penjaminan berlangsung, periu
dilaporkan dan dicatat dalam daftar di kantor Pendaftaran Fidusia,
yang tidak lain dimaksudkan agar dat-datanya lengkap dan up to
date.

Asas ini mengikat pada pihak ketiga dan memberikan
jaminan perlindungan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF). Hal ini menimbulkan
konsekuensi pada akia jaminan yang dibuat oleh Notaris, yaitu

harus rr}_emuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

108 3. Satrio, Ibid, hal. 141
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- . ldentitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

- Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Nilai penjaminarn;,

- Nilai benda yang menjadi objek jaminan ﬁduéia-

Benda vyang dibebani dengan jaminan fidusia wajib
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dimaksudkan
agar masyarakat umum aan pihak-pihak yang berkepentingan
mengetanui.

. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi (Pasal 29 UUJF)

Dalam hal debitor atau pemberi fidusia cidera janji,
pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam
rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi capat dilaksanakan
dengan cara peiaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia,
artinya langsung dapat melaksanakan eksekusi melalui lembaga
parate eksekusi, atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas
kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan dari hasil penjualan. Sedangkan bila dilakukan dengan
penjualan dibawah tangan, maka harus dilakukan kesepakatan

antaia pemberi dan penerima fidusia.

D.4. Pembebanan jaminan fidusia
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Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat
dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akia
Jaminan Fidusia {Pasai 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia}.
Alasan undang-undang menetapkan dengan akta Notaris adalah:

a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan
pembuktiai sempurna;
b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda
bergerak;
c. Undang-ndang melarang adanya Fidusia ulang."®
Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan
tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta
tersebut. Akta Jaminan Fidusia yang dimaksud sekurang-Kurangnva
memuat : |
a. ldentitas Pihak Pemberi dan Penerima;
Identitas meliputi nama lengkap, agarﬁa, tempat tinggal,
atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis
kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
b. Deta perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
Yang dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah
mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin

dengan Fidusia.

9% purwahid Patrik & Kashadi, Op.Cit, 41
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.¢. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia
d. Nilai penjaminan;
Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan
rFidusia, cukup dengan mengidentifikasikan benda tersebut,
dan dijefaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
merupakan benda dalam persediaan (invenfory) yang selalu
berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku,
barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam
akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis,
merek, kualitas dari benda tersebut.
e. Nilai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.'™
Seiring dengan ketentuan yang mengatur mengenai Hipotek,
dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka akta Jaminan Fidusia
harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.
Pasal 1870 KUH Perdata menyétakan bahwa akta Notaris
merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembukiian yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak
beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Hal ini

dimaksudkan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum

10 1hid. hal. 41
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berkenaan dengan objek Jaminan Fidusia, mengingat objeka
Jaminan Fidusia adalah barang bergerak dan tidak terdaftar, maka
sudah sewajarnya pembuatan aktanya harus dengan akta otrentik.'"

Utang yang peiunasannya dijamin dengan Jaminan Fidusia
dapat berupa :

a. Utang yang telah ada;

b. Utang yang akn timbul dikemudian hari yang telan diperjanjikan
dalam jumiah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari
vang dikenal dengan istilah ‘kontijjen”, misalnya utang yang
timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk
kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan bank garansi.

c. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumiahnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
memenuhi suatu prestasi. Utang dimaksud adalah utang buinga
atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat
ditentukan kemudian.'"?

Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia
menyatakan “Jaminan Fidusia dapat dibeﬁkan kepada lebih dari 1
(satu) penerima-fidusia atau kepada kuasa atau wakilnya dari
penerima-fidusia tersebut”. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai

pemberia Fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam

™M grad B.G. Tumbuan, 1999, “Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia’,
Jakarta : Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum IKADIN
112 unawan Widjaja & Ahinad Yani, Op.Cit, hal. 137
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rangka pembiayaan kredit sindikasi (konsorsium). Yang dimaksud
dengan "kuasa” dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat
kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya
dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.
Sedangkan yang dimaksud dengan “wakif” adalah orang yang secara
hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan
Jaminan Fidusia, misainya Wali Amanat dalam mewakili kepentingan
pemegang obligasi.""”

Lebih lanjut Pasal 9 Undang-Undang jaminan Fidusia
menetapkan, bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu
atau iebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yahg telah ada
pada saat jaminan diberikan maupun yang dioeroleh kemudian. Hal
ini menujukkan 2ami hukum akan dibebani dengan Jaminan Fidusia
pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia.
Pembeban dimaksud tidak diperiukan lagi adanya perjanjian
jaminan tersendiri.*** Pembebanan_Jaminan Fidusia yang diperoteh
dikemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaar
pengadaanpembelian persediaan (stock) bahan baku _dan bahan

penolong.

'3 paca Pasal 8 Penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia
14 Baca Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia
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Hasil ikatan yang menjadi objek Jaminan Fidusia
sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Undang-Undang Jaminan
Fidusia adalah sebagai berikut :

a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh
dari benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusig;

b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda
yang menjadi objek Jaminan Asuransi diasuransikan
Mangingat klaim asuransi tidak dikatakcn sebagai hasil dari

benda Jaminan Fidusia, maka Pasal 10 siub b Undang-Undang
Jaminan Fidusia perlu untuk secara tegas menyatakan, bahwa klaim
asuransi atas benda Jaminan Fidusia termasuk dalam ruang lingkup
Jaminan Fidusia.

Ketentuan ini mengingat, bahwa dalam  prakiek
pembebanan hipotek, kreditor selalu memperjanjikan “janji asuransi’,
yang intinya adalah, bahwa debitor/Pemberi-Hipotek, kalau belﬁm
mengasuransikan objek Hipotek, maké ia diwajibkan untuk
mengasuransikennya pada peruvsahaan asuransi yang ditunjuk atau
disetujui oleh kreditor, terhadap malapetaka dan untuk sejurhiah

pertanggungan tertentu.'"®

"5 hemikian juga dengan praktek pembebanan Hak Tanggungan. Dalam Pasal 11 sub
2 | Undang-Undang Hak Tanggungan juga dimuat ketentuan yang senada dengan Pasal 10
sub b Undang-Undang Fidusia
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D.5. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia
D.5.1. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

Untuk memberikan rasa aman dan menjamin adanya
kepastian hukum terhadap objek Jaminan Fidusia yang dibebankan
sebagaimana yang disebutkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan
Fidusia, yang intinya mewajibkan benda yang dibebani dengan
Jaminan Fidusia untuk didaffarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
tempat dimana objek Jaminan Fidusia itu berada. Kewajiban ini juga
berlaku terhadap kebandaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia
yang berada di !uar wilayah Repubiik indonesia.’’® Pendaftaran
ierhadap objek Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan
Pemberi Fidusia dan mencakup benda, baik yang berada di dalam
maupun di luar wilayah Republik indonesia. Hal ini dimaksudkan
untuk memenuhi syarat publisitas.

Pendaftaran objek Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia. Pertama kalinya, Kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh
Republik Indonesia. Secara vertahap, sesuai kepertuan, di ibukota
propinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam hal Kantor
Pendaftaran Fidusia be[uquidirikan di tiap daerai Tingkat I maka

wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi

116 Gunawar: Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hat 139
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seluruh daerah Tingkat Il yang berada di lingkungan
wilayahnya.untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah
Tingkat I, maka dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.™"’

D.5.2. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia
Permohonan pendaftaran objek Jaminan Fidusia dilakukan
oleh Kreditor Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan
melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, vyang
memuat : |
a. ldentitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusié, nama, dan tempat
kedudukan notaries yang membuat akta Jaminan Fidusiz;
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Fidusia;
d. Uréian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia; . |
e. Nilai penjaminan; dan
£ Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia."®
I.angkah selanjutnya yang harus dilakukan adaléh Kantor
Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia datam Buku Daftar

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan

117
thid.
118 |gnatius Ridwan Widyadharma, 1999, Pedoman Praktis, Hukum Jaminan Fidusia,

Semarang : Badan Penerbit Undip, hal. 21
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permohonan pendaftaran:. Ketentuan ini dimaksudkan adalah agar
Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap
kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran
Jaminan Fidusia, yang dilakukan hanya pengecekan data yang
memuat dalam pernyataan Pendaftaran Fidusia. Tanggal pencatatan
Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran dianggap saat lahirnya
Jaminan Fidusia.™®

Pendaftaran Jaininan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia
merupakarn perbuatain konstifutif yang melahirkan Jaminan Fidusia.
Penegasai lebih labjut dapat dilihat pada Pasal 25 Undang-Undang
Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama
menjadi objek Jaminan Fidusia iebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan
Fidusia, maka kreditor yang lebin dahulu mendafiarkannya adalah

Penerima Fidusia. Hai ini perlu mendapat perhatian bagi krediior,

karena hanya Panerima Fidusic, kuasa atau wakilnya yang boleh o

melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Sédangkan mengenai fata
cara den biaya pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih ianjut
dengan Peraturan Pemerintah.'

Bukti kreditor telah melakukan pendaftaran atas objek

Jaminan Fidusia adalah dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia

pada tanggal yang sama dengan tanggat penerimaan pendaftaran

19 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Cp.Cit, hal 140
2% \bid, hai. 141 :
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Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diserahkan
kepada Penerima Fidusia (kreditor). Penyerahan Sertifikat Jaminan
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan
Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat
catatan tentang hal-hai yang dinyatakan dalam pendaftaran Jaminan
Fidusia.*!

Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia adalah rherupakan
perwujudan dari peménnhan asas publisitas. Dengan diadakannya
pendaftaran objek laminan Fidusia, adalah dmungkinkan bag
kreditor untuk melakukan perbuatan memfidusiakan utang atas objek

Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia.

D.5.3. Tata cara pendaftaran objek {aminan fidusia

Bagaimana proses dan taia cara pendaftaran ijek
Jaminén Fidusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2000, Pasal 2
menyebutkan “permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia, secara tertulis
dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Jaminan

Fidusia ofeh PenerimafFidusia, kuasa atau wakilnya dengan

melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan -

121 orwahid Patrik & Kashadi, Op.Cit. hal. 43
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pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut dikenakan biaya yang
besarnya ditetapkan dengan Peraiuran ﬂl.—';emerintah tersendiri
mengenai penerimaan Negara Bukan Pajak. |

Permohonan yang harus dilengkapi dalam pendaftaran
Jaminan Fidusia, adalah :

a. Salinan akta notaries tentang pembebanan Jaminan Fidusia;

b. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk
melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;

¢. Bukti pembayaran biayé pencafiaron  Jaminan Fidusia
sebagaimana tersebut di atas.

Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan
mengisi formulir -yang bentuk dan isinya telah ditetapkan dengan
Keputusan Menteri. Selanjutnya Pejabat yang menerima
permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan
persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal
kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
tidak lengkap, pejabat harus lengsung mengembalikan berkas
permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi

kekurangannya. Apabila kelengkapan persyaratan permdhonan

pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi, pejabt mencatat

kedalam ,__Buku‘Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan

tanggal peneriméan permohonan  pendaftaran. Sedangkan
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penerbitan sertifikat jaminan fidusia dan penyerahannya kepada

pemohon dilakulkan pada tanggal yang sama dengan tanggal
| pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.'*
Apabila dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang diterih":a
| pemohon terdapat kekeliruan penulisan, maka dalam jangka wakiu
paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah menerima sertifikat
tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran
Jaminan Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat
perbaikan tersebui mcmuat tanggal yang sama dengan tanggal
sertifikat semula. Penerbitan sertifixat perbaikan tidak dikenakan
blaya tambahan. Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara
pendaftaran jaminan Fidusia diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indosniesia Nomor 86

Tahun 2000 menyebutkan apabila perlu diadakan perubahan paca

Sertifikat Jaminan Fidusia, ma%a Penerima Fidusia, kuas atau
wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada
~ Menteri Kehakiman dan HAM, permohon tersebut diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan pernyataan perubahan. Penyerahan Sertifikat Jaminan

Fidusia yang dilampiri pemyataan perubahan kepada pemonon,

122 paca Pasal 2-4 PP Nomor 86/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Iidusia |
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dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan
permohonan pendaftaran perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan mengenai hal-hal Yang
tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib
mengajukan permononan pendaftaran atas perubahan tersebut
kepada Kaiitor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Perubahan mengenai
hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia itu harus
diberitahukan kepada para pihak. Namun dalam terjadi perubahan,
Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa perubahan ini
tidak perlu dilakukan dengan akta notaris yang baru.

Kantor pendaftaran Fidusia pada fanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan
perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan
Pernyataan Perubahan yang bagian tak terpisahkan dari Sertifikat

Jaminan Fidusia.'*®

D.5.4. Sertifikat Jaminan Fidusia
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur pada
Pésa[ 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memuat

irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG

MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutoriai yang sama dengan -

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

123 Baca Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia
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Artinya Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dilaksanakan
eksekusinya tanpa mélaui suatu proses persidangan dan
pemeriksaan melalui pengadilan, bersifat finat dengan mengikat para
pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pemberian arti seperti
itu juga dengan tegas disebutkan dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-
Undang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985 dan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Dalam
Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan masih ditambah
embel-embel ‘dan berlaku sebagai gresse acte hypotheek sepanjang

mengenai hak atas tanah”, yang mungkin dimaksudkan agar bisa

masuk dalam ruang lingkup Pasal 224 H.|.R.

Hal itu disebabkan untuk pemberian kekuatan eksekutorial

kepada Sertifikat Jaminan Fidusia, ia tidak bisa didasarkan pada
Pasal 224 H.L.R., karena pasal tersebut hanya mengatakan tentang
grosse hypotheek dan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat
secara notariil saja.

Hal ini dapat dilaksanakan dalam hal debitor Pemberi
Fidusia cidera janji, maka kreditor pemegang sertifikat Jaminan
Fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

D.5.5. Fidusia ulang

Pasal 17 Undang-Undang Fidusia mengaiakan, bahwa :
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Pemberi-Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap
benda yang menjadi objek fidusia yang sudah terdaftar

Kata “ulang” dalam tersebut di atas memberikan petunjuk,
bahwa yang dimaksud di sini adalah memfidusiakan benda jaminan
yang sama lebih dari sekali. Sedangkian bunyi pasal tersebut di atas
-- khususnya dari kata “dilarang” -- memberi petunjuk, bahwa
ketentuan tersebut bersifat memaksa. Dengan tegas di sini
dikatakan, bahwa fidusia wiana diiarang dan larangan Pasal 17
Undang-Undang Jaminan Fidusia ditujukan kepada “Pemberi
Ficusia”.

Jika diperhatikan, bahwa benda objek Jaminan Fidusia telah
diserahkan hak miliknya -- paliiig tidak hak milik yuridisnya -- oleh
Pemberi Jaminan Fidusia kepada kreditor Penerima Fidusia, maka
adalah logis, bahwa ada larangan bagi pemberi fidusia untuk
memfidusiakan ulang objek y'ang sudah difidusiakan. Bukankah
dalam peristiwa tersebut, hak milik atas benda jaminan fidusia sudah
berlaih kepada kreditor penerima fidusia. Ketentuan Pasal 17
Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah untuk melindungi
kepentingan kreditor penerima fidusia, 24

Penyerahan hak milik oleh Pemberi Fidusia dilakukan
secara constitufum possessorium, sehingga benda jaminannya -

masih ada dalam kekuasaan debitor Pemberi Fidusia, meskipun

124 1 Satrio, Op.Cit, hal. 268
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selanjutnya dalam kedudukannya sebagai peminjam-pakai atau
peminjam mengganti. Jadi, kalau dikatakan debitor pemberi fidusia
masih menjadi pemilik benda jaminan, mungkin yang ada hanya hak
milik nitai ekonomisnya saja.

Jika dicermati, termmyata “yang dilarang adalan
memfidusiakan ulang benda jaminan yang sudah didaftarkan.

Atas dasar pertanyaan demikian, pakah larangan tersebut
hanya tertuju kepada fidusia vang sudah terdaftar saja dan dengan
perkataan lain, selama belum terdaftar Pemberi Fidusia masih bisa
memfidusiakan kepada kreditor lain.

Memberikan kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk
memfidusiakan ulang benda jaminan adaiah tidak logis, kalau kita
berangkat dari pikiran, bahwa pada fidusia, benda jaminan -- selama
penjaminan berlangsung - sudah menjadi “milik® Penerima
Fidusia.'®®

Karena larangan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia
hanya ditujukan kepada Pemberi Fidusia, maka mestinya tidak ada
Iafangan bagi kreditor Penerima Fidusia, untuk memfidusiakan lagt
benda jaminan itu kepada kreditor lain. Apalagi kalau sebagai yang

diakui di atas, bahwa benda jaminan fidusia sekarang telah menjadi

125 ) Satrio, ibid, hal. 270
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“milik" kreditor. Sayangnya, Undang-Undang Fidusia tidak mengatur

mengenai hal ini secara tegas.

D.5. Pcngalihan dan hapusnya jaminan fidusia
D.5.1. Pengalihan jaminan fidusia

Pengalihan hak ates piutang yang dijamin dengan Fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban
Penerima Fidusia kepada kreditor baru (accessoir). Beralihnya
Jaminan Fidusia harus didaftarkan oleh krediior baru.

Pengalihan'hak piutang daiam ilmu hukurn dikenal dengan
“cessie” yakni pengalihan yang dilakukan dengan akia otentik atau
akta dibawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak
dan kewajiban Pénerima Fidusia lama beralin kepada Penerima
Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut wajib
diberitahukan kepada Pemberi Fidusia. ™

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang
menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang
lazim dilakukan dalam dunia perdagangan. Ketentuan ini tidak
berlaku dalam hal terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi
Fidusia pihak ketiga. Benda vang objek Jaminan Fidusia yang telah
dialihkan wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang

setara.

126 b rwaiid Patrik & Kashadi, Op.Cit, hal. 44
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D5.2. Hapusnya jaminan fidusia
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia,
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian
pokok yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi
suatu prestasi. Sebagai perjanjian accessoir, Jaminan Fidusia ini,
demi hukum akan hapus apabila utang pada perjanjian pokok dain
yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau
utang yang dijamin dengan Jaminan ridusia hapus.
Hapusnya Jaminan Fidusia dapat terjaci karena nal-hal di
bawah ini :
1. hapusnya utung yany drijamin dengan Fidusia;
2. pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
3. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. ™
Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi
akan mejadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.
Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia
harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia

mengenai hapusnya Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan

pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau -

musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

27 |nid, hal. 45




121

Adanya ketentuan seperti dimaksud akan lebih berguna untuk
memberikan rasa kepastian hukum kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia dan selanjutnya untuk mencoret pencatatan Jaminan Fidusia
dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Surat Keterangan yang
menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak

berlaku lagi."*®

. Eksekusi Jaminan Fidusia

E.1. Pengertian eksekusi

Eksekusi dalam bahasa inggris disebut executie atau
uitvoering dalam bahasa Belandanya, sedangkan dalam kamus hukum
berarti pelaksanaan putusan pengadifan.'®

Lebih lanjut Subekti memberikan defenisi tentang eksekusi
adalah upayé dari pihak yang dimenangkan dzalam putusan guna
mendapatkan yang menjadi haknya dehgan bantuan kekuatan umum
(polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan
bunyi putusan.’® Sedangkan Sudikno memberikan defenisi eksekusi atau

pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi

128 Gunawan Widjaja & Ahmad Yari, Op.Cit, hal. 150
129 yan. Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesi,

Inggris, hal. 364 dan 843. Bandingkan dengan Henry Campbeel Black M, yang mengatakan
Execution is a procee in action to cany effect the direction in a decree or judgment. Black
Law Dictionary, 1979 St. Paul Minn West Publishing Co.

190 S pekti, 1097, Hukum Acara Perdata, Bandung : Binacipta, hal. 128
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dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang
tercantum dalam putusan tersebut.™

Jika diperhatikan pengertian-pengertian eksekusi di atas, tampak
sekali bahwa eksekusi-eksekusi dimaksud terbatas pada ekseKusi
putusan hakim (pengadilan) semata. Selain putusan hakim yang juga
dapat dieksekuéi adalah salinan atau goresse akta hypotheek dan axta
notariit.'*? (yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang) didalam akta
tersebut memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN
YANG MAHA ESA", dan mempunyai kekuatan yang sama dengan

putusan hakim. Eksekusi dimakaud dapat diartikan sebagai upaya paksa

untuk merealisasikan hak.*?

E.2. Dasar hukum eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukurﬁ yang dilakukan oleh
pergadilan kepada pitak vang kalan dalam suatu perkara, juga
merupakan aturan dan tfata cara lanjutan dari proses pemeriksaan
perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari

keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu

1 gudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, hal. 2089,
Bandingkan dengan Riduan Syahrani, 1988, yang mengatakan, “Pelaksanaan putusan

pengaditan tidak lain adalah realisasidari apa yang merupakan kewajiban pihak yang

dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan
sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan®, Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peraditan Umum, Pustaka Kartini, hal. 106 '

132 \ E Algra dkk, 1983, yang mengatakan eksekusi atau executie adalah paiaksanaan
putusan pengadilan dan akta dalam perkara perdata, Kamus Istilah Hukum Fochema
Andreae, Beianda — indonesia, Binacipta, hai. 128

133 puhammad Dia'is, 1994, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang
Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet, Semarang : Universitas Diponegoro, hal. 15
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kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara
yang terkandung dalam H!R atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya
pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.™*

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan
eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Paal 195 sampai dengan 208 dan
Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 2568
RBG. Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur
pelaksanaan eksekusi yzitu Pasal 225 HIR atau 269 RBG. Kedua pasal
ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum
Tergugat untuk melakukan suatu “perbuatan tertentu”. Dain Pasal 180 HIR
atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur pelaksanaan putusan secara “serta
merta® (uitvoerbaar bif voorraad) meskipun puiusan tersebut belum

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.'®®

E.3. Asas-asas eksekusi
E.3.1. Menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap
Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah ﬂndakan yang

dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah (pthak Tergugat).

24w, Yahya Harahap, 1991, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,
Jakarta : PT. Gramedia, hal. 1
%3 |bid, hal. 2
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Kedudukan Tergugat pada waktu pelaksanaan eksekusi berubah menjadi
“Pihak Tereksekusi”.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan
eksekuforial. Artinya, tidak semua putusan dengan sendirinya melekat
kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, tidak semua putusan
pengadilan dapat di eksekusi. Putusan yang belum dapat dicksekusi ialah
putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van
gewijsde) vang dapat ‘“dijalankan”. Putusan yang dapat dieksekusi

adalah :

‘Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap
telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti
antara pihak yang berperkara;

- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah
tetap dan pasti, hubungan nukum tersebut harus ditaati dan harus
dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat);

- Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan

dalam amar putusan yang tetah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap, dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukareia’ oleh Pihak

Tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela.

Hubungan hukum vyang ditetapkan dalam putusan harus
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dilaksanakan “dengan paksa®” dengan jalan bantuan “kekuatan

umum”. %

Pada prinsipnya eksekusi baru dapat berfungsi sebagai

tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak :

- Sejsk tanggal putusan memperoleh kekuatan yang tetap; dan

- Pihak Tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi
putusan secara sukarela.

Beberapa beniuk pengecualian yang dapat dibenar<an
undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapzat dijalankan di
luar putusan yang telah memperoleh kekuatan huikum yang tetap.
Bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang
tersebut adalah :

a. Pelaksanaan putusan labih dahulu
Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau dikenal dengan
vitvoerbaar bij voorraad, merupakan salah satu pengecualian
prinsip yang dibicarakan di atas. Menurut Pasal 180 ayat (1)
HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG, eksekusi dapat dijalankan
pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan
yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang

fefap.

35 |bid, hai. 7
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_Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 1919 ayat (1) RBG, memberi

hak Rebada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar
putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun
terhadap putusan itu pihak Tergugat mengajukan Banding atau
Kasasi. Terhadap permintaan gugat demikian, hakim dapat
menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat
dilaksanakan lebih dahulu (putusan dapat dieksekusi serta

merta).

. Felaksanasain putusan provisi

Pelaksanaan  terhadap  putusan  provisi  msrupakan
pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana bunyi kalimat terakhir dari Pasal 180 ayat (1) HIR
atau pasal 191 RBG, mengenal gugat provisi (provisioneele
eisch), yakni “tuntutan lebih dulu” yang bersifat sementara
mendahului  putusan pokok perkara. Apabila hakim
mengabulkan gugatan provisi, maka putusan provisi tersebut
dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun pokok perkaranya

beium diputus. Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal

180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG maupun Pasal 54

RV, memperbolehkan menjaiankan pelaksanaan putusan

provisi mendahului pemeriksaan pokok perkara.
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c. .Akta perdamatan

Menurut ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, para
pihak dapat mengajukan permohonan perdamaian. Menurﬁt
pasal dimaksud adalah sebagai berikut :

- Selama persidangan berlangsurg, kedua belah pihak yang
berperkara dapat berdamai, bailk atas anjuran hakirﬁ
maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak;

- Apanila tercapai perdamaian dalam persidangan maka
Lakim akan memouat akta perdamaian dan akan
menghukum kedua beiah-pihak unfuk memenuhi isi akta
pedamaian;

- Sifat akta perdamaian vyang dibuat di persidangan
mempunyai kekuatan eksekusi (executorial krachf} seperti
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.

Berdasarkan penjelasan singkat dari Pasal 130 HIR atau pasal

154 RBG, maka terhadap akta perdamaian yang dibua_t di

persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya

seperti putusan hakim yang telah memperoelh kekuatan hukum

tetap. Dengan demikian undang-undang sendiri telah

menempatkan akia perdamaian yang dibuat dipersidangan‘

sama dengan putusan yang telah tetap. Sehingga sejak tanggal
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 lahirnya akta perdamaian telah melekat pengadilan dalam arti

memutus sengketa perkara. Namun Pasal 130 HIR atau Pasal
154 RBG mensejajarkannya dengan nilai putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

. Eksekusi terhadap grosse akta

Pengecualian lain yang diberikan oleh undang-undang ialah
menjalankan eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta
hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 253 REG.

Menurut kedua pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengzdilan
bukan merupakan puiusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah
memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini
merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada prinsipnya
eksekusi hanya dapat dijalankan apabila telah memperoelh
kekuatan hukum yang tetap. Pasal 224 HIR atau Pasal 258

RBG memperkenankan eksekusi terhadap petjanjian, asal

perjanjian itu berbentuk grosse akta. Karena dalam perjanjian

grosse akta tersebut mempersamakan dengan putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan

demikian pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan
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.sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan

eksekutorial. ¥’

E.3.2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pada prinsipnya ada 2 (dua) cara menjalankan isi putusan, yang
pertama adalah menjalankan putusan dengan jalan “sukarela” dan yang
kedua adalah menjalankan putusan dengan cara “eksekust’.

Pada dasarnya eksekusi merupakan tindakan paksa menjala‘nkan”
putusan pengadilan yana telah meriperoleh kekuatan hukum tetap, baru
merupakan piflihan hukurn spabila bihak yang kalah tidak mau
menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat

(pihak yang kalah) bersedia mentaati dan memenuni putusan secara

sukarela'.' maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu

harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan
menjalankan putusan secarz eksekusi.™*®

Menjalankan putusan secara sukarela, terhadap pihak yang kalah
memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Karena
dengan sukarela, tergugat memenuhi secara sempurna kewajiban dan
beban hukum vyang tercantum dalam amar putusan. Dan. dengan
menjalankan putusan secara sukarela tidak diperiukan lagi eksekusi,

karena yang kalah telah mentaati isi putusan tersebut.

137 Ihid, hal 8
38 |bid, hal. 9
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Sedangkan eksekusi dijalankan atau difungsikan dalam suatu
perkara dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati atau tidak
menjalani putusan tersebut secara sukarela. Hal ini akan menimbulkan
konsekuensi hukum berupa tindakan paksa berupa “eksekusi”.

Manfaat menjalankan putusan secara sukarela dititikberatkan dari
segi kepentingan dari pinak yang dikalahkan (tergugaf) sendiri. Manfaat
yang paling utama adaiah menghindari tergugat dari “biaya eksekus!”, dan
terhindar dari kerugian moral pada pihak lain.. besar atau kecilnya biaya
eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya akan dibebankan pada

pihak yang tereksekusi."®

E.3.3. Futusan yang uieksekus: bersifat kondemnatoir
Putusan kondemnatoir yakni putusan yang amar putusannya atau
diktumnya mengandung unsure “penghukuman’. I':’utusan yang amar atau
diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman fidak dapat dieksekusi
atau “noneksekutabel”. Ada dua sifat yang terkandung dalam putusan :
a. Putusan yang bersifat kondemnatoir
Putusan yang bersifat kondemnatoir adalah putusan yang
menganddng tindakan “penghukuman” terhadap diri pthak yang

dikalahkan (tergugat). Pada umumnya putusan yang bersifat

kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk contentiosa -

(konteriiiosa), yaifu berupa sengketa atau perkara yang bersifat

%2 1bid, hal. 10
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partai, ada pihak Penggugat yang bertindak mengajukan gugatan
terhadap pihak tergugat, dan proses pemeriksaannya berlangsung
secara contradictoir (kontradiktoir), vaitu pihak penggugat dan
tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah.
b. Putusan yang bersifat deklaratoir
Putusan vyang bersifat deklaratoir merupakan kebalikari dari
putusan yang bersifat kondemnatoir. Putusan yang Dbersifat
deklaratoir, amar atau diktumnya mengandung “pemyataan” hukum
saja tanpa dibarengi dengén penghukuman. Putusan deklaraioir
umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “voluntear”
(voluntair}, yakni perkara vang berbentuk “permchonan” secara
sepihak. Pada bentuk perkara volunteer, seseorang mengajukan
permohonan ke pengadilan secara sepihak."*°
Ciri-ciri  yang meneniukan putusan bersifat kondemnaioir
adalah pada amar putusannya ada perintah menghukum pihak yang
kalah untuk “menyerahkan” suatu barang,
menghukum/memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau
rumah; menghukum atau memerintahkan “melakukan® suatu

perbuatan atau keadaan; menghukum atau memerintahkan

melakukan “pembayaran” sejumlah uang.'"'

140 |hid. hal. 11-12
1 1bid, hal 12
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E.4. Macam-macam eksekusi

a. Berdasarkan objeknya (apa yang dapat dieksekusi),

dibedakan menjadi :

[ e §

jumiahnya jauh febih banyak. Bahkan dilihat dari segi jumlah

. eksekusi putusan hakim;

eksekusi grosse surat utang notariil,
eksekusi benda jaminan (objek Gadai, Hak Tanggungan,
Fidusia, cessie, sewa beli, leasing);

eksekusi piutang negar2, baik yang tmbul dari kewajiban

" (uiang pajak, utang bea masuk) maupun perjanjian kredit

(bank pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun
BUMD);

eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesai<an
sengketa (putusan P4D/P4P, Mahkamah Pelayaran, lembaga
arbitrase, alternative dispute _reso!ution, lembaga-lembaga
internasional, pengadilan asing);

eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau
kepentingan;

eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB;

Jenis eksekusi yang objeknya selain putusan hakim

pelaksanaan eksekusi yang paling banyak adalah eksekusi

benda jaminan oleh perusahaan umum pegadaian, diikuti dengan
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eksekusi terhadap benda jaminan yang lain dan eksekusi karena

tunggakan piutang negara.

. Berdasarkan prosedur, eksekusi dibedakan menjadi .

1. eksekusi tidak langsung, terdiri dari :
- sanksi/hukuman membayar uang paksa, berdasar
perjanjian atau putusan hakim;
- sandera (gijzeling), Pasal 209-223 HIR;
- penghentian/pencabutan langganan, ini didasarkan pada
perjanjiian yang dapat ditemukan datam petanjian iangganan

telepon, listrik, air minum dar lain sebagainya.

. eksekusi langsung, terdiri dari :

eksekusi biasa (membayar sejumlah uang);
- eksekusi riil terhadap : |
> putusan pengadilan;
> objek lalang.
- eksekusi melakukan perbutan;
- eksekusi dengan pertolongan hakim;
- eksekusi parat;
- eksekusi penjualan di bawah tangan atas benda;
- eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasar perjanjian);
- eksekusi dengan izin hakim;

- eksekusi oleh diri sendiri.
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Adanya perbedaan eksekusi langsung dan eksekuéi tidak
langsung didasarkan pada hasil yang didapatkan setelah
dilakukan paksaan terhadap debitor yang tidak mau memenuhi
kewajibannya. Dalam hal paksaan terhadap debitor menjadikan
hak kreditor langsung ierealisasi, maka eksekusi tersebut
dinamakan eksekusi fangsung. Sebaliknya jika dengan paksaan
terhadap debitor hasiinya berupa dorongan kepada debitor untuk
segera memenuhi kewajibannya, maka eksekusi tersebut

dikategorikan ke dalam eksekusi tidak langsung.™

E.5. Eksekusi jaminan fidusia

| Dengan berlakunya Undang-UndanQ Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia
yang telah terbentuk p_ada tanggal 30 September 2000 mulai
menerima pendaftaran barang-barang dar Akta Pembebanan
Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang
bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29

Uandang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
Sebeium beriakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia
yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H (Hogerechts -

Hof) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM — CLYGNETT

42 Muhammad Dia'is, 2000, Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Earu di Bidang Hukum,
Kertas Kerja Orasi limiah, Dius Natalis Ke-43 Fakuitas Hukum, Undip
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dan di negeri Belanda Arrest Hoge Raad tanggai 25 Januari 1929
yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arresi. Bahwa Jaminan
Fidusia yang bersumber pada Yurisprudensi dan Iahir untuk
menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang
digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai/kreditor a@au pihak

ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak

pribadi/persooniijk recht yang bersumber pada perjanjian, dan.

eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang

bersifat Kebendaan.

E.5.1. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya
Undang-Undang Nowmior 42 Tahun 1992

Lembaga Jaminan Fidusia yang bersumber pada
Yurisprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal debitor
Pemberi Fidusia cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya
(membayar utang) yang dijamin dengan Fidusia, maka upaya hukum
yang dapat ditempuh untuk mendapatkan peiunasan piutangnya dari
hasil penjualan gugatan perdata terhadap debitor Pemberi Fidusia
dengan memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan
dan mohon putusan serta merta dalam perkara fersebut dengan
mendasarkan pada bukti otentik atau di bawah tangan {yang tidak

disangkal debitor/Tergugat sesuai Pasal 180 HIR).
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Dalam hal barang yang difidusiakan sudah fidak ada karena
telah' d-ijua! oleh pihak ketiga atau karena alasan lain atau kredit
penggugat memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang
difidusiakan tidak cukup untuk melunasi piutangnya, maka
kreditor/penggugat dapat minta agar barang-barang miiik
debitorftergugat vang lainfyang tidak difidusiakan disita jaminan.
Sedanakan terhadap debitor/terqugat vang fefah menjual objek

jaminan dapa dikenakan tindak pidana penggelapan.’®

E.5.2. Eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999
Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana vyang diatur dalam
BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bUnyi
Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyeoutkan, “dalam
hal debitor Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditor Penerima
Fidusia yang telah mempunyaifmemegang Sertifikat Fidusia
dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara
1. Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana
dimaksud Pasal 15 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1699 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

3 Baca pasal 372 KUH Pidana
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2. Menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari
hasil penjualan (Pasal 15 ayat (3). |

3. Menjual objek Jaminan Fidusia dibawah tangan yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima
Fidusia jika dengaii cara ini akan diperoleh harga yang
tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan
dibawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)
bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan
atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak  yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalem 2 (dua)

surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

E.5.2.1. Peléksanaan titel eksekusi

Daiam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan kantor
pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadiian
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seriifikat Jaminan Fidusia
ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang 'telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung




138

dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. '
Ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi
(alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia, yakni :
a. Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janiji;
b. Ada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada pelaksanaan fitel eksekusi tidak dijelaskan/dicantumkan
apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dengan lelang atau di bawah
tangan, namun mengingat sifat eksekusi dan mengingat penjualan
secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, maka pelaksanaan titel

eksekusi haruslah dengan cara letang.'*

E.5.2.2. Penjualan atas Kekuasaan Penerima Fidusia

Dalam hal debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai
hak untuk menjual benda objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya
sendiri. Penjualan dengancara ini dikenal dengan lembaga parate
ekéekusi dan diharuskan dilakukan penjualan di muka umum
(lelang). Dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah

kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan

4 Newsletter No. 41/V1/Junif2000, hal. 23
™5 )bid.
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pengadilan) kepada salah satu pthak untuk melaksanakan sendiri
secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak yang lainnya (debitor)
ingkar janji (wanprestasi).

Kekuasaan untuk pelaksanaan ini harus dibuktikan dengan
Sertifikat Jaminan Fidusia, dan secara otomatfis eksekusi atas
kekuasaan senciri (Parate Eksekusi) ini mengandung persyaratan

yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titet eksekusi).

E.5.2.3. Penjualan ¢i Bawah Tangan

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara
penjualan di bawah tangan merupakan suatu perkembangan dalam
sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksexusi
Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1996).

Seperti halnya dalam Undang-undang Hak Tanggungan
maka Undang-Undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek
fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat
untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat mefakukan penjualan di
bawah tangan : |

o Kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia. Syarat ini
diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang

menguntungkan para pihak;
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e Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia
kepada pihak-pihak berkepentingan; |
¢ Diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di
daerch yang bersangkutan.
iielihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka besar
kemungkinan (seperti hainya selama ini Hak Tanggungan Hak Atas
Tanah) penjualan dengan cara QI baweh tangan ini tidak akan
popular. Diperkirakan kalau cara inipun ditempuh hanya akan
terbatas pada kredit berskéla besar.

Besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung akan
Iébih disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara yang baru
dalam Undang-Undang Fidusia. Dengan cara fama debitor atau
pemiiik jaminan atas persetujuan debitor akan menebus atau
melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi objek fidusia.
Mungkin uang penebusan adalah berasal dari calon pembeli seteiah
itu atau pada saat yang sama pemifik melakukan jual beli d=ngan
pembeli secara di bawah tangan (ditandatangani oleh pemilik
barang).*®
Dengan melihat topik dan alasan dari penjualan di bawah

{angan ini adalah untuk memperoleh harga tértinggi lalu dilakukan

8 1hid, 24
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jual beli dengan sukarela maka penjualan lelang melalui Balai Lelang
kiranya juga dapat digunakan pada kesempataﬁ ini.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia terdiri atas benda perdagangan afau Efek yang dapat
diperjual-belikan di pasar atau di bursa. Undang-Undang Fidusia
mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.'*’ Bagi Efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, berfaku
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pengaturan
serupa dapat ditemukan pula dalam hal lembaga gadai sebagaimana
hal itu diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata."*®

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi Jaminan Fidusia
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang
Jaminan Fidusia bersifat mengikat (dwinged rechif) yang tidak Gapat
dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari
ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum. '

Mengingat bahwa Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan
dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum
possessorium  dimaksudkan untuk semata-mata member agunan

dengan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia, maka

71 ihat Pasal 31 Undang-Undang Fidusia
48 (NFO IKADIN Jakarta, 2000, “Eksekusi Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 dan Kendalanya”, Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum IKADIN, Jakarta ,
hal. 32 _
149 | jhat Pasa! 32 Undang-Undang Fidusia




142

setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia
untuk memiliki objek Jaminan Fidusia adalah batal demi hukum.'™®
ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi Pemberi Fidusia, dan
teristimewa dalam hal nilai objek Jaminan Fidusia melebihi besarnya
utang yang dijaminkan.”®" Ketentuan serupa dapat kita jumpai pula
dalam Pasal 1154 KUH Perdata tentang lembzaga gadai, Pasala 12
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan

Pasal 1178 ayat (1) KUH Percata sehubungan dengan hipotik. '

E.6. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan,
bahwa :

Setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apzpun memberikan
keterangan secara menyesaikan, yang jika hal itu diketahui
oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan
filusia, dipidana dennan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pertama-tama ketentuan tersebut harus kita baca sebagai
ketentuan yang bersifat umum, yang fidak hanya tertuju kepada

debitor/pemberi-fidusia kreditor saja, akan tetapi juga tertuju kepada

10 | ihat Pasat 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia
151 ihat Pacal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia
152 INFO IKADIN, Loc.Cit.
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kreditor/penerima-fidusia, atau bahkan pihak ketiga. Kata “Setiap
orang” memberikan petunjuk kesana.’?

Selanjutnya apakah perlu diperjelas, yaitu apakah ketentuan
tersebut berlaku untuk semua fidusia, ataukah hanya berlaku untuk
fidusia yang didafiarkan saja? Melihat kepada besarnya ancaman
hukuman, apakh patut untuk fidusia yang — seperti yang selama ini
banyak muncul di dalam praktek, terutama di daerah-daerah --
nilainya hanyabeberapa puluh ribu saja, ancaman pidanan begitu
besair? Sepeiti yang dikemukan di atas .dalam prakieknya nanti,
dengan mengingat akan biayanya, kemungkinan besar bagi fidusia
yang didaftarkan hanya yang nilainya besar-bnesar saja. Dengan
mengingat akan beratnya hukuman, dan mengingat praktek yang
selama ini ada, maka ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Fidusia
kiranya hanya tertuju kepada Pemberi Jaminan yang telah
didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia
saja.’>

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia,
mengatakan :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau

menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2} yang

dilakukan tanpa persetujuan ftertulis ferlebih dahulu dari -
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling

83 Satrio, Op.Cit, hal. 336
154 .-
ibid.
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fama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Ancaman pidana sebagaimana yang dimuat pada Pasal 36
merupakan onsekuensi dari pengaiihan hak kepemilikan atas benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara constitutum
possessorium bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977
KUH Perdata yang menentukan penguasaan atas barang bergerak

rmerupakan alas hak bagi kepemilikannya. ">

' E.7. Kendala yang dihadapi dataiti eksekusi objek jaminan
| fidusiz
E.7.1. Obiek jaminan fidusia tidak dapat diletakkan sita
eksekusi
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia benar—beﬁar memberikan angin segar bagi

pemegang fidusia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan sebagai berikut
Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengacilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
pasti.
Kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksudkan pada Pasal
15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tersebut adalah langsung dapat -

dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri dan bersifat finat serta

155 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 136
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mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut
Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan péngadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan
Pasal 195 HIR dan selanjutnya, arfinya bahwa eksekusi putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
bersifat serta merta harus dilakukan dibawah pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang. Oleh karena Pasal 15 ayat (2)
UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan sertiﬁkat jaminan fidusia yang
berisikan irah-iran “Demi Keadifan Berdasaixan Ksiuhanan Yang
Maha Esa” mempunyai kekuatan hukumi eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang berjudul “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus di
bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.'®
Sebagaimana diketahui, proses eksekusi suatu putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang bersifat serta
merta termasuk proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia/hak
tanggungan vang berjudul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketufianan
Yang Maha Esa” mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu :
1. Tahap peneguran, pada tahap ini debitor yang cidera janji

diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar

8 INFO IKADIN,Op.Cit, hal. 35
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utangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah deberi

peneguran.

. Tahap sita eksekusi, dalam hal debitor dalam jangka 8

(delapan) hari tersebut di atas, tidak juga memenuhi
kewajibannya membayar hutang kepada kreditor, maka
kreditor pemohon eksekusi {(penggugat pemenang perkara
atau kreditor pemegang hak tanggungan/kreditor pemegang
jaminan fidusia) mohon kepada Ketua Pengadilan yang
sorwenang unfuk melakukan sita eksekusi. Dalam hal
pemohon eksakusi adalah pemegang sertifikat jaminan fidusia
atau pemegang hak tanggungan yang dimohonkan sita
eksekusi adalah objek jaminan fidusia, objek hak tanggungan.
Atas permohonan sita eksexusi iersebut Ketua Pengadilan
yang berwenang akan menerbiikan siia eksekusi dan

kemudian jurusita melakukan sita eksekusi.

. Tahap pelelangan, dalam hal setelah dilakukan sita eksekusi

terhadap hak tanggungan atau objek fidusia (barang jaminan)
debitor iestap fidak membayar hutangnya, mcka atas
permohonan pemohon eksekusi (kreditor pemegang sertifikat
hak tanggungan atau serifikat fidusia) Pengadilan yang
berwenang akan mienerbitkan penetapan

pelelangan/penjualan umum,baru kemudian Kantor Lelang
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Negara akan melakukan pelelangan objek jaminan hak
tanggungan afau objek fidusia. Tentunya setelah semua
persyaratan yang diperiukan dipenuhi dan hasil penjualan
lelang tersebut setelah dipenuhi dan hasil penjualan lelang
tersebut setalah dikurangi biaya lelang dan biaya lain-lain
diserahkari kepada kreditor pemohon eksekusi. Dalam hal ada
sisa hasil penjualan lelang tersebut harus diserashkan

kembali kepada debitor.

E.7.2. Obijek fidusia telah dibeli oleh pihak ketiga dengan iticad
baik

Meskipun Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, menentukan bahwa pemberi-fidusia
dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek
Jjaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertvlis lebih dahulu
dari penerima-fidusia.

Dari bunyi pasal tersebut tetap timbul suatu permasalahan,
dalam hal pemegang jaminan fidusia mohon sita eksekusi terhadap
objek fidusia fernyata objek jaminan fidusia tersebut telah dibeli oleh
pihak ketiga secara beritikad baik, bukankah pihak ketiga tersebut
berdasarkan Pasal 1977 KUH Perdata boleh percaya bahwa barang
bergerak orang yang menguasai (membezit) barang tersebut adaiah

pemiliknya (bezit geldt als volkomen fitle}.
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Melihat uraian di atas, maka kita dapat melihat Pasal 20

Undang-Undang Jaminan Fiduisia yang menentukan “aminan fidusia

tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam

tangan siapapun benda tersebut berada terkecuali pengalihan atas

benda persedian yang menjadi objek, jaminan fidusia, tetap timbul

permasalahan sebagai berikut :

Jika benda objek jaminan fidusia dapat diketemukan tetapi
telah mejadi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik.
Apakah objek jaminan fidusia fersebut akan tetap dieksekusi
oleh Ketua Pengadilan , karena menurut Pasai 20 Undang-
Undang Jaminan Fidusia mempunyai sifat melekat pada
bendanya seperti Hak Tanggungan dan  hipotik.
Persoalannya, dalam hal pembeli tanah yang beritikad baik
sebelum membeli objek tanah berkewajiban menurut
hukum untuk melihat pada Kantor Pendaftaran Tanah dan
Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, apakah hak atas tanah
tersebut menanggurg beban hak tanggungan atau hipotik.
Hal ini dimaksudkan adalah untuk mernghindar terjadi
permasalahan hukum dikemudian hari (timbul sengketa).
Apabila pembeli telah mengetahui bahwa tanah tersebut
menénggung heban Hak Tanggungarn/Hipotik tetapi tetap

saja dibeli oleh pembeli, maka menjadi tanggung jawab bagi
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pembeli untuk menanggung segala resikoc yang timbul dari
perbuatan hukum tersebut .‘jika tanah vyang dibelinya
dilakukan eksekusi dalam hal debitor pemilik asal tanah
tersebut cidera janiji.

» Kendala yang sama akan dialami juga oleh kreditor
pemegang fidusia dalam hal ia memilih mzajual objek
jaminan fidusia melalui menjual atas kekuasaan sendiri
dengan mohon bantuan Kantor Lelang/Balai Lelang untuk
menjual objek iaminan fidusia sesuai dengan ounyi Pasal 15
ayat (3) ‘Yndang-Undang Jaminan Fidusia, akan tetapi
barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak
diketemukan atau dikuasai oleh orang lain tentunya Kantor
Lelang/Balai Lelang tidak dapat melakukan penjualan lelang

objek fidusia tersebut. '’

E.7.3. Objek Jaminan Fidusia Hilang atau Dikuasai oleh Orang
Lain

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut,
pembentuk  undang-undang  telah meniberikan antisipasi
sebagaimana yang diatur dalam Bab Vi Ketentuan Pidana Pasal 36

yang menyebutkan :

57 |bid, hal 38




150

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persefujuan ftertulis ferfabih dahulu dan
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh jufa rupiah)”.

Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 36 Undang-Undang
Jaminan Fidusia adalah untuk menghindari atau mencegah debitor
pemberi fidusia tidak memindahtangankan atau menghilangkan
objek fidusia tersebut.

Namun dalam hal demikian memang tetap dilakukan oleh
debitor, maka yang menjadi kendala adalah kesulitan bagi krediior

pemegang hak fidusia untuk melaksanakan hak eksekusi.

E.7.4. Fidusia ulang
Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang untuk melakukan
fidusia ulang/fidusia ke-2 dan ke-3, hal ini adafah untuk melindungi
kepentingan kreditor dari perbuatan debitor yang mengambil
keuntungan dari perhuatan memanfaatkan fidusia yang berientangan
dengan undang-undang. Untuk jaminan fidusia maka kita dapat
méngacu pada ketentuan pada Pasal 1159 KUH Perdata yang
menentukan sebagai berikut :
Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang
diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa
menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar

sepenuhnva baik uiang pokok maupun bunga dan biaya
utangnya, vang untuk menjamin barang gadainya telah

M;\}}?

T
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.diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikefuarkan
untuk menyelamatkan barang gadainya.

Jika diantara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu
uatang ke dua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai,
dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau
pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidakiah
diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya
dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah
diperjanjikan untuk mengakibatkan barang gadainya bagi
pembayaran utang keduanya.

Dari bunyi pasal yang telah disebutkan di atas, maka kreditor
dalam hal ini diberikan atau berhak untuk menerima pembayaran
piutangnya dari hasil penjualan lelang objek gadai sanpai seluruh
vtang kreditor dilunasi oleh debitor.. bahakan undang memberikan
penegasan untuk piutang yang diberikan kemudian, tetapi telah jatuh
tempo sebelum piutang yang dijamin gadai jatuh tempo atau
sebelum pembayaran terhadap piutang pertama dilakukan juga
menjadi dijamin deiigan gadai (dimana pemberi gadai tidak dapat

meminta kembali sebelum semua utangnya dilunast.

E.7.4. Pemberi fidusia mencampurkan objek fidusia dengan
benda lain
Jika pemberi fidusia dengan mendapat persetujuan dari
peneiima fidusia telah menggabungkan atau mencampurkan objek
fidusia dsengan barang lain milik pemberi fidusia sehingga tercipta

benda baru, apakah hal tersebut tidak menimbulkan perscalan.
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Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dulu ketentuan Pasal
23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yéng menyatakan :

Dengan tidak mengurangi Ketentuan sebgaimana dimaksud
dalfam Pasal 21, apabila penerima-fidusia setuju, bahwa
pemberi-fidusia dapat menggunakan, menggabungkan,
mencampur, atau mengalihkanbenda atau hasil dari benda
yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui
melzkukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut
.Ydak berarti, bahwa penerima-fidusia riclepaskan faminan
fidusia

Jika kita melihat kata kedua dari bunyi pasal tersebut di atas, - h

maka tindakan “menggabungkan” benda-benda jaminaii bisa diduga,
batwa yang dimaksid “menggabungkan” adalah menjadikan 2 (dua)
benda, yang semula merupakan benda-benda yang berdiri sendiri-
sendiri menjadi 1 (satu) benda.™®
Apabila difihat dari penjelasan undang-undang atas pasgl
tersebut adalah lain. Katanya : “yang dimaksud dengan
“menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian dari penda
~ tersebut. Penjelasan seperti. in EnembéWa pada pikiran,‘ bahwé
bagian-bagian yang digabungkan itu memang semula adalah bagian
dari benda yang bersangkutan sebagai satu kesatuan. Jika hal
tersebut memang merupakan bagian daﬁ benda yang bersangkutan

mengapa perlu ada persetujuan?

Bahwa penerima fidusia bisa dan boleh menyetujui -

“penggabungan” benda-benda fidusia, kiranya tidak ada masalah.

158 . Satrio, Op.Cit, hat, 292
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Akan tetapi, yang terpenting adalah, bagaimana akibatnya terhadap
benda baru yang terbentuk dari penggabungan kedua benda jamtnan
tersebut. Bukan dalam akta penjaminan, bendé baru -- yang pada
waktu itu belum ada -- tidak disebut-sebut."

Sedangkan kata yang ketiga dari Pasal 23 ayat 1 Undang-
Undang Jaminan Fidusia adalah kata tindakan "mencampur".
Tindakan “mencampur’ dalam pengertian sehari-hari adaiah lain darni
“menggabungkar”, karena barang yang dicampur umumnya sudzah
tidak tidak bisa atau paling tidak sulit sekali, untuk dipisahkan lagi.
Seperti beras Raja Lele dicampur dengan Beras Pandan Wangi,
essens minyak wangi dicampur dengan alkohot. ™

Sedangkan jika kita baca penjelasan pasal 23 Undang-
Undang Fidusia dikatakan, bahwa : ‘yang dimaksud dengan
mencampur adalah penvatuan benda yang sepadan dengan benda
yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Melihat penjelasan mengenai maksud dari kata-kata “benda
sapadan”  tidak diberikan penjelasan mengenai maksud kata

tersebut. Sehingga apa akibat hukum dari tindakan itu terhadap

benda-baru yang terbentuk dari tindakan “mencampur” tersebut.

158§ gatrio, bandingkan pasal 588 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa semua
yang dilekatkan pada suatu benda atau yang menjadi satu kesatuan benda yang
bersangkutan, adalah- milik orang menurut ketentuan pasal-pasal berikut adalah pemiliknya.
Dan berdasarkan pasal 601 — Pasal 603 KUH Perdata dianut asas accessie, sehingga
benda yang terbentuk mengikuti benda pokoknya dan pada asasnya menjadi milik st pemilik

kok
ibid, hal. 293
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Sehingga penulis berpendapat bahwa akibat hukumnya terhadap
benda baru yaﬁb terbentuk dari‘tinddak'ap “mencampur” adalah
sama dengan “menggabungkan”. Dan bagaimana jika ada pérsoa!an
dan menimbulkan akibat dari fimbulnya atau terciptanya benda baru
akibat “menggabungkan atau mencampljrkan" benda dimaksud,
kemudian bagaimana cara mengeksekusiriya, apakah benda baru
tersebut dapat dieksekusi/dijual lelang sebagai objek jaminan
fidusia? Dan ini periu mendapat pemecahan dan solusi yadg

mendgalam.




BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mempertajam dan memperdalam suatu kajian penelitian
ini, maka pengyunaan metode penelitian merupakan syarat mutiak
dalam proses penelitian, oleh karena penelitian inilmerupakan kegiatan
ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk
mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-
gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan
prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban sescara
Ciimiah  berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan
menerangkan sesustu yang ada dan mungkin sebagai suatu
kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat

diterima oleh akal sehat manusia.’

A.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan pendekatan yuridis-empins. Pendekatan
yuridis dipergunakan untuk mengahalisa berbagai peraturan
perundang-undangan dibidang hukum jaminan dan khususnya

jaminan fidusia.

' H. Hadari Nawawi, Penelitian Térapan, Gajah Mada University Press
Yogyakarta, hal. 8 I
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Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk
menéanalisa hukum bukan semata-mata sebagai suaiu perangkat
aturan peraturan perundang-undangan yang bersifat normative
belaka,akan tetapi hukum disini dilihat sebagai gejala prilaku
masyarakat dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu
berinteraksi dan berhubuigan dengan aspek kemasyarakatan
seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai penemuan
dilapangan akan dijadikan sumber dan bahan utama dalam
mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan bercegang
pada ketentuan normatif.

Penelitian empiris penulis lakukan penelitian pada Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia Kalimantan Barat di Pontianak,
Pengadiian Negeri éontianak, Kantor Lelang, Perum Pegadaian
Pontianak, beberapa bank di Pontianak, serta untuk mendukung
data yang diperoleh, dilakukan juga pada beberapa Notaris dan

Advokat di Pontianak.

A.2. Spesifikasi Penelitian

" Penelitian ini bersifat deskrivtif analitis, karena bermaksud
menggambarkan secara jelas fenomena yang menjadi pokok
permasalahan, dan akan mengeksplanasi berbagai aspek yang
terkait déﬁgan proses pembebanan jaminan fidusia dan sampai
pada eksekusi jaminan fidusia dalam hal perﬁberi fidusia cidera janji

serta kendala-kendala apa yang difimbulkan.
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A.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusiaz Kalimantan Barat di Pontianak, Pengadilan Negeri
Pontianak, Kantor Lelang, Perum Pegadaian Pontianak, beberapa
bank di Pontianak, serta untuk mendukung data yang diperoleh,
penulis melakikan wawancara dengan beberapa Notaris dan
Advokat di Pontianak.
A.4. Populasi dan Sampel

A.4.1. Papulasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas;
obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan Kkarateristik
teitentu yang ditetapkan ofeh peneliti untuk mempelajari dan
kemudian menarik kesimpulannya.’

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-
benda alam lain vang lainnya. Populasi juga bukain sekedar
jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetpi
meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau
obyek itu.?

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang hemiliki

hubungan dengan Jaminan Fidusia di Kota Pontianak.

2 Sugiono, Mefode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta, 2001, hal. 57

3 altherton & Klemmack dalamn Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial suatu
feknik penelitian bidang kesejahteraan Sosial fainnya, Bandung : Remaja Rosda Karys,
1999, hal. 63 ‘ .-
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A.4.2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini

adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampe! yang

dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan

pada tujuan tertentu.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mardaiis, yaitu :

“penggunaan teknik purposive sampling mempunyai
suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara
penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga
sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi
vang dikepral sebelumnya. Penggunaan teknik ini
senaniiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang

ciri-ciri tertentu yang didapat dari populasi sebelumnyva”.*

Adapun responden yang menjaci sumber data dalam

penelitian ini adalah :

-1

Kepala Pendaftaran Jaminan Fidusia Propinsi Kalimantan
Barat di Pontianak.
Kepala Pengadiian Negeii di Pontianak.

Pimpinan PT. Bank Negara Indonseia (Persero) Tbk Cabang

Pontianak.

Pimpinan PT. Bank KALBAR Cabang Utama di Pontianak.
Kepala Kantor |.elang Negara di Pontianak.

Pimpinan Perum Pegadaian di Pontianak.

Notaris di Pontiank, dan;

Pengacara Praktek di Pontianak.

4 Mardatis, Metode Peneiitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : Bumi Aksara,

hal. 58
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A.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh tangsung dari lapangan melaiui penelitian, yaitu dari
pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam
penelitian ini, diantaranya pendapat dari Hakim, Notzris dan
Pengacara, pihak bank dan kantor Lelang dan pihak Pegadaian.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
bahan kapustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan bzhan
kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdifi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Bahan hukurn primer beruba : norma dasar Pancasila, UUD 1945,
Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan
perundang-undangan ssbagai peraturan organiknya. Bahan hukum
sekunder berupa : rencana peraturan perundang-undangan. buku-
buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya’
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum

tertier berupa bibliografi dan indels komulatif.

_ A.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara .
a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstrukiur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman padsa
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daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh
péneliti, sedangkan wawancara iak terstruktur yakni wawancara
yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan.

b. Observasi (pengamatan), yakni pengamatan yang dilakukan
terhadap kegiatan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak, beberapa Bank, kantor
Lelan'g, yang berkaitan langsung proses pembebanan Jaminan
Fidusia dan eksekusi jaminan fidusia, seria instansi terkait
dengan masalah tersebut sebagai responden.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dar instrumen utama
dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri,
sedangkan instrumen penunjang adaiah daftar pertanyaan, catatan

lapangan dan rekaman recorder.’

A.7. Pengolahan dar Analisis Data
A.7.1 Pengolahan Data
Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode
observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data
dengan cara sebagai berikut °
c. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu
diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang

diragukan keberarannya atau masih belum jelas,
- setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang

5 3. Nasutian, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung : Tasrito, 1992,
hal. 8 .

5 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kerfas Kerja atau Skripsi limu Hukurz,
Bandung : Mandar Maju, 1895 _ SR
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lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden
yang bersangkutan.

d.” Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan
kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali kedalam
buku tulis yang kedua, dengan judut catatan hasil
wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini
memuat catatan-catatan keterangan menurut nama-
nama responden.

e. Selaniutnya setelah kembali dari lapangan , penulis
mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan
membanding-bandingkan antara keterangan yang satu
dengan lain dan mengelompokannya dan
mengklasifikasikan data tersebut kedalam buku ketiga,
menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk
memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai
hasil penelitian lapangan.

A.7.2. Analisis Data

Analisis data pada peneliian ini dilakukan secara
kualitatif, yaitt dari data yang diperoleh kemudian disusun
secara sistematis kemudian dianalisa secara kuafitatif untuk
mencapai kejelasan masaiah yang dibahas.

Analsis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan
oleh responden secara tertulis atau fisan dan juga perilakunya
yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan

disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan

7 Soeriono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta : Raja Grafindo, hal. 12
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yang diteliti® Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu
Kkesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini.

B. Sistematika Penulisan

BAB |, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang

lztar belakang penelitian yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
BAE !, merupakan bab tinjavan pustaka yang menguraikan

Proktek Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Pontianak Perjanjian Kredit

Dengan Jaminan Fidusia dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hal '

Terjadi Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999. Bab kedua ini terdiri atas 3 (tiga) sub bab, terdiri aias . Sub. A.
tentang Tinjauan Umum Perjanjian, Sub B tentang Tinjauan Umum
Perjanjian Kredit, Sub C tentang Tinjauan Umum Jaminan, Sub D
Tinjauan Umum Jaminan Fidusia, yang meliputi latar belakang
timbulnya jaminan fidusia, arti penting jamianan fidusia, pengertian dan
sifat jaﬁinan fidusia, fungsi jaminan pada umumnya, jenis-jenis
jaminan dan jaminan kébendaan. Sub D. Tinjauan tentang jaminan

fidusia, yang meliputi : sejarah fidusia, ruang lingkup jaminan fidusia,

bengaturan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomer '

42 Tahun 1999, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan -

8 1B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian il, Surakarta - UNS
Press, 1988, hal 37 ) )
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fidusia, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia. Sub E. Tinjauan
tentang éksekusi jaminan fidusia, yang meliputi, pengertian eksekusi,
d'asar hukum eksekusi, asas-asas eksekusi, macam-macam eksekusi,
eksekusi jaminan fidusia, cara-cara eksekusi jaminan fidusia,
ketentuan pidana jaminan fidusia dan kendala-kendala vang tmbul
dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

BAB |lI, berisikan metode[dgi penelitian yang penulis gunakan
dalam rangka pengumpulan data di {apangan dan data keﬁhstakaan.
Adapun susunannya adalah sebagai berikut : metode pendekatan,
spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel (populasi
daﬁ teknik sampling), jenis dan sumber data, teknik pengumpulan daia
dan instrument penelitian, dan pengolahan dan analisa data yang
terdiri dari pengolahan Gata dan anafisa data.

BAB IV, berisikan hasil penelitian dan pembah'asan yang terdiri
dari, A. Penyelamatan dan penyelesaian kredit oleh bank
penyetamatan kredit oleh bank dan penyelesaian kredit oleh bank, B.
Praktek pelaksanaan eksekusi iaminan ficusia : pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia berdasarkan titek eksekutorial, penjualan atas
kekuasaan penerima fidusia atas dasar parate eksekusi, penjualan
objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, ketenfuan pidana. C.
Kendala-kendaia eksekusi dbjek jaminan fidusia : objek jaminan fidusia
tidak dapat diletakkan sita eksekusi, objek fidusia telah dioeli oleh

pinak ketiga dengan itikad baik, objek jaminan fidusia hilang atau
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dikuasai oleh orang lain, fidusia ulang, dan biaya lelang tinggt dalam
pelaksanaan eksexkusi di KP2LN.
BAB V, berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran dari penulis

yang berhubungan dengan penelitian int.
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Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka wakiu 6 (enam)

bulan dan dipusatkan Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Penetapan jangka wakiu selama 6 (enam) bulan dirasa cukup oleh

penulis dengan pertimbangan wakiu, biaya yang dianggarkan dalam

penelitian tesis ini. Sedangkan menganai lokasi penelitian yang dipilih

penulis adalah dikarenakan penulis memahami betul situasi dan

kondisi yang akan diteliti serta didukung akses kedalam maupun ke

luar dalam pengambilan data. Dengan pertimbangan inilah penulis

menetapkan lokasi penelitian di Kota Pontianak sebagai ibu kota

Propinsi Kalimantan Barat.

Adapun rincian jadwal kegiatan adalah sebagai berikut :

KEGIATAN

L
1

Alokasi Waktu / bulan

2

3

4

5

6

Persiapan :

- Review Proposal penelitian

dan perbaikan

- Pengurusan administrasi dan
ijin penelitian

- Perumusan / pemantapan
quisioner '

Operasional lapangan :
- Survey / observasi lapangan

- Pengumpulan data
- Klasifikasi data
- Analisa data

»

>

Seminar Hasil Pnelitian

i

Penyusu'nan Lap. penelitian/tesis




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada PT. Bank BNI (Persero)
Tbk. Cabang Pontianak dan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Cabang Utama Kalimantan Barat di Pontianak
A.1. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank
A.1.1. Penyelamatan Kredit Oleh Bank

Sekalipun bank dalam memberizan kredit tidak menginginkan
bahwa kredit j}éng diberikan ak.an menjadi kredit yang bermasalah, dan
uniuk kepertuan itu pihak bank akan metlakukan segala upaya preventif
yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah.
Namun tidaklah mustahil pada akhirnya kredit tetap jﬁga bermasalah
yang meskipun kecil bahxan keadaan kredit itu bukan saja sekadar
tidak lancar atau diragukan melainkan akhirmya menjadi macet.

. Tindakan vyang dilakukan bank adalah melakukan upaya-upaya
represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan adaiah
melakukan upaya penyelamatan kredit. Sete'ah upaya yang dilakukan
tersebut ternyata tidak berhasil juga maka bank akan menempuh
upaya penagihan.’

Untuk memperbaiki atau memperlancar kredit semula
tergolong diragukan atau macet, bank meiakukan tindakan

penyelamatan kredit agar kredit yang semuia tergolong diragukan atau

! Hasil wawancara pada Bagian DKK PT. Bank BNI (Persero) Cabang Pontianal
dan Bagian KCU. PT. (BPD) Bank Kalbar Pontianak, tanggal 6 -7 Juli 2004
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macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan kredit oleh bank
dicanturﬁkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk
penyelamatan kredit tersebut dapat berupa :

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat
kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan / atau
jangka waktunya;

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian
atau selurvh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan
iadwa! pembayaran, jangka wakiu, dan / atau persyaratan
lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum
saldo kredit-kredit;

c. Penataan kembali {restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat
kredit yang menyangkut :

+ Penambahan dana bank dan atau,

o Konversi seiurun atau sebagian tunggakan bunga meniadi
pokok krdit baru, danfatau,

. Konversi baru atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan
dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwaian
kembali dan / atau persyaratan kembali.”

Tindakan penyelamatan dimaksud' adalah untuk penyeiamatan
kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor dengan harapan kelak

akan dilunasi atau setidak-tidaknya dapat memperkecil kerugian-

2 Hasil wawancara pada Bagian Penyelia Pemasaran dan DKK PT. Bank BN!
(Persero) Cabang Pontianak, tanggat 6 Juli 2004 .



kerugian sebaga‘i akibat adanya kredit macet. Memang dalam hal ini
tindakan penyeiamatan kredit yang dilakukan oleh pihak bank
. terkadang mengalami kendala, baik kendala &éting dari debitor
maupun kendala yang dihadapi oleh pihak bank sebagai akibét bank
tidak dapat meralisasi hak dalam melakukan penagihan. Oleh sebab
itu bank sedaya upaya akan melakukan tindakan persuasive teriebin
dahulu dan jika ini tidak berhasil maka bank baru akan menempuh
prosedur penyelesaian kredit.

Dari uraian ini, penulis berkesimpulan bahwa intuk merealisir
hak kreditor  berupa penyelamatan kredit macet, pihak Dbank
melakukan tindakan secara persuasive berupa peniadwalan ulang
utang (rescheduling), persyaratan kembali (recondutionong) dan

penataan kembali (restructuring).

A.1.2. Penyelesaian Kredit Oleh Bank -

Berdasarkan tanggapan pada dua bank di Pontianak , bahwa
apabila menurut pertimbangan bank, kredit vang bermasalah tidak
mungkin diselamatkan dan menisdi lancar kembali melalui upaya-
upaya penyelamatan sehingga akhimya kredit tersebut menjadi macet,
maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau
penagihan kredit bermasalah atau macet tersebut. Penyelesian atau
penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk

memperoleh kembali pembayaran baik dari nasabah debitor dan / atau
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penjamin atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa
melikuidési agunannya.’

Walaupun bpank tidak mengharapkan terjac‘l‘inya kredit
barmasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan
perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam
menangani kredit bermasalah tersebut. Karena itu untuk
menyelesaikan kredit bermasalah perlu menggunakan pendekatan
sebagai berikut :

a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya
kredit bermasalah;

b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasaiah
atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;

c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi
bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera
mungKkin; |

d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan
cara menambah platfond kredi* baru atau tunggakan-tunggakan
bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau
yang lazim dikenal dengan praktek platfondering kredit;

e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian

kredit bermasalah, Khususnya untuk kredit bermasalah kepada

3 Hasil Wawancara pada Bagian KCU PT. (BPD) Bank Kalbar di Pcntianak, pada

tanggal 7 Juli 2004 .




pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debior-debitor besar
tertenty.
Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau
macet menempuh cara-cara sebagai berikut :
1. penverzhan pengurusan kredii macet kepada DJIPLN / KP2LN
2. proses gugat perdata

3. penyelesaian melalui badan arbiirase

..ha

penaginan olen Penagih Utang (dedt coffzciiir) swesta.
Untuk penysiamatan kredit yang dilaminkan dengan Fidusi
khusus untuk bank BUMN lgjim diseratikan diselesaikan secara

arsuasive, dan jika hal tersebut debitor tetap lidak dapat memenuhi

mohsn bahtuan pada pihak KP2LN. namun yang cenderiing
dilakukan bank sdalah mengutameakan penyelesalan kredit secara
persuasive terlebih dahufu.®

Berdasarkan pada hasil peneliian di atas psnulis dapat
menyimpulkan bahwa bank dalam mengatasi kredit bermasalah atau
kregit macet menggunakan pendekatan-pendekatan secara persuasif
dengan alasan masih memberikan kesempatan bagi debitor untuk
_memperbaiki atau menyanggupi untuk memenuhi kewaiiban yaitu

pelunasan hutang beserta hutang.

* Hasil wawancara pada Bagian DKK {Des Kredit hhusus) PT. Bank BNi (Fersero)
Cabang Pontianak, {anggal 6 Juli 2004

% Hasil wawancara pada Bagian DKK PT. Bank BNI (Persero) Cabaqg Ponltanak,
pada tanggal & Juli 2004
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Jika dengan pendekaten persuasif yang diberikan bank
kepadé debitor juga tetap tidak membuahkan hasil, maka bank Sawu
menggunakan tindakan penyelesaian kredit, yaitu penagihan.
Tindakan penagihan dilakukan jika debitor tidak dapat lagi memenuhi
kewajiban-kewajiban atas hutangnya. Tindakan penagihan
merupakan upaya i=raknir vang diiakukan kreditar. -Tindakan i
didasarkan atas kersepakatan aniara debitor dengan kreditor atas
perianjian mambuka kredit sebelum kredit itu ditutup. Tindakan
penagthan yang ditakukan kreditor adalah hak kreditor sebagaimans
yang tercantum datam perjanjian kredit, dimana pada Klausula
perjanjian membuka kredit tersebutt dicantumkan... apabila debiior

cidera janii berups tidek memsnuhi kewsjiban atas utang poKok
ditambzh bunga yans diletapkan dan telan jauh tempo, maka
kreditor berhak untuk melakukan penagihan.®

Tindakan penagihen yang dilakukan bank dalam rangxa
menyelesaikan kredit bermasalah atau macet menempuh cara-cara
sebagai berikut :

1. penveranan pengurusa'n kredit macet kepada DJPLN / KP2LN
2. proses gugat perdata
3. penyelesaian melalui badan arbitrase

4. penagihan oleh Penagih Utang (debt coliectur} swasta.

8 terjemahan bebas yang diambil dari blongko PMK (perjaniian membuka kredi
penciitian pada PT, BN} (Persero) Tbk Cabang Pontianak, dan dalam hal ini penuiis tidak
dapat memiliki blangko tersebut dengan aslasan hanya untuk kepentingan intemal bank
semata, penelitian pacs tanggal 6 Juli 2004 e




Untuk penyelamatan kredit yang dijaminkan dengan Fidusia
kKhusus. uniu'..{ bank BUMN lajim diserahkan diselesaikan secara
;pefsuasi.ve, dan jika hal tersebut debitor tetap tidak dapat memenuhi
prestasi atas utang-utangnya, maka bank mengambil tindakan
mohon bantuan pada pihak KF2LN.

Dengan diperlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, Khususnya teniang pelaksanaan
penagihan dalam beniuk eksekusi sebagaimana diatur pada Pasai
15 ayat {3) dan Pasal 29, maka bank dapat mietakukan dengan caid :
isksanaan tite! eksekutorial (Fiat Pengaditan), Pelaksanuan Farsle
Eksckust (Penjualan atas kekuasaan kreditor dengan meminta
panivan pada D4PLN / KP2LN setempal), dan penjuaian secara
gipawalh tangan 2ias kes@pakatert antara kreditor dengan debiior
dengan harapan akan memperclch harga yang febik tinggl.

Perintah sebagaimana yang digariskan-Pasal 15 ayat (3) dan-
Pasal 22 UU. No 42 Tahun 1999 diharapkan memberikan

perlindungan. hukum. yang kuat bagl krediter dalam rangka

penyelamatan atas ufang, karena utang yang diberikan kepada

debitor merupakan dana dari masyarakat dan pihak ketiga yvang

dititipkan kepada bank dalam rangka peningkatan ekonomi

‘kergakyatan.--
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B. Praktek pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia {pada PT Bank
BMN! | (Persera} Thk Cabang Pontianak dan PT. Bank
Pembangunan Daerah (RPD} Cabang Utama di Pontianak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tantang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia
vang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai
pada tanggal 30 Sepiember 2000, maka jaminan yang persifat

kebendaan den pelaxsanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 26

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1588

- yang bersumber dert Yurisprudensi ysite Arrest H. G.H (Hogerechis
Hof) tanggal 18 Agusius 1932 dalam perkara BPM — CLYGNETT dan
di negeri Belanda Amest Hogs Raad fanggal 2% danuart 1929 yang
terkenal .déngan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia
yang bersumber pada Yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangt
syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus
dikuasai oleh penerima gadaikreditor atau pihak ketiga dengan
persetuiuan penerima gadai merupakan hak pribadilpersooniiik recht
yang‘be.rsumber pada perianijian, dan eksekusi teniu berbeda dengan

eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat Kebendaan
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lembaga Jaminan Fidusia yang bersumber pada
Yurigprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal debitor
Pemberi Fidusia cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya (membayar
utang) yang dilamin dengan Fidusia, maka upaya hukum yang dapat
ditempuh untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan gugatan perdata ‘térhadap debitor Pemberi Fidusia dengan
memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon
putusan serfa merta dalem perkara tersebut dengan mendasarkan
pada bukti ctentik ataur di bawah tangan (yang tidak disangkal

debitor/ Tergugat sesuai Pasal 180 HIR).

gt afau kredit periggugatl memperkirakan bahwa Hash perijualan
harang yang difidusiakan tidak cukup unrwk melunasi oiwiangnya,
maka kreditor/fpenggugat dapst minta ager barang-barang milix
debitorftergugat  yang lainfyang tidak difidusiakan di sita obijek
jaminannys. Sedangkan terhadap debi orftergugat vang telah meniual
obiek jaminan dapat dikenakan tinaak pidana pengge!apanf

Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana vang diatur dalam
BAR V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sehagaimana bunyi
Pasal 29 iUndang-Undang Jaminan Fidusia, “dalam hal debitor

Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditor Penerima Fidusia yvang telah

7 Baca pasal 372 KUH Pidana
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mempunyaifmemegang Sertifikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual
obiek Jéminan Fidusia dengan cara :

1. Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang WMaha Esa sebagaimana
dimaksud Pasal 15 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

2. Menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuaszan sendiri mietalui
pefeiangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil

penjualan {Pasat 15 ayat (3).

e

Menjual objek Jaminan Fidusia dibawah tangan vang ditakukan
werdasarkan kesepaskatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika
dengan cara ini akan diperoleh harga yang ter'{iﬁggi sehinggsa
menguniungkan para pinak. Penjualan dibawah tangan i
dilakukan seielah lewst wakiu 1 (safuj bulan sejek
diterbitkannys secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima
Fidusiz kepada pihak-pihak ya:ig barkepentingan dan
diumumkan sedikitnya dalam 2 {dua) surat kabar yang beredar
di dasrah vang bersangiutan.

Berdasarkan pada hasil penelitian pada 2 (dua) bank di atas,
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk merealisasi hak
kreditor atas-debitor yang ingkar janji khususnya dalam pengamanan
kredit yang dibebankan dengan Hak Jaminan Fidusia, bank dalam

pelaksanaannya meiakukan upaya upaya persuasif (pendekatan), jika




176

‘pendekatan ini fidak berhasil, bank baru melakukan penagihan dan jika

ini tidek berhasil bank baru méiaksanékan pensitaan dan selanjutnyz
melakukan eksekusi sehagaimana digariskan pada Pasal 15 ayat {2} jo
29 Uindang-Undang Momor 42 Tahun 1999.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara hukum
merupakan hak kreditor untuk merealisasi atas piutang macet vang
dika'kuka'n' oleh debitor, Cara-cara dalam pelaksanaan eksekirsi
sebagaimana yang digariskan undang-undang adatah, pelaksanaan
titel eksekusi, dengait cara penjualan atas kekuasaan pemegzng hax
fidusia dengan minta bantuan KP2LN, dan keliga dengan cara
penjuatan secara di bawah tangan dengan harapan akan dipercieh
harga yeng iebih tinggi.

Uptuk lebin jelastiya tentang bagdimana prakiek eksekus
jaminan fidusia, kendala-kendais dan upaya :ﬁuengatasi permasalahan

akan dijsbarkan di bawah inl.

B.4. Peiaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan
Titel Eksckutorial
Oalam Sertifikat Jaminan Fidusie yang diterbitkan Kantor
Perndafiaran  Fidusia dicantumkan katekata Demi Keadilan
Berdasarkan Keluhanan Yang Maha ES& Sertifikat Jaminan
Fidusia mr mempunyal kekuatan eksekutorigl yatg sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleﬁ kekuatan hukum yang

setap.  Kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud adalah




langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat
finai serta mengikat para pihak uniuk melaksanakan putusan
tersebut.®

Dengan deriikian sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan
Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang didalamnya
mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan  Ketunanan
Yang Maha Esa’ mempunyai nilai yang sama dengan Putusan
Hakim yang tetah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan bersifat
Final. Karena niiginya sama dsngan putusan hakim vang tetap,
maka tidak ada upaya hukum {ain selain melaksanakan putusan .
tersebut. Dan dalam hal debitor tetap saja tidak melaksanakan

putusan tersebut secara sukarela, maka dapal dilekukan secara
naksa dan bila perlu minta bantuan pitak yang berwajib.

Lebih lanjut Hadi Suratman mengaiakan bahwa Seriifikat
jaminan fidusia yang berkepaiakan “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketushanan Yang Esa” mempi}nyai kekuatan eksekutorial dalam arti
dapat langsung dilaksanakan pelaksanaan eksekusinya tanpa
bantuari hakim. Dikatakan eksskutoria% karena sertifikat jaminan
fidusia mempuyai nilai yang sama dengan putusan hakim yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Atas dasar ini maka

"8 asit wawancara dengan Bapak HR. Sarbani, SH. PaniterafSckretaris Pengadilan
Negeri Ponfianak, tanggal 16 Juli 2004
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secara otomatis kreditor pemegang hak jaminan fidusia dapat
melaksanakan eksekusi atas dasar sertifikat jaminan fidusia ®
Pentingnya sertifikat jaminan fidusia bagi kreditor adalah
untik memberi kepastian hukum dan sekaligus merﬁbe’rikan
perlindungan hukum bagi kreditor sebagai pemegzng hak jaminan
fidusia serta pihak ketiga .yang berkepentingan dengan jaminan
fidusia tersebut.®
Ada 2 (dua) syarat utama dalam palaksanaan titel eksekusi
(alas hak eksekusi) oleh penerima fidusis, vakni:
a. Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji;
h. Ada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-
irah Demi Keacilan Bardasarkan Ketuhanan Yang Maha

m

sa.

Pada pelaksanaan titel gkaakus tidak
_dije?askan/dicantumkan apakah pelaksanzan exsekusi tersebut
dengan lelang atau di. hawah. tangan,. namun. mengingat sifat
eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah
diberi. persyaratan berdasarkan kesepakatan pember! dan
penerima ﬁddsia, maka pelaksanaan ‘titel eksekusi haruslah
dengan caralélang. "

% Wawancara khusus dengan Bapak Hadi Suratman, SH.M.8i. Advokad di Kota
Pontianak '
~ %\yawancara khusus dengan Bapak £dy Dwi Pribadi, SH., Notaris/PPAT di Kota
Pontianak
" Hasil wawancara pada Bepak JH. Butar-Butar, SH. M.SI. dan Bapak M.M.P.
Sitompul, SH, M:Hum Hakim Rengadilan:Negeri Pontianak; tangoal 15 Juli 2004




Untuk .pelaksanaan eksekusi yang di mintakan = fiat
eksekusi atas kredit macat yang dilkat dengan jaminan fidusia-
melalui _pengadilan Negeri khusus untuk bank- pemerintah

(BUMN/BUNMD),. péda dasarnya tidak 'per'!u lagi meminta ijin ke

Pangadilan Negeri, karena Seriifikat Jaminan Fidusia vang

‘berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang iviaha

Esa” nilainya sama dengan putusan hakim yang telah
memperoieh ___kekuatar: hukum tetap. Jadi dapat langsung
dilaksanakan eksekusi. Dan untuk pelaksanaannya yang lajim
ditakukan atas banwan KP2LN. 7

Dengan demikian seriifikat jaminan Fidusia memberikan
arti penting bagi pemegang hak jaminan fidusia khususnya pihak
bank atau pitak Keliga yang berkepentingan langsung dengan
jaminan fidusia tersebut. Jadi dengan adanya serfifikat jaminan
fidusia yang di dalamnya berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan

n

Ketuhanan Yang .Maha” dapat dijadikan desar bukt untuk
pelaksanaan eksekusi yang beralas hak titel eksekusi dalam hal
ebitor pemberi fidusia ingkar janji dalam memenusi prestagi atas
utang-utangnya.

‘Berdasarkan pada hasil wawancara yang ‘didapat dari

responden di lapangan tersebut maka penulis dapat

menyimpuikan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya

12 yesil wowencara dengen Bapak HR. Serbeni, SH. Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Pontianak
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mengandung irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang. Esa, mempunyai sifat atau nilai sama dengan putusan
hak'im yang telah mamperoleh kekuatan hukum yang tetap dan
dapat langsung dilaksanékan kepads pihak yang menang atas
pihak yang dikalahkan. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998
memberikan keriudzhan bagi kreditor pemegang Serfifikat
Jaminan Fidusia dalam melaksanakan eksekusi tersebut, Karena
undang-undang tersebut memberikan Kekuasaan ianééﬁng
kepada kreditor dengan berpedoman kepada Seriifikat Jaminan
Fidusia.

Akan tetapi dalam prakiek tidaklah semudah yang
dibayangkan daiam teeri atau aturan normatifnya, karena banyak
fakior yang dapat mompengaruhi pglaksanaan eksekusinya,
mengingat jaminan fidusia didasarkan atas kepercayaan kreditor
stas debitor bahwa debitor. mampu untuk melunasi segala
kewajibannya. Berbeda sekali dengan jaminan Hak Tanggungan
yang. objeknya jelas dan tetap (benda tetap { tidak bergerak)
sehingga apabila debitor \vanprestési maka debitor dapat
langsung mensita cbjek jaminan tarsebut yang umumnya adalah
tanah.

Jadi disiniiah kendala dalam pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia dalam prakieknya karena ferbentur pada gﬁjek

jaminan (benda bergerak, berwujud maupun {ak berwujud) vang
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sangat sulit untuk disita oleh pihak kreditor (pemegang hak
]arﬁina’n fidusia).

Untuk mengatasi permasalzhan di atas, penulis dapat
memberikan suatu solusi, bahwa untuk objek jaminan fidusia
yang tidak bergerak harus dibatas pada objek jaminan yang
berdokumen saja. Hal ini dimaksudkan adalanh, apabila debitor
yang ingkar janji dan bermaksud untuk menjual objek jaminan
fidusia tersebut akan merasa kesulitan dalam menivalnya, karena
surat-suratnya (dokumennya) telah dipeaang cleh kreditor (hank).
Sehingga jika pembeli yang mengetahui akan mengurungkan niat
untuk membeli sebagai akibat objeknya tidak memiliki dokumen-
dokumen yang jelas dan lengkap. Dan jike pembeli terus saja
membeli obiek jaminan tetsebut, maka pembeli tidak mempunyal

kekuatan hukum yang kuat dalam proses jual beli tersebut.

B.2. Penjualan atas Kekuasaan Penerima Fidusia aiaé dasar
Parate Eksekusi
Dalam hal debitor cidera jarji, Penerima Fidusia
mempunyai fak untuk menjual benda objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaannya sendiri. Penjuaian dengan cara ini dikenal dengan

lembaga parate eksckusi dan dikatuskan dilakukan penjualan di

miuka umum. (islang). Cangan demikian. Parate. Eksekusi kurang

Iebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang

atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak  untux
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melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak
yang lainnya (debitor) ingkar janji (wanprestasi).

Kekuasaan untuk pelaksanazan ini harus dibuktikan
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, dan secara otomatis eksekusi
atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) ini mengandung
persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi
(titel eksekusi).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tanggal 14 Desember 1960 mengatakan bahwa piutang Negara
atay hutang kepada Negara adalah jumiah uang yang wajib
dibayar kepada -Negéra atau Badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dik.asai oleh Negara berdasarkan
suatu peraturan, .pe‘rjanjiam: atau sebab apapun. Dati pengertian
térsebut maka piutang Negara ddapat dikelompokkan menjadi
-dua jenis piutang Negar.a yaitu : |

1. Piutang Neyara perbankan, yaitu Bank-bank yang. dimiliki
oleh Pemerintah Pusat (BRI, BTN, BNI 45 dan Bank

Mandir) dan pemerintah  daerah seperti  Bank

Pembangunan Deerah (BPD].

Apabila kredit yang diberikan kepada debitor mengalami

kemacetan dan bank telah berusaha sendiri melakukan

penagihan ietapi tidak berhasit maka bank sebagai kreditor

yang memiliki piutang/taginan kepada debitor tersebut
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dikategorikan sebagai piutang Negara. Sebagai piutang

Negara, bank dalam melakukan penagihan piutangnya

dapat menyerahkan kepada DJPLN / KPZLN

2. Piutang Negara non perbankan, yaitu tagihan-tagihan dari

lembaga atau instansi atau badan pemerintah pusat
maupun daerah seperti PLN, TELKOW, Pegadaian dan
lain-lainnya termasuk juga disini tuntutan ganti rugr.
{embaga atau instansi a‘taul_’qadan non Bank fersebut
sebagai kreditor vang memiiiki pictanchaginan kepada
orang atau badan atsy badsn tersebut tfidak
mengembalikan pinjaman atau tidak membayar jasanya
maka tagihan lembaga atau badan non Bank dikategorikan
sebagai piutang Negara. Sebagai ptutang Negara lembaga
atzmu badan iersebut dapat menysrahkan pengurusan
piutangnya kepada DJPLN. KP2LN."

Pelaksanaan lelang eksekusi atas dasar Parate Eksekusi
umumnya meminta bantualn kepada KP2LN dengan cara
penjualan di muka umum dengan maksud agar masyarakat yang
berminat dapat mengetahui. Penjualan di muka umum diharapkan
dapat memperdl‘eh harga yang tinggi dan hasil penjualan tersebut
digunakan untuk pelunsan utang debitor. Dan jika masih ada sisa

maka dikembalikant kepada debiter sebagai kelebinan dari hasit

¥ Hasil wewancara dengan Bapek Ra'najl SH Kasi Lelang pada DJPLN Keantor
Wilayah 11l KP2LN Pontianak, tanggal 12 Juli 2004 I -
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penjualan.™ Pelaksanaan eksekusi yang beralas pada parate

eksekusi dengan cara menjual objek jaminan fidusia atas
kekuasaan senairi dapaf juga dilaksanakan tanpa bantuan dari
KP2LN setempat dan hal ini didasarkan adanya kesepakatan dari
kreditor dan debitor dengan harapan akan diperoleh harga vang
tertinggi maka terbuka kemungkinan adanya eksekﬁsi jaminan
fidusia dengan cara penjualan lelang secara sukareta. '

Berdasarkan fasil penelitian pada KP2{ N menunjukkan
bahwa sejak dikeluarkan UU NO 42 Tahun 1989 sampai saat
penelitian ini dilakuken, KP2LN Kota Pontianak tidak peman
menerima permohonan dari pihak bank untuk melakukan
eksekusi dengan bantuan KP2LN dengan cara penjualan dimuka
umurm. '

Dengan demikian pelaksanaan eksekusi dengan cara
penjualan di muka umum (Parate Eksekusi) ssbagaimana yang
digariskan Pasal 29 ayat (1) angka 1 tidak berjalan efekif.

Banyak faktor penyebab zanjualan dimuka umum dengan
minta bantuan KP2LN fidek beralan efekfif. Hal ini bisa
disehabkan dari KP2LN sendiri ataupun dari pihak bank sendir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank!’ bahwa tidak

4 \Wawancara dengan Bapak Ramaji, SH Kasi Lelang KP2LN Pontianak, tanggal
12 Jufi. 2004 -

* Ioid.

4 foid.

7 YWawancara pada bagian DKK PT. BMI {Ferserc) Tok Cabang Pontianak, tanggal 6 Juli
2004 o
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diserahkannya pelaksanaan eksekusi dengan  bantuan
‘ paaaKP2LN Ponfianak adalah disebabkan dengan biaya tinggi
(biaya iklan) dari pelaksanaan ekseksusi. Sebagai contoh objek
felang kurang diminati oleh pembeli, sehingga akan menjadi
kendala dalam pelaksanaan eksekusinya dan tentunya akan
membuang biaya. Contoh ilain adalah objek jaminan iidak
seimbang dengan biava lelang (biaya iklan), yang meskipun
biayarva sekian persen dari nilai jaminan. Faktor initah yang
menvebhabkan bank tidak menyerankan piutang macset tersebut
kepada '-KP;Z-LN Pontiaiak.

Penjualan melalui pelelangan umum pada dasamya
menjanjikan prospek harga jual yang lebih baik karena akan ada
banyak pefiawaran.

Namun tidak akan selalu. demikiaﬁ. halaya dalam lelang.
=ksekusi yang mengandung faktor ierdesak (penjual dan pembeli

dak pada posisi yang ssimbang) sehingga pada akhirmya harga
jual jauh dibawah harga fimit."® Hal semacam inilah yang menjadi
pertimbangan jika Islang dilzkukan dengan bantuan KPZLN, yang
meskipun undang-undzang menghendaki demikian. Akan tetapi
bank mengambil langkah wang sifatnya cepat, mudah dan fidak
mengeluarkan banyak biaya. Oleh sebab itu bank lebih

cenderung menjual sendiri atas kesepatan kreditor debitor.

8 wawancara pada bagian DKK dan Penyelia Kredit PT. BMI (Persero) Cabang
Pontianak, tanggal 6 Juli 2004 -
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Dengan demikian faktor biaya lelang tinggi (biaya iklan
pada media massea), sulitnya mencari pembeli yang betul-betul
berminat, harga limif yang tidak tercapai menjadi kenaaia dalam
pelaksanaan eksekusi dengan cara Parate Eksekusi dengan
minta bantuan KP2LN. sehingga bank mengambil cara-cara
tersendiri untuk mengatasi permasaiahan tersebut yaitu dengan
cara perjualait dibawah tangan.

Dari uraian di atas, penuiis dapat memberikan sofusi
sebagai alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan
eksekusi jaminan fidusia melalui kantor lelang KP2LN yaitu,
pertama adalah menyerahkan piutang maeet yang jumlah gan
nileinya teleh pasti beserta objek jaminan, kedua mengatur
mekanisme bagaimana cara penarikan objek jaminan yang masin
ﬁikuaséi oleh debitor dan bila perlu meminta bantuan pihak
berwaijib, ketiga dengan memaniaaikan med'tg massa swasta dan
memanfaatkan media massa milik pemerintah (radio, TVRI lokal)
dengan alasan untuk menghemat biaya dalam pelaksanaan

eksekusi.

B.3. Penjualan Objek dJaminan Fidusia Secara di Bawabh
Tangan
Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dengan - cara

penjualan di bawah tangan meiupakan suatu perkembangan
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dalam sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam

eksékusi Hak Tanggungan atas Tansh (UU No. 4 Tahun 1996).
Seperti halnya dalam Undang-undang Hak Tanggungan

maka Undang-Undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan

ohjek fidusia juga mengandung beberapa persvaratan yang refatif

berat untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjuatan
di bawah tangan :

 Kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia. Syarat ini
diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya
yang -meng‘unt{jngkaﬂ para pihak;

« Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahuxan
secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia
kepada pihak-pihak berkepentingan;

+ Diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar
di daerah yang bersangkutan.

Melihat beratnya po.syaratan tersebut di atas maka besar
kemungkinan (seperti halnya seiama ini Hak Tanggungan. rak
Atas Tanah) penjualan dengan cara ¢ bawah tangan ini tidak
akan populer. Dan di perkirakan kalau cara inipun ditempuh

hanya akan terbatas pada kredit berskala besar.
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Berdasarkan pada hasil penefitian pada bank'® PT. Bank
Kaltsar di Ponfianak, bahwa untuk merealisasi hak kreditor dalam
hal debitor cidera j;anji atas PMK (Perjanjian Membuka Kredif)
pada umumnya hank melaksanakan juga penjualan secara di
bawah tangan, termasuk juga kredit yang dibebénkan dengan
jaminan fidusia. Penjuaian dibawah tangan atas kesepakatan
kreditor dan debitor dirasa memberi kemudahan, asalkanm objek
yang akan jual harus benar-benar ada atau berada di tan'gar.i
kreditor.

Pelaksanman penjualan objek jaminan secarz dibawah
tangan besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung
akan lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara
yang baru dalaim Undang-Undang Fidusia. Dengan cara lama
debitor atau. pemitik jaminan atas persetujuan debitor akan.
mensbus atau melunasi beban (nilai .péﬁgikataﬁ) barang yang
menjadi objek fidusia. Mungkin uang penebusan adalah berasal
dari calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik

elakukan jual beli dengan pembell secara di bawah tangan
(ditandatangani oleh pemilik barang).”

Penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan

pada prinsipnya dapat juga meminta bantuan pada KPZLN tempat

abjek jaminan itu berada.

19 \wawancara dengan bagian KCU PT. Bank Kalbar di Pontianak, pada tanggal 6 Juli 2004
20 \wawancara pada bagian DKK PT. BN! {Persero) Cabang Pontianak dan bagian
KCU PT. (BFD) Bank Kalbar Pontianak, tanggal § Juli 2004 e
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Jika dilihat topik dan alasan dari penjualan di bawah
tanéan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi 1alu dilakukan
jual beli dengan sukarela maka penjuatan lelang mefalui KP2LN /
Balai Lelang kiranya juga dapat digunakan pada kesempatan ini.

Khusus dalam ha! benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia terdiri atas benda verdagangan atau Efek yang dapat
diperjual-belikan di pasar atau di bursa. Undang-Undang Fidusia
mengatur bahwa penjuatannya dapat dilakukan di tempat-tempat
tersebrt sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
beraku.?! Bagi Efek yang terdafiar di bursa di Indonesia, berlaku
peraturan - perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pengcturan serupa dapat ditemukan pula dalam hal tembaga
gadai sebagaimana hal itu diziur dalam Pasal 1155 KUR Peraata.

Ketentuan-ketertuan ientang cara eksekusi Jaminan
Fidusia seba.gaimgng. diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-

| Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (dwinged recht) yang
tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pithak.
Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal
demi hukum.#

Mengingat bahwa Jaminan Fidusia adalah lembaga
jaminan-dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan caral

constitutum possessorium  dimaksudkan untuk semata-mata

2 | jhat Pasal 31 Undang-Undang Fidusia
2| ihat Pasal 32 Undang-Uncang Fidusia
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memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada Penerima
Fidﬁsia_, maka sefiap janji yang memberi kewenangan kepada
Penerima Fidusia unfuk memiliki objek Jsaminan Fidusia adalah
batal demi hukum.® ketentuan tersebut dibuat untuk mefindung
Pemberi Fidusia, dan teristimewa dalam hal nilai objek Jaminan
Fidusia melfebihi tesarnya utang yang dijaminkan.* Ketentuan
serupa dapat kitz jumpai pula dalam Pasat 1154 KUH Perdata
tentang tembaga gadai. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1178 avat (1)
KUH Perdata sehubungan dengan hipotik.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa
penjualan secara dibawah tangan yang dilakukan pihak kreditor
dan debitor harus mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum
yang mengatumya (UU No 42 Tahun 1989) ataupun dapat
mengacu. pada kelajiman-kelajiman yang. berlaku untuk ohjek
jaminan. yang fidak berwujud seperti piutang atau stock inventori.
Apabila pelaksanaan di lapangan dilakukan diluar dar’ ketentuan
atau menyimpang maka dapat d?kata’kan batal demi hukum. Hal
ini dimaksudkan adatah untuk memberikan pedindungan hukum
bagi debitor dan pihak ketiga yang membelinya.

2| ihat Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia
24| ihat Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia
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B.4. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jaminan
Fidusia

Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan,
bahwa :

Setizp orang yang sengaja memalsukan, mengubah,

menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan

keterangan secara menyesatkan, yang jika iiaf itu dixetahur
oleh salah safu pihak tidak melahirkan. perjanjian. jaminai.

fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling fama 1

(satu) tahun dan paling fama & (lima} fahun dan denda

pating . sedikit Rp 10:000.000,00 (sepuiufy juta rupiafi)

dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus jufa

Tunian}.

Pertama-tama ketentuan tersebut harus kita baca sebagal
ketentuan yang bersifat umum, yang tidak hanya teruju kepada
debitorfpemberi-fidusia kreditor saja, akan tetepli uga teriuju
kepada kreditor/penerima-fidusia, atau bahkan pihak ketiga. Kata
“Setiap orang” memberikan. petunjuk kesana.”®

Selanjitnya apakah peru diperjelas, yaitu apakah
ketentuan tersehut berlaku untuk semua fidusia, ataukah hanya
berlaku untuk fidusia yang didaftarkan saja? Melihat kepada
besarnya ancaman hukuman, apakah patut untuk fidusia yang -
seperti yang selama ini banyak muncul di dalam praktek,
terutama di daerah-daerah — nilainya hanya beberapa puluh ribu

saja, aneaman pidanan begitu besar? Seperti yang dikernukan di

atas daiam prakteknya nanti bagaimana, dengan mengingat akan

% 1. Satrio, Op.Cit, hal. 336
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! biayanya, kemungkinan besar bagi fidusia yang didaftarkan hanya
yaﬁg_ nilainya besar-besar saja. Dengan mengingat akan beratnya
hukuman, dan mengingat prakiek yang selama ini ada, maka
ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Fidusia kiranya hanya tertuju
kepada Pemberi Jaminan yang telah didaftarkan sesuai dengan
ketentuan Undang-Uidang Fidusia saja.®

Selanjutnys Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia,

mengatakan :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda yang menijadi objek jeminan fidusia
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persetujuan ferlulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puiuh juta rupiah)’.

Ancaman pidana sebagaimana yang dimuat pada Pasal 36

meripakan konsekuensi dari pengafihan hak kepemilikan atas
henda yang menjadi objek jaminan fidusia dengar cara
| constitutum possessorium bilamana diperhatikan ketentuan dalam -
Pasal 1977 KUH Perdata yang menentukan penguasaan atas
barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya.”
Ketentuan pidona sebagaimana yang dimaksudkan oleh
UU adalah untuk melindungi kepentingan dar si penerima
jaminan fidusia dari. perbuatan debitor pemberi fidusia. yang

memanfaatkan objek jaminan fidusia yang teiah didaftarkan.

26
Ibid.
7T Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal. 136
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C. Ken&ala Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminaﬁ Fidusia Pada
PT. Bank BNI {Persero} Tbk Cabang Pontianak dan PT. Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Cabang Utama
di Pontianak |
C.41. Objek Jaminan Fidusia Tidak dapat diletakkan Sita

Eksekutorial
Dengan memperhatikan bunyi Pasal 2¢ Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. kiranya benar-benar
memberikan angin segar bagi pemegang fidusia. Hat ini dapat dilihat
dari bunyi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang
mengatakan sebagai berikut :
Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum past,
Kekuatan eksekutorial sebagasimana dimaksudkan pada Pasat
15 ayat {2} tersebut adalah tangsung dapat ditaksanakan tanpa melatut
Pengadilan Negeri dan bersifat final serta mengikat para pihak yntﬂk

melaksanakan putusan tersebut. Terhadap pelaksanaan eksekusi

putusan pengadilan yang telah memperoleh. kekuatan hukum tetap

harus mengacu pada keicntuan Pasal 195 HIR dan selanjutnya,

artinya bahwa eksekiisi putusan. pengadilan. vang telah. memperoleh.

rekuatan hukum tetap dan bersifat serta merta harus dilakukan

dibawah.'pimpjnan_ Ketua Pengadilan Negeri. yang berwenang. Cleh.
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karena Pasal 15 ayat (2) sertifikat jaminan fidusia yang berisikan irah-

irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

mem_punya'f kekuatan hukum eksekuforial yang sama dengan-pufusan

pengadilan yang telah memperofeh kekuatan hukum {etap, maka

eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang berjudut “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus di bawah
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.”’

Sebagaimana diketahui, . proses eksekusi suatu putusan yang
telah memperoleb kekuatan hukum tetap atau yang bersifat serta
merta termasik proses eksokusi sertifikat jaminan fidusiafhak
tanggungan yang berudul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu

1. Tahap peneguran, pada itahap ini debitor yang cldera janii
diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar ulangnya
dalam: jangka wakiu 8 (delapan) bar setelah  deberi

peneguran.

13

Tahap sita eksekusi, dalam hal debitor dalam jangka 8
(delapan) harl tersebut di atas, tidak juga memenuht

kewajibannya membayar hufang kepada kreditor, maka

kreditor pemohon eksekusi (penggugat pemenang perkara

atau-kreditor pemegang hak tanggungan/kreditor pemegang

jaminan fidusia) mohon kepada Kelua Pengaditan yang

" Wawancara dengan Bapak HR. Sarbani, SH, Panitera/Sekretaris -Pengadilan

Negeri Pontianak, tanggal 15 Juli 2004
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berwenang untuk melakukan sita eksekusi. Dalam -hal
_f)emohun eksekusi adalah pemegang sertifikat jaminan fidusia
atau pemegang hak tanggungan yang dimohonkan sita
eksekusi. adalah- ebjek jaminan fidusia, objek hak tanggungan.
Atas permohonan sita eksekusi terssbut Ketua Pengadilan
yang berwenang akan menerbitkan sita eksekusi dan
kemudian jurusita metakukan sita eksekusi.

. Tahap pelelangan, datar hal setelah ditakukan sita eksekusi
terhadap hak tanggungan atau objek fidusia {barang jaminany
debitor tetap tidak membayar hutangnya, maka atas
permohonan pemohon eksekusi (kreditor peregang serfifikat
hak tanggungan ateu sertifiket fidusia) Pengadilan yang
berwenang akan menerbitkan penetapan

pelelangan/penjualan  umum, baru  kemudian Kantor

Pelayanan Piutang Dan Leiang Negarz akan melakukan

pelelangan objek jaminan hak tanggungan atau objek fidusia.
Tentunya setelah semua persyaratan yang. diperlukan
dipenuhi dan hasil penjuaian lelang tersebut setelah dipenuhi
dan hasil penjualan lelang tersebut setalah dikurangi biaya

lelang dan biaya lain-lain diserahkan kepada kreditor pemohon
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eksekusi. Dalam hal ada sisa hasil penjualan lelang. tersebut
'Harus diserahkan kembali kepada debitor.®
Berdasarkan  ‘haslil penelitian, pentlis dapat
menyimpulkan bahwa. objek. jaminan. fidusia- yang. telah. diikat
dangan akta jaminan fidusia serta dikuatkan dengan sertifikat
jaminan fidusia, pada prinsipnya dapat dilaksanakan eksekusinya

apabila debitor cidera janji. Namun harapan undang-undang

sebagaimana vyang digariskan tidaklah semudah ysng.
dibayangkan di fapangan. Adakatanya objek jaminan yang akan
diletakkan sita eksekutoral tidak dapat dilaksanakan sebagai
akibat objeknya tidak ada, hilang atau musnah. Sehingga

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan.

Hal-hal semacam. inilah yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan eksekusi, yang meskipun pemegang hak ‘telah
mengantongi sertifikat jaminan fidusia.

Hilangnya. objek jaminan fidusia, musnah atau objek
jaminan fidusia karena sebab lain tidak berar'z di tempat, atau

sedangkan objek tersebut sudah saatnya akan dilaksanakan

eksekusi, maka pelaksanaan eksekusinya tidak dapat
dilaksanakan.
Hilangnya objek jaminan fidusia akibat perbuatan debitor

karena sengaja atau tidak sengaja menjadi kewajiban bagi debitor

22 \wawancara dengan Bapak HR Sarbani,. Sti, . Panitera/Sekretaris Pengadilan
Negeri Pontianak, tanggal 15 Juli 2064 -dan Wawancara  deingan -bapak -Ramaji, -SH,
¥P21N Pontiansgk, tanggat 12 .iuli 2004 :
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untuk mengganti objek jaminan tersebut sesuai dengan nilai
dengan objek yang diperjanjikan antara debiter dengait kreditor.

Dalam hal debitor fidak dapat menyerahkan objek
jaminan. untuk disita, maka debitor berkewajiban untuk mengganti
nilai objek jaminan fidusia tersebut yang nitai dan jenisnya sama
pada saat penutupan kredit itu dilakukan.. Jika debiter dalam hal
ini tidak dapat menyerahkan objek jaminan tersebut, maka debitor
dapat dituduh dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana
pasal 372 KUHP dan lebih kiusus lagi dengan mengacu pada
. Yndang-undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana Pasal 35 YU
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan

Setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah;
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan
keterangan.-secara menyesatkan, yang jika halitu diketahui
oleh salak satu pihak tidak mefahirkan perjanjian jaminan
fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan palfing famz & (tima) tahurr darr renda
paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dan paling. banyak Ro 100.006.000,00 (seratus Juta
rupiah).

Dari bunyi Pasal 35 UU No 42 Tahun 1999 tersebut,
maka dapat diarfikan sefiap orang yang sengaja memalsukan,
mengubah, menghilangkan atay dengan cara apapun
memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika ‘hal itu
diketahui oleh salah satu pihak tidak metfahirkan perjanjian
jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara. Ketentuan ini

dapat. diartikan untuk memberikan perindungan hukuny kepada
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-pemegang jaminan fidusia (kreditor) yang telag menghilangkan
atau dengan aiasan apapun tidak dapat menyerahkan objek

jaminan fidusia pada saaf akan dilaksanakan eksekusi.

C.2. Objek Fidusia Telah Dibefi oleh Piliak Ketiga Dengan {tikad
Baik

Maskicun Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomar 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, menentukan bahwa pemberi-fidusia
dilarang mengalinkar, menggadaikan atau rienyewakan objek
Ffaminan fidusiz !:eéaau’ dengan persetujuan tertulis lebif defiiu
dari penerima-fidusia.

Dari bunyi pasal tersebut ietap timbul suatu permasalahan,
dalam hal pemegang jaminan fidusia mohon sita eksekusi terhadap
obijek fidusia ternyata objek jaminan fidusia tersebut teiah dibeli oleh
pihak ketiga secara beritikad baik, bukankais pihak ketiga tersebut
berdasarkaﬁ Pasal 1977 KUH Perdata boleh percaya bahwa barang
bergerak orang yang menguasai (membezit} barang tersebut adalah
pemiiliknya {(bezit geldt als volkomen litle).

Melihat uraian di atas, maka kita dapat melihat Pasal 20

Undang-Undang Jaminan Fiduisia yang menentukan “aminan fidusia

' tetap. mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia datamr

tangan siapapun benda fersebut berada terkecuali pengalihan alas
henda persedian yang menjadi objek, jeminan fidusia, tetap timbut

nermasalahan sebagai berikut -
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« Jika benda objek jaminan fidusia dapat diketemukan tetapi
telah menjadi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik.
Apakah objek jaminan fidusia tersebut akan tetap dieksekusi
oleh Ketua Pengadilan , karena menurut Pasal 20 Undang-
Undang Jaminan Fiduéia mempunyai sifat melekat pada
bendanya seperti Hak Tanggungan dan hipotik. Persoalannya,
dalam hal pembeli tanah yang beritikad baik sebelum membeli
objek tanah terkewajiban menurut hukum untuk melihat pada
Kantor Pendsftaran Tanah dan Sertifikat Hak Afas Tanaf
+arsebut, apakah hak ates tanah tersebut menanggung beban
hak tanggungan afeu - hipotik. Hal ini dimaksudkan adaiah
untuk menghindari teriadi permasalahan hukum dikemudian
har. (timbul sengketa). Apabila pembell telah mengetahur
pahwa tanah ferssbut menanggunrg beban  Hak
Tanggunganfitipotik ietapi tetap saja dibeli oleh pembel,
maka menjadi tanggung jawab bagi pembeli untuk
menanggung segala resiko yang timbut dari. perbuatan hiteum.
tersebut jika tanah yang dibelinya dilakukan eksekusi dalam
hal debitor pemilik asal tanah ‘ersebut cidera janii.

« Kendala yang sama akan dialami juga oleh kreditor pemegang
fidusia dalam hal ia memilih menjual objek jaminan fidusia
atas kekuasaan sendiri dengan mohon bantuan Kantor

Lelang/Balai Lelang untuk menjual objek jaminan fidusia




200

sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
jam‘man Fidusia, akan tetapi barang yang menjadi objek
‘faminan fidusia tidak dikefemukan * afau dikuasal oleh orang
lain tentunya Kantor Lelang/Balai Lelang tidak dapat
melakukan penjualan lelang objek fidusia tersebut.
Berdasarkan hasil peneliuan, bahwa kendala yang pemzh
dialami adalah pada waktu akan dilaksanakan eksekusi, debitor tidak
dapat ‘menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditor
dengan alasan hilang, akan. fetapi setelaly diusut teriyaia -opjek
tersebut telah dijusl dengan pihak ketiga yang tidak mengetahui
bahwa objek tersebut felah difidusiakan oleh debitor kepada bank.
Hal ini tentu merupakan itikad tidak baik dari debitor yang sengaja
menghiiangkan objek jaminan. tanpa sepengetahuan pihak kreditor.*®
Pada .umumnya pengalihan yang sering dilakukan oleh debitor
pemberi fidusia adalah mesin-mesin. untuk kegiatan. usahanyafhome
industri {usaha kecil), karena pengalihan ini“sangat mudah dan tidak
perlu  surat-menyurat dan pembeli pada umumnya tidak
mempersoalkan asal-usul benda tersebuf, apakah milik empunya
atau milik orang lain.*'
Kejadian semacam ini tentu akan menyulitkan bagi pihak bank

yang akan- melaksanakan penyitaan dan selanjuinya akan

2004

* wawancara pada bagian KCU PT. (BPD) Bank Kalbar Pontianak, tanggal 7 Juli’

3 b,
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mengeksekusi atau menjual secara di bawah tangan kepada peminat
yang méng}nginkan objek jaminan tersebut.

Berdasarkan pada uraian hasit penelitian di atas, maka penulis
dapat menyimpulkan bahwa tindakan debitor menjual objek jaminan
fidusia vang sudah didaftarkan secara hukum telah menyalahi isi
perjaniian yang ditandatanganinya. Perbuatan mengalihakan objek
jaminan yang sudah terdaftar secara hukum jelas perbuatan
melawan hukum yaitu tidak mengindahkan apa yang di haruskan. Hal
ini dapat dilihat dari bunyi pasal 23 ayat (2} UU No. 42 Tahun 1998
yang intinya peinberi-fidusia dilarang mengalifikan,
menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kecuali
dengan persetujuan tertulis febif dahuly dari penerima-fidusia.

Dari pasal 23 ayet (2} di atas dapat disimpulkan bahwa’
findakan mengafihkan objek jaminan fidusia yang telah ierdaftar
dengan cara menjual kepada pihak ketiga jetas menyalahi ketentuan.
hukum yang bériaku. Selanjutnya jika perhatikan bunyi Pasal 36 uu

No 42 Tahun 1999 yang intinya :

*Pemberi Fidusia yang mengalinkan, menggadaikan, atau

menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
sebagaimana dimgksud dalam Pasal 23 ayat {2) yang
ditakukan tanpa persetujuan teriulis -terlebih dahuly dan
Penerima. Eidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
fama 2 {dua} tahun dan denda palfing banyak Rp
50,000.000,00 {fima puluh juta rupiah)”.

Ancaman. pidana sebagaimana. yang dimuat pada.Pasat. 36

merupakan konsekuensi dari pengafihan hak kepemilikan atas
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benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara
i:onétitutum possessorium bilamana diperhatikan ketentuan dalam
Pasal 1977 KUH Perdata yang menentukan penguasaan atas
barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya.
Dengan demikian tindakan pengalihan objek jaminan
fidusia yang telah terdaftar secara hukum telah menyimpang dari
ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan oleh karena dapat dipidana
dengan berdasarkan pada Pasai 36 UUJF.
C.3. Jaminan Fidusia Hilang atau Dikuasai oleh Orang Lain

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut,

~ pembentuk  undang-undang  telah memberikan antisipast

sebagaimana yang diatur dalam Bab Vi Ketentuan Pidana Pasal 36

- yang menyebutkan :

“Pemberi Fidusia yang mengalfihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yeng
dilakukan tenpa persetujuan fertulis terlebif dahulu darf
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dus). tahun dan denda paling banyak Rp
£0.600.000,00 {fima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 36 Undang-Undang

Jaminan Fidusia adalah untuk menghindari atau mencegah debitor

_pemberi fidusia tidak memindahtangankan atau menghilangkan objek

fidusia fersebut.
Hilangnya objek jaminan fidusia bukaniah hal yang baru dalam

duria jaminan, apalagi yang dijariinkan adalah benda bergerak yang
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ditkat berdasarkan atas kepercayaan (fiduciare) antara debitor
dengan kreditor. Hal semacam ini tentu akan menyulitkan kreditor

untuk pelaksanaan eksekust sebégai akibat objek jaminannya hilang

‘atau sengaja dengan dalih telah hilang,

Mengingat Kota Pontianak adalah daerah industri perkayuan
atau yang. dikenal sebagai penghasil plywood. unfuk. lokal. maupun.
internasional. Maka dunia usaha plywood diharapkan menjadi tulang
punggung dan PAD terpenting dalam pembangunan daerah. Maka
uniuk memperbesar usaha mereka diperiukan permodatan unfuk
memperbesar usaha tersebut. Untuk mendukung usaha tersebut
kehadirat bank sangat diharapkan yaitu menjalin kerja sama dengan
kalangan pengusaha keayu dalam bentuk joint kemitraan dengan
pihak bank. Dengan menjaminkan seluruh atoy sebagian usaha
mereka uiharapkan industri perkayuan memperoleh hasil yang
maksimat.

Seiring dengan sernakin menipisnya bahan baku untuk industn
perkayuan tersebut, maka pada akhimya dunia -perkayuan
khususnya plywood sedikit demi sedikit-mulai berguguran {bangkut).

Yang pada akhimya juga melanda dunia permodalan usahanya.

Semula ia lancar namun kemudian sedikit demi sedikit dan akhimya

me‘ngalam':i‘ kemacetan dan akhimya macet.
Karena banyak usaha perkayuan tersebut bangkrut dan

mengakibatkan pengeloia perusahaan tidak lagi mengurus.usaha
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tersebut sehingga mesin-mesin pa-brik dan stok persedian (kayu)
telah dlijami'nkan tidak mereka rawat dan pelihara. Pada akhimya
banyak kayu-kayu dan mesin-mesin’ pabrik yang rusak dan hilang,
padahal mesin-mesin dan stok kayu tersebut masih dalam jaminan
dengan pihak bank™

Secara tanggung jawab bahwa hilangnya objek jaminan yang
dikuasakan kreditor kepada debitor adalah tanggungjawab debitor
uniuk mengganti objek jaminan tersebut yang sama nliamya dengan
jaminan yang hiiang tersebut. Namun daiam.praktek seribu alasan
selalu saja dapat di dalihkan debitor.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya ketegasan dari
kreditor terhadap debitor-debitor yang nakal tersebut. Jangan saja
hanya membiarkan agar tidak diketehui publik bahwa bank tidak
dapat mengatasi masalah tersebut.

Tindakan menghitangkan secara sengaia ataupun tidak
sengaja merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh menjadi
kewajiban bagi debitor untuk rﬁenggantinya.dan Jika debitor tidak
dapat memenuhinya maka dapat dikategorikan sebagai penggelapan
atas objek jaminan yang telah dijaminkan. Hal ini dapat dilihat dari
bunyi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yang berbunyi :

R yasil Penelitian pada PT. BNI Cabang Pontianak dan PT. BPD Bark Ka!bar di
Pontianak pada tanggat 6 — 7 Juli 2004
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Setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara . apapun memberikan
keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh
safah satu pihak tidak melahirken perjanfian jaminan fidusia,
dipidana dengan pidana penjara paling fama 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tshun dan denda paling sedikif:

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1998, tindakan

menghilangkan objek jaminan fidusia dapat dikenakan sanksi pidana

penjara dan denda uang sebagaimana bunyi pasal tersebut.

Sehingga tidak menjadi alasan bagi debitor untuk menghindar dari
tanggung. jawab tersebut. Karena sudah menjadi kewajiban bagi

debitor pemegang jaminan fidusia untuk menjaga dan merawat

‘beida tersebut dengan baik seolah-clah ia sebagai “bapak rumah

yang baik™

Untuk merealisiv hak kreditor tersebut, pihak bank harus
bersifat tegas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tuntutan
perdata tidakiah cukup, oleh karena itu sanksi pidana sebagaimana
yang digariskan pasal 35 UU No 42 Tahun 1989 harus dijjadikan
senjata bagi bank untuk merindak debitor-debitor yang nakal dengan
jalan pengaduan pidana kepihak yang berwajib untukl selanjutnya
dijerat dengan sanksi pidana. Sehingga pada ékhimya debitor-debitor

nakal akan pikir dua kali sebelum bertindak.
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C.4. Fidusia Ulang
Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang untuk melakukan

fidusia ulangffidusia ke-2 dan ke-3, hal ini adalah untuk melindungi

kepentingan kreditor dari perbuatan debitor yang mengambil

keuntungan dari perbuatan memanfaatkan fidusia yang bertentangan
dengan undang-undang.

Berdasarkan hasil peneliian, perbuatan debitor yang
mengambil manfaaf keunfungan dari objek jaminan fidusia yang teiah
didaftarkan sangat bertentangan denga’n undang-undang dan lebih
khusus lagi-isi dari perjanjian utang dan akta jaminan fidusia tersebut.
Kasus seperti ini pernan diternukan oleh pihak bank pada waktu akan
dilakukan penyitaan objek jaminan untuk pelaksanaan eksekusi
sebagai akibat debitor pemberi jaminan fidusia wanprestasi (kredit
macet).>

Untuk jaminan fidusia maka kita dapat mengacu pada
ketentuan pada Pasal 1159 KUH Perdata yang menentukan sebagai.
berikut

Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang vang
diberikan dalam gadai, maka si berutang tidakiah berkuaca

menuniut pengembalianrya, sebelum ia telah membayar
sepenuhnya baik utang pokok maupun bunga dan biaya utangnya,

. yang untuk menjamin barang gadainya telah dibedkan, beserta

pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang gadainya.

¥ wawancara pada bagian Penyelia Kredit dan DKK PT. BNI (Persero) Cabang

Pontianak, tanggal 6 Juli 2004
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Jika diantara si berutang dan si berpiutang -ada pula suatu utang ke
dua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai, dan dapat
ditagih sebelum pembayaran utang periama atau pada hari
pembayaran itu sendir, maka si berpiutang tidakiah diwajibkan
melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi
sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun fidak telah
diperjanjikan untuk mengakibatkan barang gadainya bagi
pembayaran utang keduanya.

Dart bunyt pasal yang telah disebutkan di atas, maka kreditor
calam hal ini diberikan atau berhak untuk menerima pembayaran
piutangnya daii hasit penjualan lelang objek gadai sanpai seluruh
utang krecitor dinasi  oleh debitor, Bahkan undang-undang
momberikan penegasan untuk piutang yang diberikan kemudian,
tetapi telah jatuh tempo sebelum piutang yang dijamin gadai jatuh
tempo atau sebelum perbayaran terhacap piutang perdama
dilakukan juga menjadi dyamin dengan gadai (dimana pemberi gadai
tidak dapat meminta kembabli sebelum semua utangnya dilunasi.
Terhadap chjek jaminan fidusia boleh saja dilakukan fidustz ulang-
asalkan objek jaminan tersebut belum didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa
tindakan debitor meiakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan

fidusia yang telah didaftarkan merupakan perbuatan yang mengambil

" manfaat atas objek jaminan fidusia tersebut, dan secara hukum tetah

menyatahi dari ketentuan hukum sebagaimana yang digariskan Pasal

11589 ayat {1) dan {2) KUH Perdata, sedangkari secara hukum pidana
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yaitu melanggar Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusié dan oleh karena dapat dipidana.

Maksud dari undang-undang Jaminan Fidus“ié melarang
fidusia ulang adalah untuk menghindari tindakan debitor yang
menyimpang dari perjanjiah dan sekaligus melindungi kepentingan

kreditor.

C.E. Riaya Lelang Tinggi dalam Pelaksanaan Eksekusi di KP2LN

Berdasarkan hasil penelitian, keluhan yang didapat di
lapangan terutama sekali pada saat pitiang macet g;rang akan di
serahkan ke KP2LN, pihak bank akan pikir dua kéli sebeium
menyerabkan piutang macet tersebut kepada KPZLN. Hal ini
didasarkan pada tingginya biaya lelang dan tiaya iklan, sedangkan
objek lelang. tidak seberapa nilat. Oleh sebab itu pihak bank
cenderung melakukan. pénj'ualan sendiri.

Tindakan menjual sendiri oleh pihak bank terhadap objek

jaminan fidusia yang macet lgjim dilakukan terhadap kredit-kredit

untuk pembiayaan kendaraan bermotor yang di ikat dengari secara
fidusia. Selain itu debitor diwajibkan untuk menandatangani kuasa

untuk menjual dan kuitansi kosong dengan materai yang cukup. Oleh

karena itu jika debitor inkar janji {wanprestasiy datam memenuhi

kewajibannya, kendaraan -bermotor tidak dijual metalui lelang atas

dasar eksekusi fidusia. Yang ditempuh adalah penjaulan di bawah
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tangan dengan kwitansi kosong vang telah ditanda tangani
sebelu.mnya oleh debitor.**

Menurut pihak KP2LN tingginya biaya lelang eksekusi jaminan
fidusia atas bantuan KP2LN sebenarnya bukan disebabkan biaya
lelang, akan tetapi biaya iklan (pengumuman) melalui media massa
yang menyebabkan biaya lelang tinggi, karena biaya iklan
merupakan satu paket dalam pelaksanaan lelang eksekust de‘ngan
bantuan KP2LN.*® Faktor inilah yang menyebabkan pihak bank
iarang melakukan lslang eksekusi melalui KP2LN, dan kalaupun ada
“hanya sebatas obiek jaminan yang berskala besar.*

Berdasarkan pada dua tanggapan dari responden (Bank BNI
Cabang Pontianak dan PT. BPD Bank Kalbar dengan KP2LN
Pontianak) maka penuiis berkeseimpulan bahwa {indakan metakukan
penjualan send.iri objek tidusia terhadap kredit yang macet
disebabkan untuk menghindari tingginya biaya dalam pengurusan
lelang eksekusi melalui KP2LN Pontianak. Hal ini boleh-boleh saja
sepanjang tindakan bank bisa membuahkan hasil, lain halnya jika
tindakan tersebut tidak membuah hasil dan kredit macet terus
menumpuk maka pada gilirannya akan merugikan negara sebagai

_ akibat piutang negara menumpuk dan tidax terselesaikan. Memang

di satu sisi bank akan mengambil langkah yang cepat tanpa

o

3 \Wawncara pada bagian DKK PT. BNI (Persero) Cabang Pontianal, tangga! 6
Juli 2004.

% \Wawancara pada Bapak Ramaji, SH Kasi Lelang KP2LN Pontianak, tanggal 15
Juli 2004

% tbid.
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mengeluarkan banyak biaya, namun disatu sisi KP2LN akan

kehitangan peran dalam menangani piutang-piutang negara melalui

, '.perban.kan maupun non perbankan, yang meskipun undang-undang
I menghendaki setiap piutang negara yang macet, maka pengurusan
penyelesaian diserahkan melaiui DJPLN/KP2LN.

Kendala lain yang ditemukar adalah kesulitan dalam
menentukan harga limit dalam pefaksanaan lelang eksekusi melalui
KP2LN yang dimintakan bank.>’ Hal ini disebatkan ticak adanya tim
penilai / appraisai yatig independen (Succofindo dan Jasa Surveyor
indonesia). Hal ini dikarenakan penentuan atau penaksiran nilai
objek jamihan menggunakan tim internal bank yang belum tentu

mempunyai keahlian khusus dalam penilaian objek jaminan. Penaksir

yang menggunakan pihak internal bank tidak menutup kernungkinan
‘ timbulnya kolusi dalam penentuan nilai jaminan. Bisa saja nilainya
tidak cukup atau tidak layak untuk dijaminkan menjadi cukup karena
adanya ketidak profesionalan tadi (adanya ketidak jujuran dari debitor
serta didukung pihak kreditor dengan bersandar pada rasa percaya
semata “fides” ).
Jika hal ini berlanjut tentu akan menimbutkan iklim yang tidak
_baik di dunia perkreditan khususnya dan dunia perbankan pada

umumnya. Oleh sebab itu penggunaan tim penilai atau tim penaksir

7 Wawancara pada Penyelia Pemasaran PT. BNI Cabang Pontianak dan Penyelia
Pemasaran dan KCU PT. (BPD) Bank Kalbar Pontianak, tanggal 6 — 7 Juli 2C24




211

yang bersifat independen merupakan terobosan baru sambil
menuﬁggu dibentuknya undang-undang tentang jasa penilai.

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah penulis paparkan,
maka penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa pada
prakteknya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan
pihak bank adalah melakukan tindakan secara persuasif berupa
penjadwalan dan penataan kembali, kemudian dilanjutkan pada
penagihan secara berkala. Dan jika inf tidak membuahkan hasil, bank
baru melakukan eksekusi dengan mensita objek jaminan.

Pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diakukan pihak
bank dalam praktek mengacu pada ketentuan nukum yang berlaku
vaitu KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998
khsusnya Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 29 ayat (1) tentang pelaksanaan
titel eksekutorial, (2) pelaksanaan penjualan atas kekuasan sendiri
dengan cara Parate Eksekusi, Gan (3) melakuzan penjualan dibawah
tangan atas kesepakatan debitor dan kreditor dengan harapan
memperoleh harga y=ng pasti. Akan tetapi pelaksanaan ekseksusi
dengan titel eksekutorial dan parate eksekusi tidak berjalan efektif. -
Tidak efektifnya disebabkan oleh kesulitan dalam peletakan sita
_eksekusi, objek jaminan tidak berada di tempat, di fidusia ulang oleh
debitor.

Kendala—kendala - semacam inilah .yang menyebabkan

eksekusi fidak berjalan efektif. Untuk mengatasi hal tersebut pihak




212

kreditor dan debitor sepakat untuk melakukan penjualan dibawah
tangan. dengan harapan akan memperoleh harga yang lebih tinggi.
Sedangkan eksekusi dengan minta bantuan KP2LN (Kantor lelang)
untuk penjualan di muka umum, pihak bank fidak pemah
memanfaatkan jasa dari KPZLN dengan alasan biaya lelang tinggi
(biaya iklan) yang harus ditanggung oleh kreditor. Aiasan inilah yang
menyebabkan tidak pernah diserahkannya piutang macet dari Bank
kepada KP2LN di Pontianak.

Untuk langkah pengamanan dan sekaligus perlindungan hagi
kreditor dan pembeli yang beritikad baik, pengikatan jaminan fidusia
hendaknya dibatasi pada objek jaminan yang berdokumen saja.
Dengan alasan apabila debitor cidera janji dan bermaksud untuk
mengalinkan objek jaminan kepada pihak ketiga, maka pembeli akan
\ pikir-pikir untuk membeli objek janiinan tersebut karena telalh
mengatahui telah dijaminkan kepada bank. Akan tetapi karena sifat
jaminan fidusia didasarkan pada rasa kepercayaan. Tindakan debitor
yang menyimpang besar kemungkinan akan terjadi dan pada
akhirnya akan menimbulkan kerugian sebagai akibat kredit macet
tidak dapat dieslesaikan oleh bank. |

Hal semacam inilah yang menjadikan imej fidak baik dari
bank tersebut. Dan pada akhirnya kredit-kredit macet yang diikat
dengan jaminan Fidusia maupun Hak Tanggungan tidak dapat

diselesaikan oleh kreditor
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Jika ini terus berlanjut tentu akan menimbulkan kerugian pada

bank yang notabennya tempat penghimpunan dana dari masyarakat

‘dan disalurkan lagi kepada masyarakat untuk kepentingan dunia

ekonomi dalam rangka mencapai faraf kemakmuran. Oleh sebab itu
pengaturan secara cermat dan perlunya penyempumaan yang
menyangkut UUJF peru ditinjau ulang dengan harapan bisa
meminimalisir kendala di lapangan, yang meskipun masaiah selalu
muncyl duluan dari terbentuknya hukum. Sehingga cite-cita hukum
dalam bidang hukum'jami;'uan dapat benar-benar memberi manfaat
kepada kreditor dan debitor dan lebih luas fagi kepada masyarakat
yang berkecimpung dalam dunia bisnis yang memanfaatkan jasa
perbankan.

Memang disatu sisi kehadiran fidusia adalah untuk mengatasi
pada kebutuhan praktek perbankan dan sekaligus memberikan
kesempatan kepada debtor yang menjaminan benda-benda
persedian mereka dan dimanfaatkan kembali dengan rasa percaya
yang diberikan pihak bank kepada debit~r. Rasa percaya inilah yang
tentunya banyak menimbulkan persoalan-perscalan. Karena objek

jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia, sehingga tidak

_menutup kemungkinan itikad tidak baik dar debitor yang sengaja

menghilangkan objek jaminan bisa terjadi.
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Faktor terdesak dan faktor lainnya juga memberi andil bagi
de‘bitor.‘bisa mengalihkan atau mengambil rmanfaat dari objek jaminan
tersebut.

Demikian penelitian ini penulis sajikan, semoga hasil yang
sederhana ini bermanfaat bagi kita semua khususnya kalangan

hukum, prakiisi hukum maupun akademis hukum, Amiin.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Praktik peiaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15
ayat 3 Undang-Un‘dang Nomor 42 Tahun 199% tentang Jaminan
Fidusia menyebutkan “apabifa debitor cidera janji, Penerima Fidusia
mempunyai hak untuk menjuél benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia atas kekuasaan sendiri”. Untuk merealisasi hal tersebut pihak
bank dapat melakukan eksekusi dengan cara pelaksanaan fitel
eksekutorial Gengan berdasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia,
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dengan lgmbaga Parate
Eksekusi dan Pelaksanaan eksekusi dengan cara penjualan di bawah
tangan dengan kesepakatan para pinak.
2. Praktik di 'apangan imembuktikan pelaksanaan eksekusi Jaminan
Fidusia yang diterapkan pihak bank cenderung melakukan penjualan
di bawah tangan dengan berdasarakan pada kesepakatan para pihak.
Alasan ini untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan
diperoleh harga yang tinggi demi kemanfaatan pihak debitor.
3. Pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat
| Jaminan Fi@usia jarang dilaksanakan pihak bank dengan alasan sering

mendapat kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini disebabkan

)
-
<n
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seperfi objek jaminan yang akan disita tidak berada ditempat,

- sehingga menyulitkan untuk melakukan pelaksanaan eksekusi

. Pelaksanaan eksekusi dengan alas hak Parate Eksekusi dengan cara

penjualan di muka umum atas bantuan KP2LN jarang sekali dilakukan
pihak Bank dengan alasan kesulitan memperoleh harga limit yang
nast, sebagai akibat kurangnya minat pembeli dalam penyerfaan

lelang tersebut.

. Tingginya biaya lelang (lkian pada media massa) menyebabkan

penyerahan piutang negara yang telah pastl (kredit macet dari pihak
perbankan) menjadi alasan pihak bank jarang menyerahkan masalah
tersebut pada KP2LN. Karena sspanjang bank bisa mengatasinva
bank akan menyelesaikan dengan cara yang fajin di pakai bank
(penjuatan di bawah fangan dengan kwitansi kosong khusus untuk

kredit pembiayaan kendaraan bermotor).

. Adakalanya pada saat kredit yang dibiaya menunjukkan adanya

indikasi kemacetan (kredit bermasalah), bank baru buru-buru
mendaftarkan objek Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia

untuk memenuhi syarat formal dalam pendaftaran.

_ Kendala-kendala yang ditemukan dalam praktik pelaksanaan eksekusi

- pada pihak bank cenderung terjadi pada saat petaksanaan penyitaan

dengan maksud untuk mengamankan objek jaminan fidusia dari

tindakan debitor mengalihkan atau menghilangkan objek jaminan
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tersebut. Dimana’ petugas yang akan melakukan penyitaan sering
berbenturan dengan pihak ketiga yang telah menguasai bérang
jan";inan tersebut tanpe sepengetahuan kreditor (bank). Dan tentunya
hal ini diperfukan langkah persuasif dan penjelasan secara
kekeluargaan bahwa objek jaminan yang dikuasali oleh pihak ketiga
adalah bertentangan dengan hukum.

8. Bahwa pelaksanaan eksekusi schagaimana yang diamanatkan Pasal
29 Undang-Undang Nemor 42 Tahun 1999 kurang berjalan efektif
terutama sekali pada eksekusi yang beralas hak titel eksekutorial dan
parate eksekusi, Karena pihak bank dalam praktik eksekusinya
melakukan cara-cara yang lajim dilakukan pihak bunk yaitu penjualan
dib:awah tangan. Dan terkadang hal demikian masih mendapat

kendala.

B. Saran
1. Karena pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak
menjabarkan berapa nilai yang pasti dapat dijaminkan dengan jaminan
fidusia, maka dalam hal ini perlu kiranya ditentukan nitai yang pasti
dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi (kredit macet),
dengan utang yang begitu besar sedang nilai jaminannya kurang
mémenuhi syarat. Hal ini terjadi karena sifat pengikatannya

berdasarkan kepercayaan dari kedua belah pihak. dan bank yakin
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bahwa debitor adalanh kredibel atau menipunyai kolektabilitas yang
tinggi, padahal sebaliknya.

_ Untuk menaksir nilai jaminan perlu kiranya menggunakan tim
penaksir/appraisal yang independen. Karena jika menggunakan tim
penaksir internal bank dengan tingkat profesinalitas yang kurang
mendalam, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah
dilkemudian hari. Akan tetapi jika ini diterapkan bank, maka dunia
perkreditan akan mengalami kelesuan sebagai akibat ketatnya
pengaturan terutama sekali dalam penjaminan.

. dalam proses pengikatan benda bergerak yang berada dalam
kek.uéséan pemili, headaknya dibatasi pada barang bergerak yang
berdokumen saja. Barang berdokumen dalam pengertian ini dapat
juga diartikan barang vang tidak berwujud namun didukung dengan
dokumen yang pasti.” Dan iika ini diterapkan maka bank dapat
menentukan barang bergerak apa saja yang wajib herdokumen. Hal ini
untuk memberi perfindungan bagi kreditor dan pihak ketiga yang -
berkepentingan dalam rangka penyelamatan piutang negara.

_ Dalam hal debitor yang macet tidak memenuhi kewajibannya, adalah
peilu mengatur mekanisme penctapan jumiah hutang yang pasti oleh
kreditor dan bila perlu dikenakan tuntutan/gugatan ganti rugi dalam

keadaan tertentu.
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5. Untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang merupakan barang
bergerak, kiranya perly diatur penarikan penguasaan barang yang
menjadi objek jaminan dari tangan pemilik ke tangan kreditor atau ke

tangan juru lelang sebelum hari pelaksanaan lelang itu dilaksanakan.
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